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BAB 1

PENDAHULUAN

I. . LATAR BELAKANG MASALAR

Penerapan otonomi dacrah berkaitan erat dengan masalah pengelolaan keuangan
di daerah. Otonomi dacrah telah menciptakan ruang yang luas bagi daerah untuk
menyusun dan menetapkan anggarannya sendiri. Walaupun secara tidak langsung
pemerintah pusat juga ikut andil dalam pengelolaan keuangan dacrah. Hal ini sesual
dengan Undang-undang nomor 32 fahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, bab 8
mengenal Keuvangan Daerah,

Masih berpedoman pada UU no. 32 tahun 2004 pasal 167, bahwa sekarang telah
terjadi perubahan paradigma dalam menyusur sebuah APBD, tidak lagi berdasar pada
paradigma asal menghabiskan anggaran melainkan menggunakan pcndekatan kinerja.

APBD dalam era otonoemi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya
sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau luaran (output) dari
perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkaa. Dengan demikian, diharapkan
penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas
dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Penerapan anggaran kinerja secara normatif ditetapkan melalui Kepmendagri No.
29 Tahun 2002, namun pada kenyataannya belum menunjukkan  hasil  yang
menggembirakan. Dalam beberapa hal, penerapan sistem anggaran Kinerja telah
membuka sedikit celah bagi publik untuk "mengintip” proses peﬁyusuna.n anggaran,

namun daerah tampaknya masih tetap berpantung pada pusat dalam penyusunannya. Di
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sisi lain, penentuan skala prioritas dalam penyusunan anggaran pun belum tampak secara
signifikan.'

Sejalan dengan hal tersebut diatas peneliti melihat bahwa salah satu prioritas
Anggaran Belanja Surabaya di tahun 2005 lebih menekankan pada bidang keschatan,
Oleh karena ite, untuk pembahasan selanjutnya peneliti akan memfokuskan penclitian
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada prioritas bidang
kesehatan, dengan melibat dari unit kerja Rumah Sakit Umium Dacrah Dr, Mohamad
Soewandhie.

Dengan rencana pendapatan schesar Rp. 3.162.500,000,00 RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie Surabaya pada tahun 2005 mengalokasi anggaran belanjanya ke dalam 4
(empat) pos belanja, dimana total anggaran belanja ity sebesar Rp. 7.627.324.902,83.
Adapun pos belanja terschul antara lain dirinel sebagai berikut: Belanja Penyusunan
Perda Tarip dan Manajemen RS sebesar Rp. 56.703.076.29 ; Peningkatan Pelayanan
Kesehatan sebesar Rp. 2.267.422.776,65 ; Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Rp.
1.997.962.381,89 ; dan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp. 3.305.236.668,00.

Dalam  penyusunan APBD  sering  terjadi ketimpangan, terutama  masalah
penentuan besarnva anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan. Hampir semua
Pemerintah D erah  lebih mementingkan  anggaran  belanja  dargpada anggaran
pembangunan. Akibatnya anggaran belanja  selalu  lebih  besar  dari  anggaran
pembangunan. Padahal anggaran pembangunan berhubungan erat dengan kepentingan
dan kesejahteraan masyarakal. Sceperti yang terlibat dalam Renstrada (Rencana Strategts

Daerah) Surabaya tahun 2005

' Dede Mariana, Otonomi Daerah dan Reformusi APBD,  Pikiran Rakyat Cyber Media, 2002,

http/Awww. twingine.comfsearch. php?q=proses+penyusunan+zngearantberbasis+kinerja, akses . 20
Desember 2005
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Pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan Belanja Rutin dan Belanja
Pembangunan dimana tahun 2002 proporsi untuk belanja rutin dan pembangunan sebesar
73.08 persen dibanding 26,92 persen, sedang untuk tahun 2003 sebesar 65,43 persen
dibanding 35 persen. Bila Belanja tersebut dikonversikan dalam belanja fangsuny dan
tidak langsung dengan mengurangi jumlah belanja rutin yang dikategorikan scbagat
belanja langsuny dinikmati leh masyarakat yaitu berupa belanja pemeliharaan jalan dan
jembatan serta alat angkut, sehingga proporsi belanja tidak langsung sekitar 70 persen
dibanding belanja langsung sekitar 30 persen dari to1al APBD tahun 2002, sedang tahun
2003 belanja tidak langsung sekitar 61,5 persen dan belanja langsung sekitar 38,5 persen
dari total APBD tahun 2003, Scdangkan pada tahun 2004 propors: belanja tidak langsung
adalah sekitar 47 persen dibanding belanja langsung sckitar 53 pC]’SCILE

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa ada selisih yang sangat signifikan antara
anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan pada tahun 2002 yaitu sekitar 50
persen. Memang dalam perkembangan selanjutnya terjadi penurunan selisih antara
anggaran belanja rutin yang kemudian discbut anggaran belanja tidak langsung dengan
anggaran pembangunan yang kemudian disebut scbagal anggaran belanja langsung pada
tahun 2004. Namun, bukan berarti dengan semakin seimbangnya anggaran belanja
tersebut masyarakat akan berhenti mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota. Tetapt, yang
perlu kita tingkatkan disini adalah bagaimana masyarakat turut serta dalam mengawasi
pengelolaan kedua anggaran belamja tersebut, sehingga tidak terjadi penyelewengan
dalam pelaksanaannya.

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki birokrasi
vang kemplek. Birokrasi yang komplek dan besar itu dapat menjadi penghalang dalam

penerapan anggaran berbasis kincrja jika oknum-oknum di dalamnya tidak segera

* Bab 11 PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROGRAM RENSTRADA,
http A www iwingine com/search.php?y-kewenangantpemkot+dibidang+penyusunant+any parandalam=+of
enpmitdaerah, akses : 20 Desember 2005
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mereformasi cara kerja dan operasional organisasinya agar lebih efekuf dan efisien.
Selain itu, perkembangan peraturan perundang-undangan terus terjadi menuntut kinerja
birokrasi yarg lebih profesional. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Pemerintah Kota
Surabaya merampingkan organisasinya.

Perampingan s:jumlah sektor di jajaran pemerintahan kota dan kabupaten tersebut
sesual denuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman
Organisasi dan Perangkat Daersh. Di dalamnya ditentukan, jumlah dinas sebanyak 14
buah, kantor, dan bagian sebanvak delapan buah.

Sementara itu, untuk saat ini saja jwnlah dinas di jajaran Pemkot Surabaya
sebanyak 23 buah, belum termasuk jumlah kantor, badan, dan bagian. Perampingan
instansi itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas den efisiensi birokrast dijajaran
Pemkot Surabava.

1

"Yanu jelas jumlahnya tidak melebihi ketentuan dalam PP itu," kata Kepala
Bagian Organisasi Pemkol Surabava M Santoso kepada wartawan, Kamis (IS;’S).3

Peramipingan scsual PP oiersebut seiring dengan penetapan standar pelayanan
minimal {SPM) Kota Surabaya yang kini tengah berjalan simultan. Konsckuoensi
penerapan 5PM vang diperkirakan mulai berlaku dalam APBD 2004 itu adalah penataan
kelembagaan dan pegawai. Dampak pemberlakuan SPM, seperti dikatakan Santose, akan
berdampak pada kejelasan tolok ukur kebijakan dan proyek vang dikerjakan instansi di
Jajaran Pemkot Surabaya. Dampaknva, clektivitas dan pertangpungjawaban kinerja
semakin jelas dan terukur.?

Sejalan dengan semakin besar tuntutan rakyat akan pelayanan publik yang

profesional, maka Pemerintah Kota Surabava mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 15 tahun 2005 tentang Orpanisasi dan Lembaga Teknis Kota Surabaya. Perda

Jumat, 14 Maret 2003,  Perampingan  Pemkot  Surabava  Efektif  Tahun 2005,
Enlrp:.-".-"www,kompas.cnm.-’komnas-c_etakf{ﬁ03.-"14.-"jatim,_-"u§_2£1_1__._lm_n, akses : 10 Desmber 2003
Ibid
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tersebut menjadi dasar bagi fokus penelitian, dimana RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
telah diterapkan sebagai salah satu lembaga teknis kota Surabaya. Oleh karena itu, agar
organisasi dan lembaga teknis tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, maka Pemkot
Surabaya perlu merumuskan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dimaksud
apar masyarakat jelas dan mengerti akan hakﬁya, sehingga tidak merasa dirugikan oleh
pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota.

Otonom’ dacrah tidak seharusnya mencakup hak uniuk seenaknya membelanjakan
uang. Pola perimbangan keuangan yang baik dapat membantu implementasi kebijakan
alokasi anggaran vang sudah direncanakan oleh dacrah. Yang diperlukan bukan hanya
penyerahan kewenangan pada daerah, tapi juga kontrol dan akuntabilitas penggunaan
kewenangan tersebut.’

Mergingat anggaran termasuk alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan
¢konomi, 1a harus diciptakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,
serta pemerataan pendapatan. Untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran,
perlu dilakukan pengaturan sccara jclas tentang peran DPRD dan pemerintah daerah
dalam menyusun anggaran.

Belanja daerah dalam UU No 17/2003 dirinci sampai unit organisasi, fungsi,
program, kegiatan dan jenis belanja. Oleh karena itu, setiap pergeseran anggaran antar
unit organisast, antar kegiatan, dan antar jenis betanja harus mendapat persetujuan DPRD.

Menurut Pasal 16 Ayat 2, APBD terdiri atas anggaran pendapatank, anggaran
belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, model lama yang terdiri atas pendapatan,

belanja rutin, dan belanja pembangunan mesti ditinggalkan. Sedangkan pendapatan

* Dede Mariana, Op. Cit.
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daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Pasal 16
Ayat 3)

Dalam ayat berikutnya ditegaskan, belanja daerah dirinci inenurut organisasi,
fungsi, dan jenis belanja. Lalu Penjelasan Undang-undang menambahkan, belanja dacrah
menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah atau lembaga teknis
daerah.

Belanja daerah menurut fungsinya vang fain terdiri atas pelayanan umum,
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umumn,
kesehatan, pariwisata, budaya, agama. pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan
menurut jenisnya (sifal ckonomi), belanja dacrah antara lain terdiri atas belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Dari sisi rasionalitas alokasi anggaran, secara tcknis kesalahan terutama terjadi
dalam penentuan oxfput dan eutconies vang ingin dicapatl melalui belanja pemernintah.
Tetapi menurut penulis ada kesalahan yang lebih mendasar, yaitu: pertama, asumst yany
keliru mengenai anggaran itu sendiri, dan kedua, penvkiran jangka pendek ---terutama
dari sisi cash flow—- mengenal dampak yang ingin diperoieh dari kebijakan anggaran.
Kesalahan asumsi yang utama adalah mencmpatkan anggaran scbagai milik pemerintah
yang pengelugrannya menjadi hak prerogratif elit-elit di pemerintahan (termasuk DPRD).
Dampaknya, alokasi anggaran 90% belanja aparatur dan 10% belanja publik dianggap
sebagai hal yang wajar. ¢

Dari sisi proses, masalah utama dalam penganggaran saat int adalah umumnya
masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai proses perencanaan dan alokast

anggaran. Dengan adanya asimetrl informasi maka sudah dapat dipastikan teriadi asimetri

& Defisit dan Surplus Anggaran It Keniscayuan, SUARA MERDEKA, Selasa, 19 Juli 2605,
hitp:/fwww twingine com/search.phplg=proses+penvusunan+anzparan+berbasis+kinerja, akses : 10
Desember 2005
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anggaran. Orang-orang miskin, yang memiliki informasi yang sedikit dibandingkan
dengan birokrasi dan dunia usaha, tentu saja tidak memiliki kesernpatan yung memadai
untuk mengagregasi kepentingannya. Ini berdampak pada anggaran yang tidak memihak
pada mercka.

Meskipun proses perencanaan dan  pepganggaran  secard yuridis  diklaim
menggunakan pendekatan hotfom-up dan partisipatif, dalam prakteknya unsur-unsur
masyaraket yang teriibat bukanlah representasi yang sesungguhnya. Masyarakat yang
terlibat dalam proses perencanzan dan penganggaran kebanyakan adalah masyarakat yang
dipilih atau menvliki hubungan vang dekat dengan birokrasi. Karena itu oricntasi mereka
lebih pada kepentingan penguasa atau birokrat yang dekat dengan mereka. Untuk
memperbaiki proses ini, perlu scgera diperbaharui sistem representasi di satu sist, dan
mendorong kesadaran rakyat miskin untuk memperjuangkan nasib mereka melalui
instrumen anggaran, vang meliputi pemilthan wakil yang merepresentasikan kepentingan
mercka dan mendorong pengalekasian anggaran agar sesual dengan kebutuhan mereka.’

Pengawasan vang dilakukan oleh L.SM dintlai kurang optimal, Karena dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak akan dapat
diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan

' g
dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

" LESUNG, LESUNG Edisi ill No. 1, November 2004, Perencanaan dan Penganggeran Daeralt: Sudah

Pro-Poorkual?, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat {FPPM),
hitp:/www . twingine. com/search php?g=proses+penvusunan—anggarantberbasistkinerja, akses : [0
Desember 2003

¥ Rimawati, Yuni, Evafuasi APBD dengan Pendekatan Kinerju Guna Mewujudkan Good Governance:

(studi kasus APBD Kab. Bangkalan tzhun Anggaran 2003 Unit Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial), Skripsi
Fakultas Ekoromi Unair, 2003
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L 2. PERUMUSAN MASALAIL

Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan.
Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih
yang menghasitkan situasi vang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya
memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.”

aran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

Masalah mengenat LEvaluasi Angue
Pendekatan Kinerja merupakan sualu proses yang rumit. Sebab di dalamnya terdapat dua
variabel vang dapat digunakan scbagai alat ukurnya, vaiie Evaluasi APBD dan Kinerja.
Sehingga rumusan masalah kami adalah sebagai berikut;

“Bagairnana pcran APBD Kota Surabaya dengan pendekatan kinerja dalam
mewujudkan priceitas Kota Surabaya Tahun 2005 di bidang kesehatan (Studi kasus

Romah Sakit Umum Dacrah Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya Tahun Anggaran

2005)7”

L 3. TUYUAN PENELITTAN
Pada hakekatnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan
penelitian, Adapun tujuan dari penelitian ini 1alah sebagai berikut ;
. Memberikan gambaran proses penyusunan APBD Kota Surabaya berdasarkan

pendekatan kineria,

t

Mengetahui sampai sejauhmana komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam
meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, melalui RSUD Dr.

Mohamad Scewandhie Surabaya.

? Guba, 1978:44; Lincoln dan Guba, 1985:218; dan Guba Lincoln, 1981:88 dalam Moleong, Lexy 1.,
Metode Penclitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 93.
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1. 4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini, kami membaginya menjadi dua, yaitu ;
Dari Scgi Akademis

Kami menyadari bahwa penelitian kami ini merupakan bagian dari kajian
Ilrau Administrasi Negara, terulama kajian mengenai Sistem Pengelolaan
Keuangan Pemerintah. Schingga kami berharap hasil penclitian kami dapat
memperkaya khasanah keilmuan Administrasi Negara agar semakin dinamis dan
terus berkembang.
Dari Segi Praktis

Terkait dengan penelitian kami yang mencoba mengetahui proses
terjadinya scbuah kebijakan, maka diharapkan penelitian kami dapat memberikan
wawasan dan informast kepada para praktisi administrasi, khususnya yang bekerja
di jajaran Pemerintah Kota Surabaya dalam memahami sebuah proses evaluasi

APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja.

L 5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPS]

Skripsi

Sistematika penulisan skripsi disini kami paparkan, dengan maksud agar
pembaca mengetahul dan paham alur penulisan vang dilakukan. Selain itu, juga
memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi maleri yang disampaikan dart
masing-masing bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagal benkut ;
BABI:

Menerangkan mengapa penelttt memilth tema Anggaran  dengan
Pendekatan Kinerja, dan mengapa penclitt mengambil kasus di RSUD Dr.

Mohamad Soewandhic. BAB 1 terdiri dari beberapa Sub BAB, vaitu : Latar
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Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan
Sistematika Penulisan Skripsi.

Dalam Bab ini peneiiti mencoba menyajikan mengenai pengertian
Keuangan Daerah; Bagaimana Sistem Pepgelulaan Keuangan yang dilakukan oleh
Pemerintah, termasuk pengertian, prinsip, dan fungsi Anggaran; apa yang menjadi
Landasan Mukumnya; apa itu Sistem Anggaran Berbasis Kinerja; Struktur dan
Tahap Penyusunan APBI);, Bagaimana !mplementasi Anggaran Daerah; dan
mengenai Laporan Keuangan Daerah.

Metode Penelitian yang peneliti sajikan terdin dan sub Bab : Tipe
Penetitian; Lokasi yang dipilih; Teknik Penentuan Informan; Jenis dan Sumber
Data yang digunskan; Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan; Tekaik
Pemeriksaan Keabsahan Data; dan Teknik Analisis Data;

BABII

Berisi Penyajpan Data yang diperoleh oleh Peneliti untuk menunjukkan
Gambaran Umum RSUD Dr. Moh. Soewandhie; Deskripsi Hasil Penelitian mulai
dari Pra Penyusunan, Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan Keuangan,
Perubahan, Penjabaran, serta Pelaporan, Pengawasan, dan Penpendalian APBD
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005, Adapun data yang disajikan disini
merupakan gabungan antara data yang sudah diolah oleh peneliti dan data yang
tiduk diolah.

BAR 111

Analisis Data disini menggunakan Data yang telah disajikan oleh peneliti

pada Bab sebelumnya. Dimana dalam Bab ini peneliti menjabarkan mengenai

beberapa sub Bab, antara lain : Analisis mengenai Pra Penyusunan dan
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Penyusunan APBD; Penalausahaan Keuangan Daerah, dan  Pelaporan,
Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
BAB IV

Berisikan Kesimpulan dar hasil penelitian dan Saran kepada Pemerintah
Kota Surabaya pada umumnyz serta RSUD Dr. Mohamad Soewandhie pada

khususnya
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. 6. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan permasalahan penelitian yang penelit! tentukan, maka lebih lanjut,
akan dijelaskan konsep mengenai evaiuasi APBD, keuangan daerah. sistem pengelolaan
keuangan, anggaran, kinerja. landasan hukumnya, struktur dan tahap penyusunan APBD.

implementasi anggaran, dan laporan keuangan daerah.

I 6. 1. EVALUASI APBD"

Menurut Bryant dan White (1989: 193-201), evaluasi diartikan sebagai upaya
untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, svatu
proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebeb akibat itu, dan dengan demikian
pemikiran ke depan mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral darl rancangan
semula. Dengan penalaran ini, evaluasi lalu merupakan upaya mengetahui apakah kaitan-
kaitan ity memang sungguh-sungguh ada. Evaluasi yang paling sederhana adalah
mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan.

Dalam smelacukan evaluasi perlu ditetapkan dengan kriteria dan yang paling
sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negative pada seatu
proyek/kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai dan apakah pencapaian itu
dilaksanakan secara efisien atau tidak. Selanjutnya Wahyudi (1996: 139) mengartikannya
sebagai suatu bentuk evaluasi strategik yang adalah suatu proses mendapatkan informasi
mengenai pelaksanaan rencana-rencana bismis dan Kinerjanya serta membandingkan
informasi tersebut dengan stundar yang tetah ditentukan.

Berkaitan dengan APBD maka cvaluasi vang dilakukan adalah diarahkan pada

mengevaluasi rencana anggaran vang telah ditetapkan sesuai peraturan doerah, dengan

“ H. Dasril Munir, Henry A, Djuanda, dan Hessel Nogi 8. Tangkilisan, Kebijfukan dan Manajemen
Keuangan Daeral. Yogyalarta, YPAPI, 2004, hal. 35-36.

Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Déngan Menggunakan ... Mochammad Arifin Na'cr"r%d'din



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
BAB I—Evaluasi APBD Kota Surabaye dengun Pendekatn Kinerja

e ——————————— — e ———

melakukan perhitungan ates pendapatan serta belanja daerah, apakah telah mencapai
sasaran sesuai visi dan misi serta rencana strategis pembangunan daerah. Dalam hal ini
yang dimaksudkan adalah apakah suatu kegiatan APBD dalam satu tabun anggaran, telah
mampu memberikan dampak (erhadap perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
dengan melakukan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah berakhimya satu

periode anggaran tertentu.

1. 6. 2. KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan pasal | Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dzerah. yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua
hak dan kewgjiban dacrah dalam rangka penvelenggaraan pemcrintahan daerah yang
dapat dinilal denpan uang fermasuk didalamunya segala bentuk kekavaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah tersebut.

Dalam s.ripsi ini pendekatan pemahaman keuangan dacrab lebih menekankan
pada sisi proses, yakni seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang
dirnulai dari perumusan  kebijakan dan penparabilan keputusan sampai  dengan
pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaun Pembangunan Nasional, rangkaian pengelolaan keuangan daerah terdiri dari
3 (liga) tahap :

1. Perercanaan : Tahap perencanaan secara umsum merupakan aktivitas pemerintah
dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk
masa 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Mencngah (RPIM) Daerah untuk
masa lima tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk satu tihun,

dan penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
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2. Pelaksanaan : Tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan pemerintab  dalam
mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Pertanggungiawaban : Tahap pertanggungjawaban adalah salah satu bentuk
kegiatan pengendalian dan pengukuran keberhasilan terhadap apa yang telah

direncanakan dan bagaimana pelaksanaan dan perencanaan tersebut.

Dari tiga tahap rangkaiun di atas, rincian dan target sasaran darl perencanaan
pembangunan schugh dacrah dapat disimak melalui APBD yang digjukan penyelenggara
pemerintahan  daerah  vang  bersangkutan,  Karenanya, untuk  memahami  sebuah
pengelolaar keuangan daerah, semuanya berpijak dari pengertian dan pemahaman tentang

I
arggaran daerah.

L. 6. 3. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN"
L. 6. 3. 1. Pengertian, Fungsi, dan Priosip Anggaran [Jaerah
1. Pengertian Anggaran
Angpparan dapat diartikan sebagai rencana Keuangan—dalam hal int dacrah---
selama satu tahun tentang pengeluaran dan swmber pendapatannya. Secara konsep,
anggaran berarti dokumen perencanaan vang memuat kesepakatan antara eksekutif dan
legislatif dalam bidang kcuangan. Sebuah rencana keuangan daerah yang baik adalah
ketika anggaran terscebut dupat memenuhi aspirasi magyarakat daerah setempat.
Selanjutnya, rencana kceuvangan ing dirumuskan dalam  kerangka anggaran

pendapatan dan belanja daerab (APBD3Y. Oleh karena itu, pengertian keuangan daersh

" Achmadi, Adib (ed.), Panduan Pengawasan Keuangan Daergl. Jakarta, Masvarakat Transparansi
[ndonesia, 20035, Bab 2, hal. 33.
"% Ibid Bab 2, hal 34-39.
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selalu melekat dengan AFPBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan dacrah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
Dari pengertian tentang anggaran tersebut melekat 4 (empat) dimensi (Bahrullah Akbar,
2002):

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban

2. Adanmya dimensi tujuan dan perencanaan

3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik

4. Adanya dimensi nilal uang dan barang (investast dan investarisast)

Sedangkan tujuan utama dari rencana keuangan daerah adalsh untuk membantu
menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar seperti
kesehatan, pendidikan, listrik. air bersih. transportasi, pemukiman, dan pengelolaan
sumber daya alam, agar semuanya terpenuhi secara layak. Dengan kata lain, tujuan dari
scbuah anggaran dacrah adalah meningkatkan kesgjahteraan masyarakal vang cangat
terkait dan dipengarchi kebijakan pemerintah dacrah.

Untuk n:ncapat tujuan lersebut, pengelolaan keuangan daerah harus memenahi
unsur-unsur sebagar bertkut:

»  Akuntabilitas (Accownability)

Dalam manajemen keuangan dacrah, pemerintah dacrah—sebagai pelaksana
keuangan dacrah -harus mempertanggunpjawabkan  tugas  kenangan  kepada
lembuga atau pihak yang berkepentingan dan sah, vaitu: pemerintah pusat, DPRD,
kepala dacrah, masyarakat, dan kelompok kepeatingan lainnya,

#  Memenuhi kewajiban keuangan

Manajemen  keuangan daerah harus dibuat sedemikian rupa agar mampu
membiayai dan melunasi semuz ikatan keuangan, jangka pendek atau jangka

panjang.
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» Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur untuk
mengurangi kesempatan berbuat curang.

> Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa schingga
memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan dengan hasil yang maksimal dengan biaya serendah-rendahnya.

» Pengendahian
Agar semua tujuan dapat tercapai, para pelaksana keuangan daerah, DPRD, dan
aparat {ungsional pemcriksaan harus melakukan pengendalian. Scmua clemen
vang terkait dengan keuangan daerah harus selalu memantau seluruh proses
pelaksanaan  keuangan  daerah melalui akses informasi  mengenai

pertangpungiawaban keuangan.

2. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran yang Baik

Dalam memahami manajemen keuangan pada segala tingkatannya—-pusat
maupun daerah—ada beberapa pandangan menyangkut prinsip-prinsip anggaran. Meski
ada beberapa perbedaan, akan tetapi pada intinya prinsip-prinsip anggaran yang

dirumuskan sangat terkait pada kepentingan dasar publik (masyarakat).
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Berikut prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang baik:

1.

:.Jl

Skripsi

Komprehensif, yaitu harus melingkupi semua kegiatan keuangan pemerintah
(penerimaan dan pengeluaran) yang memungkinkan adanya pembahasan untuk
menentukan pilihan kebijakan terkait dengap priorilas pembangunan.

Predikiabilitas, yakni dapat memperkirakan alokasi keuangan untuk rencana kcgiatan
satu masa ke depan. Prinsip ini mendukung terwujudnya efektivitas dan efisiensi
anggaran.

Kontestabilitas, yaitu setiap anggaran harus dapat dibahas untuk dikaji ulang dan
dievaluasi kembali dalam rangka optimalisasi dap prioritas pembangunan.
Transparan, yakni seluruh informasi harus ada dan dapat diakses publik dengan
maksud memudahkan masyarakat mengetahui sasaran, hasil, mantzat, dan dampak
yang ditimbulkan anggaran yang dialokasikan.

Periodisasi. yakni masa perencanaan dan penerapan anggaran harus menacakup satu
periode terientu vang telah ditetapkan. Prinsip imi membuat sistem anggaran akan
dapat diukur dengan target pencapaian yang rasioaal.

Akuntabei, yakni setiap penerapan anggaran {pendapatan dan belanja) harus dapat
dipertangy . .gjawabkan pada akhir tahun anggaran kepada publik.

Partisipatit. yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan
mulal dari perencanaan sampal dengan pertangpungjawaban. Partisipasi diperlukan
untuk melihat kesesualan antara aspirasi masyarakat deapgan apa yang sudah
dilakukan pemerintah daerah. Prinsip ini memungkinkan masyarakat juga dapat

melakukan kontrol terhadap anggaran.
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3. Fungsi Anggaran
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, fungsi anggaran daerah atau biasa
dikena} dengan APBD menyangkut fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasin.
alokasi, dan distribusi. Fungsi-fungsi ini, berdasarkan sudut pandang administrasi
negara, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:
1. Alat perencanaan (pembuatan kebijakan)

Titik berat fungsi perencanaan terkait dengan efektivitas dan tujuan program
kerja pemerintah dacrah. Dalam hal ini fungsi anggaran scbagai pedoman bagi
pemerintah daerah dalam mengelola daerah, terutama keuangan daerah gntuk satu
periode masa ke depan. Adapun tugas utama dalam fungsi perencanaan terdiri dua
kegiatan, yaitu:

a. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomn daerah

Potensi sumber ckonomi dacrah bersumber dari factor internmal dan
eksternal, Internal atau sumber local ffocal resources) adalah sumber-sumber
ckonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri dalam wilayah hukum suatu
daerah baik yang berbentuk pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan,
pajak daerah, dan retribusi.

Sedangkan sumber eksternal adatah dart luar pemerintah daerah atau
berbentuk pinjaman dacrah, dan dana alokasi dari pemerintah yang di atasnya.
Contch dan alokasi ini seperti dana alokasi umum (DAU) yaitu dana untuk
belanja pegawai dan belanja nonpegawai karena adanya pengalihan personel,
peralatan. pembiayaan, dan dokumen (P3D). Sedangkan sumber ekonomi
berupa pimjaman daerah dapat berbentuk pinjaman luar negeri atau dalam

negeri.
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b. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD}

APBD merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah
dzerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu sat tahun dan
berorientasi pada tujuan kescjahteraan publik. Penyusunan APBD dimulai
sejak Mei dan berakhhir pada Desember dengan keluarnya Peraturan Paerah
tenfang APBD.

Alat pelaksanaan kegiatan (Manajemen dan Koatrol Kinerja Pemerintah)

Titik berat fungsi pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengukur cfisiens

kinerja pemerintahan. Anggaran menjadi alat ukur kinerja pemerintah daerah selama

satu periode terientu, tugas-tugas dalaw fungsi pelaksanaan terdiri dari:

a.

Tolok Ukur Kincrja dan Standarisas:

Tolok ukur kinerja adalah bagian dari proses analisis anggaran untuk mengukur

keberhasilan dari kegiatan masukan dan keluaran (fnpusr and owipur process

analysis) terhadap standarisasi pelayanan umum yang ditetapkan pemerintah
dacrah. Alat analisa ini terdiri dari standar analisa belanja (SAB), tolok ukur
kinerja kegiatan, dan standar biaya.

» Standar Analisa Belanja (SAB) adalah suatu pendekatan dasar pengukuran
kinerja keuangan yang merupakan analisis dari senap masukan dar segala
aspek meliputi barang, uang, sistem operasional dan prosedur (SOP) dengan
memperhatikan ouput yaitu: masyarakat yang akan digarap {scgmentast pasar
dan segmentasi aktifitas) dan disesuaikan atas pelayanan standar yang ingin
dicapai satuan unit kerja, program, maupun proyek dalam bentuk kegiatan.

# Tolok Ukur Kinerja adalah suaty pendekatan desar pengukuran kinerjia vang

bertumpu pada kinerga non kevangan. Analisis ini digunakan untuk melihat
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scjauhmana cufpur yang akan dicapai melalul proses pengukuran segmentasi

market {masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan) dan scgmentasi aktivitas.
» Standar Biaya adalah sebuah metode untuk mengukur kinerja keuangan agar

selalu up fo date {terpantau) dan refevan dan mergikuti pertimbangan harga
pasar yang berlaku pada masing-masing wilayah.
b. Peluksanaan anggaran vang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
Tahap pelaksanaan kegiatan APBI berpedoman pada ketentaan-ketentuan
pelaksanaan APBD (saat ini masih menggunakan Kepmendagri No. 29 tahun

2002 vang berluku hingga Desember 2006), serta dilengkapi dengan dokumen

pembukuan dan proses pencatatan yang dikenal dengan istilah sistem akuntansi

keuangan daerah yang harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP

24 Tahun 2005).

3. Alat penge wasan/pengendalian (Kentrol Kenangan)

Titik berat fungsi pengawasan/pengendalian adalah terpenuhinya unsur lepalitas
dan keadilan dan scluruh kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan dan pengendalian
dilakukan melalul  pemantatan  terhadap  seluruh  aktivitas pemerintah  daerah,
memonitor kondisi kevangan, dan pelaksanaan operasional program.

Dalam hal ini anggaran sebagai alat pengendalian untuk menghindari adanya salah
susaran dalam penpalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan
prioritas.

Tugas-tugas dalam funpsi pengawasan/pengendalian ini adalah:

a. Menerbitkan laporan kevangan dacrah ataw biasa dikenal dengan laporan

pertanggungjawaban (LPJ) kepala dacrah.
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b. Melakukan pengendalian di tingkat perencanaan strategis, pengendalian tugas
rutin, ‘serta pengendalian manajemen terhadap individu atau entitas
(unit/diﬁasfbadan) di dalam organisasi.

Selain tiga fungsi utama tersebut terdapat pula fungsi lain dari anggaran yaitu

(Badrul Munir, 2003) : |

1. Alat Politik
Dengan berorientasi kepada pelavanan sektor publik, anggaran adalah bentuk
komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Untuk
mewujudkan komitmen ini  dibutuhkan kemampuan politik  bernegoisasi,
membangun koalisi, dengan disertai pemahaman tentang prinsip manajemen
keuangan publik. Sebab kegagalan dalam melaksankan keuangan publik
(anggaran) dapat menjatuhkan kredibilitas pemerintah daerah

2. Alat Motivasi
Anggaran yang disusun dengan baik dapat digunakan sebagai alat untuk
memotivasl para pelaksana yaitu aparat pemda untuk bekerja secara efektif,
efisien, dan ekonomis untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang telah
ditetapkan.

3. Alat Menciptakan Ruang Publik
Dengan tujuan menringkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan
dacrah harus melibatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Berbagai
kelompok masyarakat baik dari LSM, perguruan tinggi, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya harus terlibat dala proses penganggaran daerah agar dapat
membantu pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan sasaran

pembangunannya. Oleh sebab itu, anggaran harus pula berfungsi sebagai alat

untuk menciptakan ruang publik.
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Disamping itu, Anggaran Dacrah mempunyai peran penting dalam sistem

kevangan Daerah. Peran anggaran Daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya

sebagai berikut:

(W] [ - > - -

merﬁmuskam tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang

ditetapkan,

e merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,

+ mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan

yang telah disusun, dan

menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk :

» Mengendalikan efisiensi pengeluaran.

» Membatasi kekuasaan atau kewenangan Peinda.

e Mencegah adanva overspending, underspending dan salah sasaran
(misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang
bukan merupakan prioritas,

» Memenitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau
kegiatan pemerintah.

Anggparan sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen

politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar

" Dr. Mardiasmo, MBA, Ak., Otenomi dan Manajemen Keuangan Daerak. Yogjakarta, Penerbit ANDI,
2002, hal. 183-184.
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masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (politicaltool). Oleh
karena itu, penyusunan anggaran membutuhkan pelitical skill, coalition building,
keahlian bemegoisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan
publik. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat
menurunkan kredibilitas atau bahkan menj.atuhkan kpemimpinan eksekutif.

d. Anggaran scbagai alai koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemda yang
terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik
akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam
pencapaian iujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi
sebagai alat komunikasi antar uait kerja.

e. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasamya merupakan
wujud komitmen Pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda
akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.

f.  Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar
bekerju secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar
dapat memotivasi pegawat, anggavan hendaknya bersifat challenging but
attuinable atau demanding but achieveable. Maksudnya, target kinerja hendaknya
ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak

terlalu rendah).
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I 6. 4. LANDASAN HUKUM TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH"

Adanya pemberlakuan sistem pemerintahan otonomi daerah, membawa perubahan
dasar hukum scbagaimana diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai peraturan péiaksana mengenai tata cara pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah ditetapkan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dengan berorientasi kepada pelayan sektor publik, anggaran adalah bentuk
komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

Adanyak perangkat regulasi PP No. 105 dan 108 Tahun 2000 ini telah membawa
perubahan yang cukup mendasar dalam pola manajemen keuangan pzmerintah daerah.

Beberapa hal baru vang diamanatkan dalam regulasi ifu antara lain (Winarso,
2005):

1. Kebijakan anggaran surplus/defisii

2. Perubahan sistem pembukuan dari single eniry ke double entry
3. Unified budget

4, Penganggaran berbasis kinerja

5. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang terdirt dari:

» Laporan perhitungan APBD

e Laporan aliran kas

» Neraca

e (atatan atas laporan keuangan

* Achmadi, Adib (ed.), Op. Cit., hal. 39-42.
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Melatui PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 14 ayat (4) ini tersurat amanat pada mentert
dalam negeri untuk menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan usaha
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan. Lalu keluarlah keputusan menteri dalam
negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 untﬁk memenuhi amanat ini.

Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II Tahun 2000
bahwa produk hukum yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri tidak memiliki hubungan

| hirarkis dengan produk hukum yang dibentuk dt tingkat daerah sehingga tidak memiliki
unsur mengikat tapi hanya menjadi pedoman kegiatan pemerintah daerah. Oleh sebab itu
dalam pengelolaan kevangan daerah, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 hanya sebatas
pedoman bagi pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
kewvangan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, paket UU No. 22 dan 25 Tahun 1999
kemudian dinilai masih belum menampung aspirasi daerah serta belum mencerminkan
adanya penguatan otonomi daerah. Penilaian ini menyarankan perlu ada revisi dan
penyempurnaan kedua undang-undang tersebut. Hasi! revisi ini membuahkan paket
regulasi baru yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintzh
Daerah. Pokok dari kedua undang-undang ini adalah memberikan kewenangan yang besar
kepada daerah dalam menata sistem pemerintahan dan mengelola keuangan dﬁerahnya

masing-masing.
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Gambar [, 1.
Dasar Hukum Sistem Anggaran
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Sumber : Achimadi Adib (ed), Ponduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta, Masyurakat
Transparansi Indonesia, 2005, hal. 41

Catatan :

Meskipun dasar hukum dari sisten anggaran telah berganti menjadi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, namun
peraturan pelaksana yang baru (hingga buku int dibuat) belum ditetapkan schingga pemerintah daerah
masih tetap menggunakan PP No. 105 dan PP No. 108. Sebagai petunjuk pelaksanaan regulasi itu adalah
Kepmendagri No. 29/2002 yang masa berlakunya hingga Desember 2006. Sedangkan terkait dengan sistern
akuniansi yang digunakan dalam lala kelula keuangan dacrah, pemerintah pusat iclah mengeluarkan PP No.
24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain kedua paket UL No. 32 dan 33 Tahun 2004, sebagal pengganti ketentuan
perundang-undangan yang disusun pada masa colonial Hindia Belanda, yakni ICW/1925,
[BW/1933, dan IAR/1933, telah diterbitkanlah UU yang menjadi dasar hukum dalam
perencanaan dan penganggaran Keuangan daerah, yvaitu: UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Kecuangan Negara, [J1J No. 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan

Nasional, UU Na. | Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuvangan Nepara.

o . <26 -
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Tabel I. 1.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang/Peraturan

BAR dan Pasal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UU No.32 Takiun 2004
tentang Pemcrinizhin Daergh

-BAB | tentang Ketentuan Umum
-BAB VIl wnlang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pasal [50-154
-BAB VI Pasal 155-194 tenlang Keuangan Dacrah

UU Ne.3J Tabun 2004
teatang Perimbangan Keuvangan sntar:
Pemerintah Pusat dun Pemerintah Daerah

-Semua BADB

U No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanasn Pembangunno
MNausional

-BARB 1 tentang Ketentuan Umum
-BAB TH-BAB VI tentang Ruang lingkup, proses perencanaan dan tahap
pembangunan, pengendalian dan yvaluasi pelaksanaan sencand

UU No.17 Tahun 2003
tentang Kcuangan Negars

-BAB 1 tentang Ketentuan Umum

-BAB 1} entang Pengeliolaan atas Keuangan Negara, Pasal 6 & 10
-BAB 1V tentang Penyusunan dan Penetapan APRD

-BAB VI tentang Pelaksunaan APBN £APBD

-BAB VI wntang Penanggongjaweban Pelaksanaan APBN &APRD

LU No. £5 Tahon 2004
lentang Pemeriksgan Peopelolaan dan
Tanggung Jawab ieuangan Negara

-BAB !l tertang Pelaksanaan Perncriksaan Pasal 13

-BAB [V tentang Hasit Pemeriksaan Tindak Lanjul Pasal 17

BAB V tentang Pengenaan Ganti Rugi Kerugian Negara Pasal 22 dan 23
-BAB Viligntang Keleniuan Peralinan Pasal 27

UL No.l Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

-Bagian Pertama BAS [ ientang Pengentian Butir 4, 5,7, 9, 11, 13, 14,16, 17,
18, 21,22

-Bagian Kedua BAB 1l tentang Ruang Lingkup Pasal 2

-Bagian Kcliga BAB [II tentang Asas Umum Pasal 3, 5, 6

-Bagian Kcdua Bendahara Umum Negara/Daerah

-Bagian Kciiga Bendahara Pencrimaan/Pengeluaran Pasal 10

-BAB [I] tentang Pelaksannan APBN/D Pasal 13, 15, 16

-Bagian Kecmipat Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 20 21

-BAB 1V tentang Peppeiolaan Usng DBagian Pertamn Pengelolzan Kas
MNegara/Dacrah Pasal 24, 25, 27, 28

-Bagian Kedug Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian
Negara/l embagn/Satuan Kzrja Perangkat Dacrah Pasal 30

-Bagian Ketiga Pengelolazn Uang Persedizan untuk Keperluan Kementerian
Negara/l embaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 32

-BAB V Pengelolaan Pistang dan Ulang Bagian Pertama Pengelolaan Piutang
Pasal 33, 34, 35, 36, 37

-Bagian Kedua Pengelotaan Utang Pasal 38, 39 40

-BAB V1 tentang Pengelolaar [nvesiasi Pasal 41

BAB VIl tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 43, 44, 45,
47, 48, 49

-BAB VI tentang Larangan Penyitasn Uang dan Barang Milik Negara/Daerah
dan/atau yang dikuvasai Negara/Daerah Pasal 50

-BARB I X wnlang Penalausahaan dan Perlanggungjswaban APBN/APBD
Bagian Pertama Akuntansi Ke¢vangan Pasal 51

-Bagian Ketiga Perntanggungjawaban Keuangan Pasal 53

-Bagian Keempat Laporan Keuangan Pasal 56

-Bagian Kelima Komite Standar Akuntzansi Pemerintaban Pasal 57

-BAB X! Penyelesaian Kerugian Negara/Dacrgh Pasal 59, 81, 62, 63, 66, 67
-BAE XIi Pengelolaan Kewangan Badan Layanan Umum Pasal 69, 69

-BAB X111 Ketenwan Peralihan Pasal 70

PP No.105 Tahuo 2000
tentang Peogelolann dan Pertanggungfawaban
Keuangun Duerah
PP No.168 Tahun 2000
tentang Tata Cara IPertinggungjawaban Kepala
Daerah

Semua BAB

Kepmendagri No29 Tahun 2002
tentang Pedontan Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Kedangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Dacrah dan Penyusunan Perhitungsan AFED
Menteri Dalam Negeri

Scermmua BAB

Kepres No.30 Tahun 2003 tentang Persiapan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintgh

Semua BAB

PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntgnsi Pemerintaban

Semua BAB

Sumber
Transparansi Indonesia, 2005, hal. 42
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L 6. 4. 1. Sistem Anggaran Berbasis Kincrja'
1. Perubahan Menuju Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Selama Orde Baru, sistern pengelolaan keuangan daerah lebih banyak ditentukan
dan diurusi pemerintah pusat. Hal ini tentu saja terjadi sebagai konsekuensi dari
sistem pemerintahan sentralistik yang berléngsung saat itu. Namun scjak beberapa
tahun terakhir, di saat tuntutan reformasi muncul dan menghendaki adanya
perubahan sistem pemerintahan ke arah desentralisasi, perubahan-perubahan yang
prinsip dan mendasar pun terjadi di sektor pengelolaan keuangan daerah.

Tentu saja dampak dari perubzhan sistem pemerintahan ke arah
desentralisasi ini kemudian menuntut perubahan dalam manajemen keuangan
daerah. [tu terjadi karepna pemerintah daereh bukan lagi perpanjangan tangan
pemerinizh pusat melainkan telah menjadi institusi otonom yang harus mampu
menyelenggarakan  fungsi-funpsi pemerintahan dengan tujuan dan prioritas
pembangunan yang ditetapkan secara mandiri.

Tuntutan perubahan model manajemen keuangan daerah ini pada akhirnya
menjadi 7 itu keharusan bagi pemerintah daerah, karena:

Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan wajib dalam mengelola
sumber daya alam dan segala bentuk kekayaan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
tujuan pencrapan otonomi daerah.

Kedua, fungsi dan peran pemerintah daerah tidak lagi sebatas alat birokrasi
pemeriniah pusat. Pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah berfungsi
menata pelayanan publik, administrasi publik, kepegawaian, dan keuangan daerah

secara mandiri atau otonom.

" Achmadi, Adib (ed.), Ibid, Op. Cit., hat. 43-.48.
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Ketiga, peran pemerintah daerah yang semakin besar ini mensyaratkan
kemampuan dalam menentukan prioritas pembangunan dan target-target yang
ingin dicapai selama masa pembangunan tersebut,

Keempat, meningkatnya fungsi dan peran pemerintah duerah otomatis
menuntut  kinerja pemerintahan yang '.harus dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel) kepada masyarakat dan Negara.

Kelima, dibutuhkannya model manajemen keuangan dzerah dalam sistem
pemerintahan otonomi yang hares terintegrasi dan terfokus kepada manajemen
sektor publik dengan orientasi pada kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif).

Dengan alasan ini, desakan untuk meninggalkan model larna manajemen
keuangan dacrah semakin dirasakan. Sejalan dengan pemberlakuan otonomi
daerah, manajemen keuangan Negara pun beralih kepada pendekatan yang lebih
sistematis dalam perencanaan angparan sektor publik yang dikenal dengan
anggaran berbasis kinerja.

Sebagai catatan, beberapa pemerintah daerah——dengan keterbatasan
sumber daya dan manajemen birokrasi yang tidak mengalami perubahan dan
perbaikan—masih menggunakan sistem pengelolaan keuangan dengan model
lama. Sebagian daerah menganggap bahwa perubahan itu hanya sekedar
perubaban format anggaran dari "7 account” menjadi “7 account” dengan
penambahan kata surplus/defisit dan pembiayaan. Sebagian daerah menganggap
perubahan itu hanya sekedar ganti nama dang anti kode rekening. Akibatnya
dalam prakiek, kebanyakkan pemerintah daerash masih menggunakan pola

penganggaran gaya lama,
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mode! lama dan model baru
Model Lams Model Baru
. Sentralistis Desentralisasi dan adanya perpindahan manajemen dari pusat ke
dagrah
Beronentasi pada Input Berorientasi pada input, ouiput (apa yang dibasilkan), dan
{Pemasukkan Biaya) : outcome (manfaat yang diperoleh)

Tidak Terkait perencanaan jangks panjang Utuh dan Kemprehensif dengan perencanaan jangka panjang
Ling-item dan Incremenialisme Berdasarkan sasaran kinerja (ekonomis-efisien-efe kiif)
Batasan Departemen yang Kaku Lintas departemen

Mcnggunakan sturan Klasik Zero-Base Budgeling, Planning, Programming Budgeling Sistem
Feole aceounting
frinsip Anggaran (3rulo Sistematika dan rasional
Bersitat "Tahunan Button-ug budgeiing
Spesifik

Sumber : Badrul Munir, Perencanaan Anggaran Kinerja, Memanghas Inefisiensi
Anggaran Daerah, Jakarta: Samawa Center, 2003

Sistemn anggaran berbasis kinerja ini menawarkan satu pendekatan yang
komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Sebab,
konsep dasar dari sistem anggaran berbasis kinerja adalah sebuah upaya
mengelola anggaran yang digunakan untuk keplatan atau program pemerintah
daerah dengan indikator kinerja terukur yang didasari pada prinsip value for
money atav sering disebut “3E” (ekonomis-efisien-efektif). Indikator atau tolok
ukur kinerja itu meliputi:

e [nput, yakni tolok ukur kinerja besdasarkan tingkat atan besaran sumber-
sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan
sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau
kegiatan.

*  Quipur, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk—barang atau jasa—
yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukkan vang
di;, anakan.

¢ Qufcome, merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan

yang dapat dicapai melalui pelaksanaan program atau kegiatan,
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e Benefit, yakni tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang
dapat dirasakan dari hasil program atau kegiatan sebagai nilai tambah bagy
masyarakat dan pemnerintah daerah.

s Input, merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan dampak terhadap kondisi
makro yang ingin dicapai dari manfaat pelaksanaan program atau kegiatan.

Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja ini berarti tolok ukur keberhasilan

tidak lagi hanya diukur dari tingkat pencapaian penyerapan dana seperti yang terjadi
selama ini, tapi ditentukan dari target kinerja yang terukur. Selain itu, penyusunan
anggaran harus selaras dengan penyusunan rencana strategis (renstra) serta adanya
keterkaitan antara alokasi biaya dengan tingkat pelayanan atau hasil vang diharapkan
untuk dicapai,

2. Kaitan Angparan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Lonsep anggaran berbasis kinerja, penyusunan rencana anggaran

pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) hanya merupakan bagian dari proses

perencanaan pembangunan daerah. Sesual dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan

UU No. 25 'fahun 2004, perencanaan pembangunan daerah harus dirancang

berdasarkan :

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dacrah untuk jangka waktu 20
tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional,

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Daerah untuk jangka waktu
5 (ima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala
daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan

memperhatikan RPJM nasional.
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Di dalam RPJM daerah ini termuat arah kebijaken keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang indikatif (t'e.rukur). RPJM ini merupakan Rencana
Strategis (Renstra) daerah.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
RPJM daerah untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang
dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun ditempuh  dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja
pemerintah.

RPJP dan RPJM daerah yang dimaksud diatas ditetapkan dengan Perda
yang berpedoman pada Peraturan Pernerintah. Sesuai dengan UU Neo, 32
Tahun 2004 BAB VI Pasal 136, Perda ditetapkan kepala daerah setzlah
mendapat persetujuan bersama DPRD.

Sebagat tindak lanjut dari RPJP dan RPJM daerah, sesuai dengan UU
No, 32 dan 25 Tahun 2004, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus
menyusun rencana strategis, atau biasa disebut renstra-SKPD.

[si dari renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuat dengan tugas dan fungsinya yang
berpedoman pada RPIM Daerah dan bersifat indikatif (terukur). Renstra harus
disusun berdasarkan kompetensi daerah, yakni keunggulan atau potensi

sumber daya yang dimiliki daerah dan dirancang untuk masa 5 (lima) tahun.
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Dengan kata lain, Renstra-SKPI) adalah penjabaran dari RPJP dan RPIM
daerah.

Berdasarkan renstra-SKPD ini dirumuskan dalam bentuk rencana kerja
satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pemhangunan,'ﬁaik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipast
masyarakat. Batasan waktu bertakunya Renja~-SKPD adalah untuk satu tahun.
Renja-SKPD disusun masing-masing kepaia SKPD
(unit’/badan/dinas/lembaga). Kemudian Kepala Bappeda  berfungsi
mengkoordinasikan semnua RKPD yang telah disusun tiap-tiap SKPD.

Konsekuensi dari mekanisme ini adalah anggaran berbasis kinerja
tidak bisa disusun bilamana pemerintah daerah tidak/belum memiliki renstra
induk yang telah disctujui dewarn/legislatif. Penganggaran berbasis kinerja
juga tidak dapat disusun apabila dinas/satuan kerja (satker) juga belum
menjabarkan renstra induk daerah ke dalam renstra unit kerja.

Rancangan RKPE ini kemudian menjadi bahan Bappeda dalam
musyawarah perencanazn pembangunan (Musrenbang) dalam rangka
penyusunan RKPI). Musrenbang diikuti unsur-unsur masyarakat dan
penyelenggara peinerintahan dan dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
Berdasarkan hasil dari Musrenbang inilah Kepala Bappeda menyusun
rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setelah ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan

RAPBD.
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Catatan :

RAPBD disusun berdasarkan rencana kinerja yang menyerap aspirasi

masyarakat yang menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan.

Sebab, di dalam RAPBD ada penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dengan

sisizm penganggaran.

Gambar 1. 2.
Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

'

'

Musrenbang
RFPIP [dacrah

Musrenbang
RPJM Daerah

Musrenbang
RKPD

> APBL

RPIP RPIM RPIP
Nasional ™ WNasional > Daerah
L
Renstra RPIM
SKPD I« Daerah
\ 4 &
Renja RKPLr
SKPD
¥
RKA-SKPD RAPBD
{RASK P
> Rincian
RAPBD

Sumber

Skripsi

Achmadi Adib (ed.), Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta, Masyarakat
Transparansi Indonesia, 2003, hal. 43.
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1. 6. 5. STRUKTUR DAN TAHAP PENYUSUNAN APBD'
L 6. 5. 1. Struktur APBD

Struktur anggaran Daecrah merppakan satu kesatuan yang terdin dari : (1)
Pendapatan Daerah, {2} Belanja Dacrah, dan (3) Pembiayaan. Pendapatan Dracrah adalah
semua penerimaan daerah dalam periode tabun anpgaran tertentu yang menjadi hak
Daerah. Belania Daerah adalah semua pengeluaran Daerab dalam periode tahun anggaran
tertentu yang menjadt beban Daerah. Pembiayasan adalah transakst keuangan Daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,

Sedangkan struktur APBD yang lama masih menggunakan pendekatan tradisional
atau incremental. Yang dimaksud dengan pendekatan incremenial adalah  dalam
penyusunan anggaran belanja untuk satu masa ke depan didasarkan atas anggaran tahun
sebelumnya dengan hanya menatkkan atau menurunkan alokasinya. Pendekatan model ini
lebih menekankan pada inpur, dibandingkan hasil fomrput), manfaat (outcomes), dan

efektivitas pembelanjaan.

 1bid, hal, 48-56
" Dr. Mardiasmao, MBA, Ak.. Up. Cir, hal. 185.
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Tabel 1. 3.
Format Lama Struktur APBD

Penerimaan No Pengeluaran o
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lafu l. Belanja Rutin
Pendapatan Ash Praerah d. Belanja Pegawai
a.  Pos Pajak Dacrah b.  Belanja Barang
b. Pus Relribusi Dacrah c. Belanjs Pemeliharaan
¢.  Pos Bagian Laba Perusahaan Dagrah d. Belanja Perjalanan Dinas
d.  Pos Pendapatan lain-ITain ¢, Belanja lain-lain !
f.  Angsuran pinjaman fulang dan bunga
Pendapatan dari Pomerintah Pusat g Ganjaran Subsidi dan Sumbangan
h.  Pengeluaran tidak termasuk bagian lain
(instansi yvang lebih 7 awgil . Biaya tidak tersangka
Pinjmnan Daerah i. Dana Cadangan

bt

Belanja Fembangunan

Total Pendapatan Total Belanja

Dalam formar lama ini, APBD disujiksn dalam strukiur yang mengeunakan T aeconne, Sedangkan dengan
pendekatan anggaran berbasis kinerja, struktur APBD disusun menggunakan / gccount, yaitu di dalam
format anggaran ditambahkan perhitungan surplusidefisit dan pembiayaan
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Tabel L. 4.
Struktur APBD Pendekatan Kinerja
Propinsi/Kabupaten/Kota

Uraian Anggaran {Rp)

Realisasi {Rp)

I. Pendapatan
1. Pendapatan Ash Dacrah {PAL)
a. Pajak Dacrah
b. Retribusi Daerah
¢. Bagian Laba Usaha Dacrah
d. Lain-fain Pendapatan Asl Dacrah
2. Dana Perimbuangan
a Bapi hasil Pujak dan Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
¢. Dana Alokas: Khusus
d. Duna Perimbangan dari Propinsi
3. Lain-lain Pendapatan vang Sah
Jumlah Pendapatan
. Belanja
A, Aparatur Bacrah
1. Belanja Administrasi Umum
a. Belanja Pegawan
b. Befanja Barang dan Jasa
<. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeltharann
1. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
4. Belanja pegawar/personalia
b. Belanja Barang dan jasa
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Pemeliharaan
3. Belania Modal/Pembangunan
B. Pelayanan Publik
I. Belunja Administrasi L'mum
a. Belanja Pegawai
b, Belanja Barany dun Jasa
¢. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanga Pemelibaraan
2. Belanja Operasi dun Pemelibaraan
a. Belanja pegawai/personalia
b. Buelama Barang dan jisa
c. Belanja Perjalanan Dinuy
d. Pemeliharaan
3. Belanja Modal/Pembangunan

C. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

D. Belanja Tidak Tersangka
Jumlah Belunja
Surplus/Defisit — (1 -1}

t1l. Pembiayaan

I, Penerimaan Ducrah
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tabun lala
b. Transter dari Dana Cadangan
c. Penerimaan dan Oblipasi
d. Hasil  Penjualan  Asset  Daerah  vang

Dipisahkar

Jumlzh Penerimaan Daerah

2. Pengeluaran Dacrah
a. Transfer ke Bang Cadangan
b. Penyertaan Modal
c. Pembayaran Utang Pokek vang jatuh tempa
d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Fahun

sekarang

Jumlah Peageluaran Daerah
Jumlah Pembiayaan
Jumlah APBD
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Dari format APBD berbasis kinerja ini terlihat bahwa struktur APBD terbagt atas
tiga bagian: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun
2004, yang dimaksud dengan:

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggarah vang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban dacrah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalsh sctiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada dasarmya, menurut PP Neo. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun
2002, di bagian Belanja dipisahkan menurut belanja aparatur daerah dan pelayanan publik
(belanja publik). Tapi, pada prakteknya sulit dilakukan sehingga untuk masa ke depan,
tidak ada pemisahan belanja seperti itu (sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan). Belanja aparatur yaitu setiap bentuk belanja
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan vang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak
secara langsung dinikmati masyarakat

Sedangkan belanja pelayanan publik vakni setiap bentuk belanja pemerintah
daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan vang hasil, manfaat dan dampaknya
dapat dirasakan secara langsung masyarakat. Komponen pembiayaan adalah transaksi
keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah. Selisil lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah diseb.ut surplus

anggaran. Bila terjadi selisith kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah maka

disebut defisit anggaran.
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Apabila diperkirakan pendapatan lebih kecil dari rencana belanja, dacrah dapat
melakukan pinjaman, atan mencari sumber-sumber pembiayaan melalui kerjasama

dengan daerah/iembaga lain berdasarkan prinsip saling menguniungkan.

1. 6. 5. 2. Sumber Dana APBD
Pada dasamya anggaran pendapatan dan belanja dacrah (APBD) adalah
rencana keuangan yang dikelola pemerintah daerah yang mana sumber keuangan itu
berasal dari :
1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

a. Hasil pajak daerah;

b. Hasil retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah;

2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cerminan dart otonomi dacrﬁh serta
penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada
pemerintah daerah. Dalam keterkaitan keuanpan daerah yang melekat dengan APBD i
terdapat hubungan antara dana daerah dan dana pusat {dana dart pemerintah pusat) yang
biasa dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. |

Berdasarkan Ul No. 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dana perimbangan adalah dana
yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas:
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1. Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil mi
bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang dihasilkan daerah.

2. Dana alokasi umum, selanjutnya disebﬁt DAU adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanar kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selain sumber pendapatan seperti yang disebut di atas, jika diperlukan daerah juga
dimungkinkan untuk memperoleh sumber biaya dari dana pinjaman. Pinjaman daerah
adalah semua transaksi yang mengakibatkan dacrah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilal uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani

kewajiban untuk membayar kembali.

L 6. 5. 3. Tahap Penyusunan APBD

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhimng mulai 1 Januar sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sepert! telah disebutkan di atas (bagian anggaran berbasis kinerja), proses

penyusunan APBD tidak terpisahkan dari proses panjang penyusunan perencanaan
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pembangunan daerah. Untuk menghasilkan scbuah rancangan APBD yang ekonomis,
efisien, efektif lan aspiratif, ada beberapa tahap yang harus dilewau, yartu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD

Dalam penvusunan KUA  APBD  harus sepalan dengan rencana  kerja
pemeriniah (RKPD) sehagal landasan pcnyusﬁnan RAPBD. KUA atau sering disebut
arah dan kebijakan umum (AKU} ini disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya
pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

Proses penvusunun arah dan Kebijakan umum anggaran daerah adalsh sebagat
berikut :'*

a. DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi
dimaksudkan agar didapatkan informasi tenlang kebutuhan riil masyarakat sebagai
input dalam penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Tujuan penjaringan
masyarzkat aniara lain yaitu
e Mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat
e Mendeskripsikan aspirasi masyarakat
e Memaparkan aspirasi masyarakai
Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan bcberapa
melode sebagai berikut :

e Mectode Aktif, melalul kuesioner, pengamatan, dialog inweraktif, dan
sebagainya

o Metode Pasit, melalut kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, weh sife
dan scbagainya

» Metode Reaktif, melalui public heoring dan inspeksi mendadak (sidak)

® Jbid, hal. 188-190.
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b. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategik Daerah
(Renstrada), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagas
masukan dalam perumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah -

c. Pemda merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah berdasarkan :
(1) Pokok-pokok Pikiran DPRD; (2) Arahan, Mandat, dan pembinaan dari
Pemerintah Atasan; (3) Data Historis; (4) Renstrada; dan (5) dapat juga dari hasil
penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemda

d. DPRD bersama Pemda menentukan kesepakalan mengenai rumusan Arah dan
Kebijakan Umum Anggaran Daerah

2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah yvang sudah disepakati

tersebut, Pemda (dapat dibantu Tim Ah!i) menyusun Strategi dan Prioritas Anggaran

Daerzh. Rumusan tersebut selanjutnya dikonfirmasikan kepada DPRD urtuk memastikan

apakah Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah sudah sesuai dengan Arah dan Kebijakan
Umum Anggaran Dacrah yang telah disepakati

Setelah arah dan kebijakan umum APBD disepakati DPRD, pemerintah daerah

bersama DPRD membahas strategi, prioritas dan plafon anggaran sementara untuk

dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam menyusun

RKA-SKPD, SKPD merupakan unit kerja di bawah pemda berupa dinas, badan,

organisasi atau lembaga.

3. Pernyataan Anggaran

Pernyataan anggaran adalah tahap penyusunan tencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) vang berisikan:

s Visi, misi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tujuan dan sasaran setiap unit

kerja.

Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin-l\f%%hﬁuddin



BAAD !IEI\}EE-JE ?,ﬁi?%%’ﬁ?}g?a%?pgggya dengan Pendekatan Kinerju

e s e e B g S S —

s Program dan kegiatan unit kerja.

+ Rancangan anggaran unit kerja.

RKA-SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai. Tahap pernyataan anggaran ini biasa dikenal juga sebagai tahap penyusunan
rencana kerja (renja) SKPD. Isi rencana kcrjé dan anggaran imt harus disertai pula
dengan prakiraan belanja untuk 1ahun berikutnya. Perlu diperhatikan dalam menyusun
RKA-SKPD harus berdasarkan ternr of reference (ToR) yaitu:

» Standar Pelayanan Minimum, yang disusun dan dikembangkan oleh

pemerintah dacrah

e Analisa Standar Belanja

e Standar Biava

Kumpulan hasil dari RKA-SKPD menjadi  Rancangan APBD. Dalam
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, hasil dari RKA-SKPD ini dikenal dengan isiilah
rericana anggaran satuan kerja (RASK).

4. Rancang.n APBD

RKA-SKPD yang telah selesal disusun kemudian disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahujuan RAPBD. Dalam UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penyusunan dan
pembahasan RKA-SKPD diatur dengan peraturan daerah.

Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda)
tentang APBD 1abun berikutnya. Setelah selesal menyusun dokumen Raperda tentang
APBD, pemerintah daerah mengajukan Raperda fentang APBD tersebut, berikut

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnyz kepada DPRD. Tahap ini hurus
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sudah berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober. Dokumen RAPBD terdiri

dari rancangan peraturan daerah tentang APBD dan lampiran-lampiran scperti:

- Ak s ke e ey

b. Rincian APBIY;

c. Dafiar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat
daerah,;

d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

¢. Dalftar piutang daerah;

f. Daftar pinjaman dacrah;

g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;

h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;

i. Dattar dana cadangan,

Gambar L. 3.
Proses Penyusunan RAPBD

Kehiiakan Umum Anggaran {(KIJA) APBD

Strategl, Prioritas, Plafon Anggaran

Y

Pemyatasan Angparan vang berisikan:

b visi, misi, wpoksi, tujuan Jdan sasaran
unit kerta :

2. program dan kegiatan unit kerja

3. RKancanpan Kerja dan Angparan tiap
unit kerja

Rancangan
APBD

Sumber : Achmadi Adib {ed.), Punduan Pengawasan Keuangan Doerah. lakarta, Masyarakat
Transparansi [ndonesia, 2005, hal. 54,
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Gambar . 4.
Tahap Penyusunan APBD

Bulan Bappeda SKPD BPKD Pemda DPRD
Januari Rancanguan Rencana
Awnal RKPD - Kerja SKPD
Februari Rancangan
RKPD ot
Maret \
hlusrenbang
April /
Penyusunan
RKPL
Mci \h RKPD \s
KA, Privoritas
Jum & Malon
Juli Penyusuman Pembigeraan
RKA-SKFD dan Pemdaiuluan
Prakiraan > RAPED
Belauja untuk Membahaz
. taliun berikyinya REKA-SKPD
Agustus setelah tahun
angmaTan yany
sudah disusun pr—
Kompilas <}
September RKA-SKPD
¥
Raperda Hola RAPBD
Oktober APBD
Pembakasan
MNovember RAPBD
¥
—_— APBD
Desember
Sk Prosedur
Implementasi
APBD

Sumber : Suhirman, “Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah menunit UU No. 25/2004 dan UU No.
17/2603,” makaiah dalam diskusi publik tentang “Strategi Mewujudkan Keterlibatan Publik dalam
Perencanaan Penganggaran,” diselenggarakan CIBa & Yappika, Jakarta, 2| Februari 2005
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Dalam pembahasan, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam rancangan peraturan daerah tentang
APBD. Pemt hasan Raperda APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang
mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Hasil dari pembahasan yang berupa
pengambilan keputusan DPRD mengenai Raperda APBD ini dilakukan selambat-
lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yvang bersangkutan dilaksanakan.

APBD yang telzh disetujui DPRI) harus terinci sampai dengan unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam Kepmendagri No. 24/2002,
Dokumen Rincian APBD tersebut, dikenal dengan istilah DASK (Dokumen Anggaran
Satuan Kerja). Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan perzturan daerah tentang
APBD yang diajukan, untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah
dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya.

Untuk tingkat kabupaten/kota, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Raperda
tentang APBD yang telah disetujui dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang
penjabaran APBD, sebelum ditetapkan bupati/walikota, paling lama 3 (tiga} hari
setelah disetujui harus sudah disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Masa
waktu cvaluasi oleh Guobernur i adalah paling lama 15 hari terhitung sejak

diserahkan.
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1. 6. 6. MENELUSURI IMPLEMENTAS] ANGGARAN DAERAH"
L. 6. 6. 1. Pejabat Pelaksana APBD

Setelzh ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk pelaksanaan APBD dituangkan
lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, pejabat yang memiliki kekuasaan dalam
menggunakan dan mengelola keuangan daerah adalakh;

1. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola

APBD; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelotaan APBD

h. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturlan Daerah;
d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;:
e. Mepyusun laporan keuangan yang merupakan perlanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang

daerah. Tugas dari Kepala SKPD sebagai berikut:

a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat dacrah yang dipimpinnya;

d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

¢. Meagelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya;

' Achmadi Adib (ed.), Op. Cir., hal. 46-63.
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f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

g. Menyusun dan menyampaikan Japoran keuangan satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya.

| Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelbla Keuangan Daerah memberitahukan
kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen
pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan
kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi angparan yang ditetapkan
gubernur/bupati/waltkota. Dokumen ini biasa disebut sebagai dokumen anggaran satuan
kerja (DASK) yang merupakan dasar dari implementas: APBD.

Di dalam DASK, diuraikan sasaran vang hendak dicapai, fungsi, program dan
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana
penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapaian yang diperkirakan. Kemudian
dokumen pelaksanaan anggaran yvang telah disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
disampaikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Sebagai pengguna anggaran, Kepala SKPD menjadi penanggung jawab dari
implementasi anggaran. Dalam implementasi anggaran, setiap Unit Kerja—melalui
kepala dinas/badan/lembaga—menandatangani surat keputusan otorisasi (SKO) dan
membuat kontrak kerja dengan pelaksana proyek atau kegiatan berdasarkan DASK.
Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang
dialokasikan kepada unit kerja yang dipimpinnya. |

Daiam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
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APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang dimaksudkan
keadaan darurat semisal bencana alam dengan skala kerusakan yang begitu besar.
L 6. 6. 2. Mekanisme Penerimaan Uang

Salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan APBD adalah pengelolaan uang
yang terbagi atas dua Kegiatan besar: {(a) menata mekanisme penerimaan uang, (b)
menata mekanisme penggunaan uang. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah
daerah menunjuk Bendahara Umum Daerah yang bertanggung jawab dalam
menatausahakan kas dan kekavaan dacrah, Sebagai tempat penyimpanan uang, kepala
daerah mengeluarkan keputusan yang mengatur pembukaan rekening di bank yang sehat
atas nama Rekening Kas Daerah. Dalam hal ini rekening kas daerah bisa lebih dari satu
rekening. Salah satunya adalah rekening kas daerah vang digunakan sebagai tempat
penyetoran pendapatan dacrah.

Sepertt telah disebutkan sebelumnya, penerirnaan uang bagi daerah diperé]ch dari
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan daerah lain yang
sah. Untuk menangani mekanisme penerimaan vang ini, terdapat satuan pemegang kas
pernbantu di unit kerja yang bertanggung jawab mengumpulkan uang termasuk dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah. |

Satnan pemegang kas pembantu ini wajib menyetorkan seluruh uang hasil pajak
daerah dan retribusi daerah ke rckening kas daersh paling lambat saty hari kerja sejak
uang tersebut diterima. Sctoran ini ditandai dengan surat tanda setoran (STS) atau bukti
penerimaan kas lainnya yang dikeluarkan bank sebagai dokumen atau bukti transaksi

yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.
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L 6. 6. 3. Mekanisme Pengeluaran Uang

Untuk melaksanakan pengeluaran uang, kantor dinas/badan/lembaga yang aken
menggunakan anggaran membuai surat permintaan pembayaran (SPP). Model SPP ini
ada dua macam, yakni:

i. Beban Tetap {SPP-BT), vaitu pembayararn Iuntuk kegiatan atau proyek yang telah
memiliki bukti definitif, antara lain untuk pembayaran:

a, Belanja pegawai;

b. Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;

c. Belunja bagi hasil dan bantuan keuangan;

d. Pembayaran pokok pinjaman yang jaluh tempo biaya bunga dan biaya

administrasi pinjaman;

e. Pelaksanaan pekerjaan atan proyek oleh pihak ketiga;

f. Pembelian pekerjaan oleh pihak ketiga;

g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendin yang

Jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepata Daerah.

2. Beban Sementara (SPP-BS), yaitu untuk pembayaran yang belum punya bukti
definitif sehingga pengeluaran perlu diteliti terlebih daholu. Untuk model SPP-BS
ini, setelah selesai pembayaran, SKPD wajib membuat Surat Pertanggungjawaban
(SPJ).

Setelah surat per‘mintaan pembayaran {SPP) dikeluarkan, Kepala SKPD kemudian
mengetuarkan surat perintah membayar (SPM) kepada kas daerah (Satuan Perangkat Kas
Daerah). Kas Daerah kemudian mengeluarkan uang dan memberikannya kepada
penanggung jawab SKPD. Uang ini digunakan oleh SKPD untuk membayar

proyek/kegiatan kepada pelaksana proyek/kegiatan.
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Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, pembayaran atas SPP-BT dapat

dilakukan setelah pejabat peiaksana anggaran {Kepala SKPD) menyatakan dokumen-

dokumen yang ditampirkan sah dan lengkap. Dokumen yang dimaksud antarz lain;

a.

SPP-BT

b. Nomor Pekok wajib Pajak

C.

d.

yang

Skripsi

Surat Keterangan Otorisasi

Daftar rincian penggunaan anggaran belanja

Penunjukkan rekanan, disertai risalah pelelangan

SPK bagi penunjukkan rekanan yang tidak melalui pelelangan

Kontrik pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Tanda terima pembayaran, kwitanst, nota dan atau faktur yang disctujui Kepala
Unit Kerja Pengguna Anggaran

Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan

Berita acara penerimaan barang/pekerjaan

Faktur pajak

Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah
Akte notaries untuk pembelian barang tidak bergerak

Foto-foto yang menunjukan tingkat kemajuan pekerjaan

Surat angkutan

Konoscmen

Surat jaminan vang muka

Berita acara pembayaran

Surat bukti pendukung lainnya

Yang penting diperhatikan dari pelaksanaan APBD adalah kesesuaian antara biaya

dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan/proyek dengan anggaran belanja yang

-5 -
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tercatat di DASK. Pada prinsipnya anggaran/biaya dalam DASK adalah batas tertinggi
angparan yang dapat digunakan.
Sedangkan mengenai Perubahan APBD dapat tegjadi bila:
a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran anfar unit
organisasi, antar kegiatn dan antar jenis belanja; dan
¢. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD dibahas bersama
pemerintah daerah dengan DPRD dan selanjuinya dituangkan dalam Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran serta perubahan strategi dan prioritas APBD. Pengambilan
keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan DPRD paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan terakhir.

L. 6. 6. 4. Pengadaun Barang dan Jasa
Pengadaan barang duan jasa merupakan kegiatan pengguna anggaran yang
dominan dalain pelaksanaan anggaran. Perlu diketahui bahwa di dalam proses pengadaan
barang dan jasa, terdapat pihak-pihak yang terlibat, yakni:
s Penpguna barang/jasa
» Penyedia barang/jasa
e Panitia pengadaan barang/jasa
e Pejubat pengadaan barang/jasa
Menurut Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Persiapan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau

badan uszha yang kegiatan usahanya menyediakan menyediakan barang/layanan jasa.
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Sedangkan pengguna barang atau jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin
proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

Panitia pengadaan vang dimaksud dalam Kepres No. 80/2003 adalah tim yang
diangkat pengguna barang/fjasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
Sedangkan pejabat pengadaan adalah persone! vang diangkat pengguna barang/jasa untuk
melaksanakan pemiliban penyedia barang/jasa dengan nilai sampat dengan Rp.
50.000.000,90 (lima puluh juta rupiah). Pemilihan penvedia barang/jasa adalah usaha atau
kegiatan untuk menetapkan penvedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan;

Definisi barang dan jasa dalam Kepres No. 86 Tahun 2003 ini adalah:

. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan

baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, vang spesifikasinya

ditetapkan pengguna barang/jasa;

[

Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstrukst atau
wyjud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan
pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannyn diawasi pengguna
barang/jasa;

3. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai
bidang yang meliputi jasa perencanain konstruksi, jasa pengawasan
konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai
sasaran terientu yang keluarannya berbentuk peranti lunak yang disusun secara

sisternatis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan penggund jasa,
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4. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa sclain jasa

konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasok barang;

Dalam hal pengadaan barang dar jasa, pengguna anggaran harus mengacu pada
rerm of reference (ToR) yang telah disusun SKPD yang digunakan untuk menentukan
spesifikasi kebutuhan barang dan jasa. Spesifikast ini dijadikan indikator penilaian daiam
proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menentukan spesifikasi biasanya menggunakan

spesifikasi tenaga ahli atau ukuran (rafe) menurut Bappenas.

Berikut prinsip dalam hal pengadaan barang dan jasa berdasarkan Kepres No. 80

Tahun 2003 Pasal 3:
1. Lfisien, berarti pengadaan barang/jasa harus divsahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang terbalas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesual dengan kebutuhan yang
telah aitetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesual

dengan sasaran yang ditetapkan;

"

Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
jelas dan transparan;

4. Tranparan, berarti semua ketentuan dap informasi mengenal pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,

hasil cvaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi
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peserta penyedia barang/jasa yang berminat sert bagi masyarakat luas pada
gmumnya;

5. Adiltidak diskriminatif, berani memberikan perfakuan yang sama bagl semua
calon penyedia barang/iasa dan tidak mengarah untuk member: keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun:

6. Akuntabel, berartt harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bapi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Metode pelaksanaan pengadaan barangfjasa pemerintzh dilakukan dengan dua
cara: Pertama, secara swakelola dan, kedua, dengan menggunakan penyedia barang/jasa.
Untuk pengadaan barang dan jasa ini, penpguna barung/jasa, penyedia barang/jasa dan
para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barangf/jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertal rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan lercapainya tujuun pengadaan

barang/jasa;

S

Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan

barang/jasa;

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk
mencegah dan menghindart terjadinya persaingan tidak sehat;

4, Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan

sesual dengan kesepakatan para pihak;

o -55-
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5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
vang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
barang/jasa (conflict of interest),

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara dalam pengadaan barang/jasa; |

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan nepara;

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang

diketahw atau patut diduga berkartan dengan pengadaan barang/jasa.

L. 6. 7. MENCERMAT! LAPORAN KEUANGAN DAERAH?

Laporan kevanpan adalah bagian dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala
daerah, Pada dasarnya laporan keuangan adalah produk dari sistem akuntansi. Yang
dimaksud dengan sistem akuntansi yakni adanya bukti transaksi yang sah yang dicatat
dalam sebuzh jurna!, kemudian dimasukkan ke dalam buku besar dan buku besar
pembantu yang berisikan rincian dari bukti transaksi tersebut. Dari buku besar ini
kemudian disusun neraca percobaan. Dari neraca percobaan ini dibuatlah neraca dan
laporan keuangan lainnya. Sebagai catatan, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan
daerah tersebut, maka sistem akuntansi mesti menggunakan double entry.

Laporan keuangan daerah meliputi:

s Laporan realisasi APBD,

s Neraca,

® 1bid, hal. 64-65,
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e Laporan arus kas dan,

s Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan

perusahaan daerah

Dalam penyusunan laporan kewangan pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam UU No. 1 Tahun 2004, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir kepada gubernur/walikota/bupati.

Sementara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah selaku Bendahara
Umum Daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah. Sebagai catatan.
Gubernut/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Waktu yang disediakan untuk mienyusun laporan keuangan ini bagi pejabat
pengelola keuangan dacrah (gubemur/bupati/walikota) adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, Seielahnya, gubernur/bupati/walikota wajib menyampaikan laporan
keuangan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Setelah diperiksa, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, laporan
hasil pemeriksaan atas laporan keuanpan pemerintah daerah harus telah disampaikan olch
BPK kepada DPRD sclambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemenksaan int disampaikan pula
kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil
pemeriksaan tersebut terbuka nntuk umum.

Agar fujuan laporan keuangan daerah yakni sebagal media akuntabilitas

pemerintah dacrah dan informast yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
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keputusan sosial, politik, dan ekonomi, maka penyusunan laporan keuangan harus sesuai
dengan penyusunan standar akuntansi pemerintahan.
L 6. 8. KINERJA

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 'dengan wewenang dan tanggung jawab
dan wewenang m_asing-rr;asing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang
bersangkutan secara legal, tidak melangpar hukum dan sesuai dengan moral dan ctika.?!

Fremond E. Kast dan Rosenzweigh menyatakan bahwa kinerja menyangkut
sejaukmana hasil dapat dicapai.”® Kast dan Rosenzweigh menambahkan bahwa
“Effectiveness is concerned with the accomplishmeni of explicit or implicit goals. What Iy
the degree of accomplishment of objeciives in key result area? Kinerja yang menyangkut
efektivitas, yaitu sejauhmana tujuan yang dinyatakan dalam petunjuk hasil dapat dicapai
oleh suatu organisasi.

Definisi kinerja menurut Rue dan Bayers adalah “The degree of accomplishment”
atau tingkat pencapaian hasit.™ Sedangkan Kumorotomo mengemukakan beberapa 3
kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik, yaitu :

1. Efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi dalam
mendapaikan {aba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang
berasal dari rasionalitas ekonomis.

2. Efekiivitas, apakah tujuan dari didirikannya organisasi dapat tercapai? Hal ini erat

kaitannya dengan rasionalitas teknis dan nilai, misi, atau tujuan organisasi.

' Prawirosentono, 1999:2 dalam Widodo, Joko, GOOD GOVERNANCE telaah dari dimensi:

AKUNTABILITAS DAN KONTROL BIROKRASI Pada Era Desentralisusi dan Otonomi Daeruh.
Surabaya, Insan Cendikia, 2001, Bab 8, hal. 206.
22 Fremond E. Kast dan Rosenzweigh dalam Hendarto, Warsito Utomo dan Ag. Sudarno, Analisis Kiperja

Organisasi Pelayanan Publik (Studi Kasus PDAM Kotamadya Magelang), Sosiohumanika, 14 Januari
2001, hal. 141,

* Rue dan Bayers dalam /bid, hal. 141.
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3. Keadilan (equilty), mempertanyakan tentang distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi.
4. Daya tanggap (Responsiveness), organisasi harus merupakan bagian dari daya

tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat.”*

L. 7. DEFINIS1 KONSEP
Adapun konsep yang peneliti sajikan yaitu sebagai berikut ;

1. Evaluasi APBD adalah suatu proses vang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD dalam masa satu tahun anggaran
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Prioritas Daerah adalah sesuatu hal yang menjadi fokus perhatian daerah,
sehingga dacrah mendahulukan dan memberi porsi penanganan yang lebih besar
kepadanya daripada hal-hal lain yang tidak menjadi prioritas dacrah.

3. Anggaran adalah kebijakan pemerintah yang dijabarkan dalam bentuk angka-
angka, dengan jangka waktu tertentu dan dapat digunakan scbagai acuan dalam
melakukan tindakan organisastonal.

4. Anggaran Jendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintazhan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung

jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang

2 Kumorotomo dalam 7bid, hal. 142.
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bersangkutan secara legal, tidak mclanggar hukum dan sesuai dengan moral dan
etika.

6. Indikator kinerja adalah sesuatu alat yang digunakan sebagar dasar bagi penilaian
kinerja. Indikator kinerja dibedakan menjadi dua macam, yaiiu kinerja anggaran
dan kinerja pelayanan.

7. Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk
mengevaliuasi kinerja Kepala Daerah, khususnya dalam hal peagelolaan keuangan
di Unit Kerja RSUD Dr. Moh, Soewandhie Surabaya.

8. Kinerja Pelayanan adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh kepala daerah
untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali kepala daerah
selaku manajer eksekutif, khususnya dalam bidang pelayanan di RSUD Dr. Moh.
Soewandhie Surabaya.

$. Standar Analisa Belanja (SAB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya terhadap suatu kegiatan yang diimplementasikan menjadi Standar Biaya dan
Harga Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Unit Satuan Kerja adalah bagian darn organisasi pemerintah yang menjalankan
tugas berdasarkan instruksi dari Pemerintah Kota dan bertanggungjawab kepada
Pemerintah Kota pula. Unit Satuan Kerja disini dapat disebut juga sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

11. RSUD Dr. Mohamad Soewandhie merupakan lembaga teknis atau unit satuan
kerja pemerintah kota Surabaya yang mempunyai fungsi sebagai pelayan

masyarakat di bidang kesehatan.
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1. 8. METODE P"NELITIAN
1. 8. 1. TIPE PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian
yang sesuai adalah tipe penelitian kualitatif Deskriptif.

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.*

Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu
sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih dijangkau dalam ingatan
informan.

Sedangkan agar lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian, maka peneliti
menggunakan pendekatan Studi Kasus, atau penelitian Kasus (case study). Penelitian
Studi Kasus merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan
dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 1930).
Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga serta interaksi lingkungan dari
unit-unit sosial yang menjadi subyek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan
gambaran secara mendetail teatang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang
khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas
akan jadikan suatu hal yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian kasus merupakan generalisasi dari pola-pola kasus yang
tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Tergantung dari tujuannya,

ruang lingkup dari studi dapat mencangkup segmen atau bagian tertentu atau mencakup

% Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 54-55.
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keseluruhan siklus kehidupan dari individe, kelompok, dan sebagainya, baik dengan
penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu, ataupun meliputi keseluruhan faktor-
faktor dan fenomena-fenomena. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang

cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.*®

1. 8. 2. LOKASI PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Pemerintah Kota
Surabaya dengan memfokuskan pada salah satu lembaga Teknisnya yaitu Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya. Dipilihnya lokasi tersebut
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
1. RSUD Dr. Mochamad Soewandhie merupakan RSUD kelas C dengan surat
Mendagri Nomor : 061/3022/8J.
2. RSUD Dr. Mohamad Soewandhie merupakan Rumah Sakit yang pernah
menerapkan sistem pengelolaan keuangan Swadana.
3. RSUD Dr. Moh. Soewandhie merupakan salah satu lembaga Teknis yang ditunjuk
oleh Pernkot Surabaya untuk menjalankan prioritas APBD Surabaya tahun 2005
dibidang kesehatan.

4. Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti

% Ibid, hai. 57-58.
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L. 8. 3. TEKNIX PENENTUAN INFORMAN

Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan teknik purposive
sampling, ertinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terientu.”’
Dimana informan-informan tersebut dianggap mampu memberikan informasi secara
lengkap dan jelas sebagai tujuan mencari jawaban alas permasalahan penelitian dapat
tercapal.

Adapun dalam jumlah informan yang dipilih, peneliti mendasarkan pada prinsip
kecukupan informasi, mencari informan kunci terlebih dahulu yaitu orang yang benar-
benar menguasai informasi yang diperlukan peneliti, bila informasi dari informan yang
dipilih ternyata masih kurang maka dicari lagi informasi yang masih diperlukan begitu
seterusnya dan jika penambahan informan hanya akan diperoleh informasi vang sama
berarti jumlah informan sudah eukup. Sesuai dengan pendapat Egon G. Guba bahwa ;

. bila pemilihan informast jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai
permasalahan secara menyeluruh dengan segala aspeknya mungkin akan menjadi hal
yang sia-sta saja melacak informasi berikutnya karera tidak ditemukan lagi informasi
baru yang berbeda yang telah dinyatakan eleh informan sebelumnya.”

Adapun informan kunei dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bappeho (Badan Perencanaan Kota) Surabaya, yang diwakili oleh Bapak

Novi, Kasubbtd. Penyusunan, Rencana, Regulasi, dan Data; Bpk. Indra, stat Bpk

Novi; Mbak Yuni, staf Bid. Perencanaan, Bappeko Surabaya

2. Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya, yang diwakili olch Bapék Yos,

staf Bidang Tata Usaha

¥ Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, Merode Penelitian Survai. jakarta, Ed. Revisi, LP3ES, 1995,
hal. 155.

* Neeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Y ogjakarta, Ed. ke-4, Rake Sarasin, 2000, hal. 167.
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya, yang diwakili oleh Bapak
Abdul Manaf, Ketua Pemegang Kas; Bapak Halid, Kepala Subbid Kas; Bapak
RBambang Prijono . Kepala Sub Bidang Umum; Bapak Didik Kabid Anggaran

4. Kepala RSUD Dr. Socwandhiec Surabaya. yang diwakili oleh Bapak Agus
Suprijanto, Kabag. Tata Usaba, Ibu Ninik Kasubbag. Umum; lbu Indriati,
Kasubbid Penelitian dan Rekam Medik; Bapak Sabd. Sutrisno, Ketua Pemegang
Kas.

5. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, yang diwakili oleh
Bapak Imam Budi sclaku Kasubbag., Protokol dan Pengendalian Sistem
Keamanan DPRD Surabaya; Bapak Danang sclaku Kasubbag. Pcngclolaap Data,
Informasi dan Penjaringan Aspirasi Masvarakat

6. Kepa'la Badan Pengawas Kota Surabaya. yang diwakili oleh Bapak A. R, Umam

selaku Kepala Bagian Tata Usaha

7. Bapak Edi, Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) Propinsi

L. 8. 4. JENIS DAN SUMBER DATA

Guna memudahkan dalam pencarian data, maka peneliti membagi jenis data
penclitian menjedt 2 macam, vaitu Data Primer dan Data Sckunder. Adapun penjabaran
dari kedua jenis data tersebut, vaitu:

Data Primer adalah data yang diperoleh dart Unit Kerja RSUD Dr. Mohamad
Seoewandhie, berupa;

L. Visi dan Misi, perencanaan strategis, tujuan. sasaran, program, dan kegiatan, serta
indikator dan standar kinetja unit kerja. Data-data tersebut terdapat di Renstra unit
kerja tahun 2005

2. Sejarah berdirinya RSUD Dr. Mohamad Socewandhie
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3. Struktur Organisasi sebelumn dan sesudah kelvarnya Perda No. 15 Tatun 2005
tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya

4. Usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja berdasarkan prinsip-prinsip
anggaran kinerja yang diajukan kepada tim anggaran eksekutif untuk dimasukkan
dalam rancangan APBD, terdapat dalam RASK tahun 2005,

5. Usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja yang telah disetujui oleh DPRD
terdapal dalam DASK tahun 2005

6. Penunjukkan Pemegang Kas oleh Kepala Rumah Sakit dalam SK Kepala RS

7. Pengukuran kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Data-data
tersebut terdapat dalam Lakip unit kerja tahun 2005.

8. Perubahan rencana anggaran iahun 2005 yang meliputi nilai nominal, serta jumiah
dan atau jenis kegiatan, terdapat dalam PAK wnit kerja tahun 2003.

9. Rincian penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan diterima oleh
pengguna anggaran (unit kerja) techimpun dalam Laporan Keuangan penggunaan
anggaran tahun 2005

10. Rincian penjabaran perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran terdapat pada
Rekapitulasi Realisasi APBD RSUD Dr. Soewandhie Tahun 2005

11. Data mengenai penerbitan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan
dengan itu yang ditetapkan cleh Kepala Daerah untuk pengeluaran kas atas beban
APBD

12. Data permintaan kas oleh unit kerja kepada bendshara umum daerah, dapat
diketahui melalui SPP APBD tahun 2005

13. Data pengpunaan anggaran oleh unit kerja yang telah disetujui oleh Pemerintah

Kota dalam hal Badan Pengelola Keuangan terangkum dalam SPM APBD tahun

2005
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14. Penggunaan anggaran oleh pelaksana kegiatan (unit kerja) dapat diketahui melalui

SPJ per kegiatan dalam program kerja tahun 2005.

Data Sekunder adalah data yang sumber datanya diperoleh diluar Unit Satuan
Kerja RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Data-data tersebut adalah;

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kotz (BAPPEKO) Surabaya berupa;

a. Visi, misi, dan tupoksi. perencanaan strategik, tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan daerah, serta indikator dan standar kinerja Pemkot
Surabaya. Data-data tersebut dapat diperoleh di Rensirada kota Surabaya 2002-
2005.

b. Data-data tentang penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar arah kebijakan
umum penyusunan APBD terdapat dalam dokumen hasil UDKD dan Rakorbang.

c. Arah dan kebijakan umum APBD 2005 terdapat dalam nota kesepakatan antara
Pemkot dengan DPRD.

d. Strategi dan prioritas APBD fahun 2005 terdapat dalam nota kesepakatan tahun
2005.

e. APBD tahun 2005 dan penjabarannya terdapat dalam Kkeputusan W.aiikota
Surabaya

f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor § tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran
2005. Sedangkan Penjabarannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun

2005 tentang Penjabaran Perubahan APBI) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003.
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2. Badan Pengelolaan Kenangan Kota Surabaya, berupa;

a) Pengeluaran kas atas beban APBD yang bersumber pada SKQO program dan
kegiatan APBD tahun anggaran 2005 unit kerja RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie.

b) Pelaksanaan alokasi anggaran oleh bendahara umum daerah kepada unit kerja
berupa SPM APBD iahun anggaran 2005 unit keja RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie.

¢) Nota Perhitungan APBD tahun 2004 untuk membandingkan apa saja perubahan
yang terjadi dalam APBD tahun 2005.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, antara lain;

a) Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Surabaya dalam rangka pembahasan APBD
tahun 2005

b) Peraturun Tata Tertib DPRD Kota Surabaya dalam Surat Keputusan DPRD Kota
Surabaya No. 54 Tahen 2004

4. Bagian Bina Program Pemeriniah Kota Surabaya, yaitu;

a) Peraturan mengenai Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah yang
dijabarkan dalain Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2006

5. Badan Pengawas Kota Surabaya, yakni;

a) Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Lakip

b) Tupoksi Bawasko dalam Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006
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1. 8. 5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan data atau
informasi dengan menggunakan teknik pengumpulian data sebagai berikut

1. Teknik Dokumenter, yaitu memanfaatkan dan mencari data atau informasi dari
berbagai media informasi dan literatur yang dikaitkan dengan permasalahan yang
ditelin. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dalam banyak hal dokumen dapat berfungsi sebagal sumber data yang
dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan. bahkan untuk meramalkan,
Adapun dotumen vang digunakan oleh peneliti lebih banyak pada dokumen
normatif yang berupa peraturan atau standar aturan vang dijadikan pedoman
dalam bekerja.

2. Teknik Wawancara, yaitu terkait pengumpulan data dengan melakukan tanya
Jawab langsung dengam subyek d1 lapangan. Pedoman dalam wawancara ini
mengacu pada Jenis dan Sumber Data, dan pada pertanyaan yang tertera dalam
analisis data, dengan maksud agar penelitian lebih terarah pada tujuan. Dimana
tyuan dari wawancara ini adalah untuk  memperoleh penjelasan  tentang
pelaksanaan teknis dari peraturan yang digunakan.

3. Teknik Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan untak
memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara serta hasil dokumentasi data. Perlu
diketahui bahwa obeservasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan,
dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses keria yang dilakukan oleh

obyek penelitian.

-68 -
Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



B PR PR K5/ NI iya dengan Pendekatan Kinerja

I 8. 6. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA
1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Keajegan Pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi
dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsta;n atau
tentatif. Mencari suatu usaha membatasi Serbagai pengaruh. Mencari apa yang
dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.
2. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagal pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalut  sumber {ainnya. Denzin {1978}
membedakan empat macam triangulasi sebagal teknik pemeriksaan yang
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Sedangkan
dalam penelitian kami, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa apa
yang disampaikan oleh sumber (informan} sesuai dengan teori (dalam hal ini
peraturan yang berlaku) dan data yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga
melakukan cross cek antara satu sumber dengan sumber vang lain yang masih
memiliki hubungan secara teori.
3. Auditing
Auditing adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal vyang
dimanfzatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal it
dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran,
Penelusuran audit {audit trail) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak

dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil
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studi. Pencatatan pelaksanaan itu perlu dikiasifikasikan terlebih dahulu sebelum

auditing itu dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada auditing fiskal.*’

[. 8. 7. TEKNIK ANALISIS DATA

Proses analisis dilakukan dengan teknik interactive model, yaitu dengan
melakukan analisis data dalam sebuah proses yang berlangsung terus menerus mulai dari
tahap pengumpulan data sampai pada penulisan hasil penelitian, Menurut Miles dan
Huberman, tahap analisis data kuatitatif terdiri dari =*°

Reduks® Data. Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakkan, dan transparansi data ‘kasar” yang muncul darn catatan-catatan tertulis di
lapangan., Reduksi data merupakan suatu bentuk  analisis  yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yvang tidak perlu, dan mengorganisasikan data
dengan cara demikian rupa schinggz kestmpulan-kesimpulan  dapat  ditarik  dan
diverifikast.

Penyajian Data. Merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara
terpadu dan mudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindakan.

Menarik Kesimpulan. Adalah tahapan dimana seorang peneliti harus mampu
menarik kesimpulan atau verifikasi, dari berbagai temuan data yang telah diperoleh
selama penelitian berlangsung.

Analisis selama pengumpulan data, memberikan kesempatan peneliti untuk
memikirkan data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data yang
seringkali kualitasnya lebih baik, sehingga membuat analisis sebagai upaya yang

berlanjut, berulang, dan terus menerus.

iz Moleong, Lexy 1., Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 329-339.
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitarif, Jakarta, Ul Press, 1992, hal. 15-21.
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Tujuan penelitian ini adalah Pertama. Memberikan gambaran proses penyusunan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya berdasarkan pendekatan
kinerja. Kedua, Mengetahui sampai sejauhmana komitmen Pemerintah Kota Surabaya
dalam meningkatkan pelayapan publik di bidang keschatan, melalui RSUD Dr.
Soewandhie Surabaya. Maka, analisis data dan penelitian ini meliputi ;

i. Evaluasi terhadap APRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005, apakah telah
disusun sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Pada tahap ini dilakukan
pemeriksaan atas pelaksanaan penyusunan APBI dengan meng-cross check—kan
pernyataan subyck pelaksana dari SKPD Pemkot Surabays dengan dokumen-
dokumen penyusunan APBD. Analisis data pada tahap ini didasarkan dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ;

a. Apakah penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD telah memenuhi
kriteria-kriteria berikut;

1) Sesuai dengan Renstrada (Rencana Straiegis Daerah) dan dokumen

perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh daerah

2) Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan

kondisi dan kemampuan daerah

3} Disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk

Nota Kusepakatan

b. Apakah penyusunan Strategi dan Prioritas (SP) APBD telah berdasarkan pada
Arah dan Kebijakun Umum APBD. dan disepakati bersama oleh DPRD dan
Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Nota Kesepakatan

c. Bagaimana proses penyusunan AKU dan SP serta APBD yang terjadi antara

Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD
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d. Apakah struktyr APBD merupakan satu kesatuan yang terdiei dari Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah. dan Pembiayaan

e. Apakah AKU dan SP APBD telah digunakan sebagai pedoman perangkat Daerah
dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran unit kerja

f.  Apakah program, kegiatan, dan anggaran yang terdapat dalam DASK mendukung
visi, misi, lupoksi dan sasaran unit kerja

g. Apakah DASK telah ditetapkan dengan SK (surat keputusan) Kepala Dacrah

h. Apakah program dan kegiatan serta jumlah anggaran yang ada dalam APBD
sesuai dengan DASK unit Kerja

i.  Apakah Rancangan APBD scbeium dibahas dengan DPRD telah melalui Audit
dar1 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

j-  Apakah APBD telah ditetapkan dengan Perda

k. Apakah Pcrubahan APBL telah ditctapkan dengan Perda

l.  Apakah Penjabaran APBD telah ditetapkan dengan Perda

m. Apakah sudah terdapal ketetapan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah serta sistem dan prosedur akuntanst sebagal dasar pelaksanaan penyusunan
dan pelaksanaan APBD.

2. Mengevaluasi apakah Penatausahaan Keuvangan dacrah tahun 2005 telah
dilaksanakan secara tertib dan teratur sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan
APBD tahun 2005. Tahap ini dilakukan dengan meneclaah pelaksanaan
pengeluaran dan pelaporan penggunaan kas atas beban APBD tahun 2005, yang
meliputi;

a) Bagaimana kedudukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang menandatangant
SKO, SPP, SPM, cek dan pengesahan SPJ serta pemegang kas unit kerja yang

teiah ditelapkan dengan SK Kepala Daerah

Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin_NZghﬁuddin



ﬁ% F—?-r%u!sé 53??3 ?i?ffi}?g@i%?ﬁggaya dengan Pendekatan Kinerju

b) Apakah pejabat-pejabat tersebut diatas dalam menjalankan fungsinya telah
sesuai dengan pedoman yang diberikan Kepmendagri no. 29 tahun 2002

¢) Apakah pengeluaran kas atas beban APBD telah sesuai dengan DASK yang
telah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah |

d) Apakah proses alokasi dana dari kas daérah telah sesuai dengan pedoman yang
diberikan oleh Kepmendagri no. 29 tahun 2002

(Gambar 1. 5)
Flow of Documents, Alokasi Dana dari Kas Daerah atas beban APBD

berdasarkan Kepmendagri no. 29 tahun 2002

0] I ET ey
SPM H}

| spI

o

e) Apakah sistem akuntanst yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,
penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan
anggaran dalam rangka pclaksanaan APBD, sudah dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umuim

f) Apakah ada Standar Harpga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah

2) /Apakah SPJ sebagal pelaporan atas realisasi SPP telah disertai dengan bukti-
buktl yang sah dan disampaikan kepada Kepala Dacrah paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya
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h) Apakah penunjukkan Pemegang Kas unit kerja telab menggunakan SK Kepala
Daerah dan SK Kepala Unit Kerja

i) Apakah pemegang kas unit kerja merupakan pejabat non struktural/ fungsional
dan tidak merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya

i) Apakah pemepang kas unit kera dalam menjalgnkan tugasnya sekurang-
kurangnya dibantu oleh scorang kasit, seorang penyimpan uang, seorang
pencatat pembukuan, dan seorang pembuat dokumen pengeluaran dan
nencrimaan  uang, yang merupakan bagian  yang terpisahkan sebaga
perwujudan darr sistem pengawasan internal (SPI)

k) Apakah pemegang kas unit kerja telah membuar ringkasan transaksi kas
sebagat bukti pengeluaran kas vang dilakukannya

1) Apabila terjadi perubahan program, kegiatan, dan anggaran unit kerja, maka
urutan tersebut apakah telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran
Satuan Kerja dan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran
berakhir

Analisa data untuk menilal pelaporan, pengawasan, dan pengendalian pélaksanaan

APBD, melipuii;

a) Apakah telah ada keputusan Kepala Daerah tentang mekanisme dan prosedur
pelaporan bulanan yang disampaikan oleh kepala unit kerja (Pengguna
Anggaran) kepada Kepala Dacral sebagai pertanggungjawaban atas énggaran
vang dialokasikan pada umt kerja yang dipimpinnya

b) Apakah pelaporan bulanan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang relevan

¢) Apakah Pemerintah Kota menyampaikan Laporan Triwulan sebagai

pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD
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d) Apakabh laporan triwulanan tersebut sesuai dengan data-data pelaksanaan yang
berasal dari penggunaan anggaran {(unit kerja) dan bendahara umum daérah

¢) Apakah LKPJ (Laperan Keterangan Pertanggungjawaban) Pemerintah Kota
Surabaya sebelum dibahas DPRD telah melalui Audit dari BPK

f) Apukah LKPJ keuangan daerah yaﬁg disusun oleh Kepala Daerah setelah
tahun anggaran berakhir telah dimintakan persetuj.uan DPRD dan
disosialisasikan kepada masyarakat

g) Apakah LKPJ tersebut didukung oleh bukti-bukti dan data yang relevan dan
pelaksanaan APBD serta dibandingkan dengan dokumen perencanaan APBD
sebagai dasar pelaksanaan angparan

h) Apakah LKPJ] tersebut terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota
perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah

i} Apakah DPRD telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD untuk
menjamin pencapatan sasaran yang telah ditetapkan

J) Apakah Kepala Daerah telah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan
pengawasan internal, untuk menjamin efisiens: dan efektifitas pengelolaan

kevangan daerah
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PENYAJAN DATA

Ii. 1. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Dr. Mohamad Soewandhie sebelumnya bermama Rumah
Sakit Tambakrejo vang berdiri sejak tahun 1998 dengan Surat ljin Kepala Dinas
Keschatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Timur Nomor
188.4/4094/115.4/1998, Baru tanggal 8 Aprii 2002 dengan Perda nomor 2 Tahun
2002 ditetapkan sebagai Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokler Mohamad
Soewandhie.

Nama Mohamad Soewandhie diambil dari nama Direktur Pertama Rumah
Sakit Umum Tusat Republik Indonesia di Surabaya. Rumah sakit ini adalah rumah
sakit milik Pemeriniah Kota Surabaya.

Saat ini dengan keluarmnya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, maka otomalis terjadl perubahan

nama lagi menjadi Rumah Sakit Umurmn Daergh Dokter Mohamad Soewandhie.

II. 1. 1. Visi, Misi, dan Metto
Untuk mencapat tujuan organisasi maka ditetapkan Visi Rumah Sakit
adalah “RUMAH SAKIT YANG TERKEMUKA DALAM PELAYANAN

KESEHATAN MENUJU SURABAYA YANG CERDAS DAN PEDULI”

Untuk mencapai Visi organisasi maka ditetapkan Misi sebagai pedoman

kinerja organisasi, yang ditetapkan sebagai berikut ;
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. Memberikan pelayanan keschatan yang paripurna terutama pada upaya
promotif dan kuratif, bermutu prima kepada selurub lapisan masyarakat di
Kota Surabaya.

2. Membentuk sumber daya manusia yang professional, pembelajur, produkiit,
dan berkomitmen tinggi.

3. Menjadikan organisasi rumah sakit yang kuat, mandiri, mampu bersaing,
efekiif dan efisien.

4, Menjalankan penelitian dan perigembangan dalam upaya meningkatkan mutu
rumah sakit

Rumah Sakit Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya selalu mengupayakan
pelayanan yang bermutu kepada seluruh elemen masyarakat dengan titik berat
pada masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, melalui upaya pelayanan
keschatan yang prometif dan kuaratif inilah, maka munculiah Motto “KAMI ADA

UNTUK ANDA MELAYANI SEPENUH HATI”

IL 1. 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr, Mohamad Soewandhie
Berdasarkan Peraturan Waltkota Surabaya Nomor 72 Tahun 2003 tentang
Penjaburan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Socwandhie Kota Surabaya, Bab 1I Tugas dan Fungsi Rumah Sakit bagian
Pertama pasal 2 dan 3, dijelaskan bahwa Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie adalah sebagai berikut :
Pasal 2
Rumah Sakit UJmum Daerah Dokter Mohamad Soewandhic mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan Dacrah di bidang pengelolaan Rumah Sakit

A L
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Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie serta melaksanakan tugas
pembartuan vang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Peratwran Walikota ini, Rumah Sakilt Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum

Daerah D:oklcr Mohamad Socwandhie ;

b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
¢. pembinaan terhadap vmt pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah ;
d. penge‘olaan.keta{ausahaan Rumah Sakit Umum Daegrah;
e. pelaksanzan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dacrah sesuai

dengan tugas dan fungsinva.

IL 1. 3. Susunan Organisasi
Struktur organtsasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad
Soewandhie berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 tentang Qrganisasi
Lembaga Teknis Kota Surabaya, dijabarkan sebagai berikut :
Kepala RSUD Dr. M. Scewandhie dibaniu oleh Kepala Tata Usaha dan 3
(tiga) Kepala Bidang yaitu, Bidang Pelayanan, Bidang Sarana dan Prasarana, dan
Bidang Pengembangan dan Informasi. Secara strukiural bagan organisasi RSUD

Dr. M. Soewandhie dapat dilihat pada tabel ini ;
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Gambar IL 1.
Susunan Organisasi RSUD Dr. Moh. Soewandhie yang Baru

RUMAH SAKIT UMEDM DAERAH
DOKTER MOHAMAD
SOFEWANDHIE

RAGIAN
TATA USAHA
I 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN
-
1 BIDANG BIDaNG BIDANG
JABATAN PELAYANAN 1 SARANA DAN —  PENGPMBANGAN
FUNGSIONAL e DR 6 R ali DAN
TERTENTU INFORMAS!
SUB BIIANG
PEELAYANAN MEDIS SUB BIDANG SUB BIDANG
AN SARANA DAN PENELITIAN
KEPERAWATAN PRASARANA DAN
MEDIK REKAM MEDIK
SUB BIDANG
PELAYANAN SUB BIDANG SUB BIDANG
PENUNJANG SARANA DAN PENYULUHAN
MIEDIK PRASARANA NON DAN
MEDI¥. PIIMASARAN
L

| UPT RSUD h

Selain i, agar lebih mudah dalam memahami perubahan vang terjadi di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie, maka peneliti juga
menunjukkan Struktur Organisasi sebelum terjadinya perubahan berdasarkan
Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr.

Mohamad Soewandhic, pada tabel dibawah ini;

L
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Gambar I1. 2.
Susunan Organisasi RSUD Dr. Moh. Socwandhie yang Lama
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IL. 1. 4. Tujuan dan Sasaran
IL 1. 4. 1. Tujuan

Tercapainya peningkatan fungsi manajemen Rumah Sakit guna mewujudkan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berkualitas dan profesional
I1. 1. 4. 2. Sasaran

1, Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Standar mutu pelayanan di Rumah Sakit

a. BOR (Pemakian Tempat Tidur) 80%

b. TOI (furn Over Irtervali atau kekosonpan Tempat Tidur 3 hari

c. Averuge Length of Stay (ALOS), rala-rata lamanya penderita dirawat 5 hari

d. Bed Turn Over Rate (BTO), frekuensi penggunaan per tempat tidur selama 1

tahwn, 39 kali per TT

¢. Angka kematian di Rumah Sakit

< Standar MMR (Maternal Mortality Rate) <1%
< Standar IMR (infant Mortality Rate) BBLR <2%
s Standzr NDR (Net Death Rate) < 2%
+ Standar GDR (Gross Death Rate) <T7%
<& Angka kematian Anesthesi <2 org/10.000

f. Meningkatnya kunjungan penderita rawat ;alan
g. Meningkatnya jenis pelayanan kesehatan,
2. Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen Rumah Sakit
a. Tersusunnya perencanaan yang baik dan berkesinambungan dengan
memperhatikan faktor internal dan eksternal
b. Komite Medik yang berfungsi

¢. Tersusunnya prosedur standar operasional

1-
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d. Tersusunnya standar pelayanan minimal Rumah Sakit
e. Tersusunnya standar pelayanan medis
f. Tersusunnya formularium dan standar terapi
¢. Meningkatnya kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan
3. Terwujudnya kerjasamu dengan institusi kesehatan lain, institusi pendidikan
kesehatan, LSM, dan perusahaan di bidang kesehatan
a. Memperbaharui kerjasama dengan Universitas Airlangga (Fak. Kedokteran,
Fak. Kedokteran Gigi, Fak. Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu
Keperawatan)
b. Memperbaharui kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan yang lain
{Akademi Kebidanan, Akademi Kepcrawatan)
c. Mewujudkan Kerjasama dengan institusi kesehatan lain, LSM, dan perusahaan
di bidang kesehatan
d. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dalam pelayanan asuransi
kesehatan
4. Terwujudnya Rumah Sakit yang berpenampilan fisik vang baik dengan peralatan

medis yang lengkap dan canggih

~R2
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H. 2. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN
1. 2. L. Pra Penyusunan APBD Koty Surabaya Tahun Anggaran 2005
1L. 2. 1. 1. Pra Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum, dan Strategi dan Prioritas
1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Surabaya
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 tentang

Peraturan Tata Teriib IDPRD Kota Surabaya, BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD
Pasal 6% menycebutkan bahwa .
Masa Persidangan

I. Tahup Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januan dan berakhir pada

tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan

b2

Masa Persidangan meliputi masa sidang dan jmasa reses

1ad

Reses dilaksanakan 3 {tiga) kah dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu

kali reses

4. Reses dipergpunakan  untuk mengunjungi  daerah  pemilihan  anggota yang
bersangkutan dan menyverap aspirasi masyarakat

5. Setiap pelaksunaan tugas reses schagaimana dimaksud pada avat (4) anggota
DPRIY baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas
pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRID dalam Rapat
Paripurna

6. Kegratan dan tadual acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah

Menurut pevaturan di atas pada pasal 3 sampai 5 tertera, bahwasannya anggota
DPRD diberikan kesempatan unwik meiakukan reses agar mereka dapat menyerap

aspirasi masyarakat. Tindakan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung (akuf)
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kemudian akan disebut sebagai Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat),
dimana kegiatan tersebut dimaksudkan agar DPRD mempunyai bahan pertimbangan
dalam penyusunan AKU (Arah dan Kebijakan Umum) Kota Surabaya, kemudian dari
AKU tersebut digunakan sebagai masukkan dalam penyusunan Strategi dan Prioritas (SP)
APBD Kola Surabaya. Dalam hal ini peneliu mt;.mbatasi penelitianaya hanya pada AKU

dan SP APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya Tahun 2005.

Jaring Asmara

Sedangkan Jaring Asmara Tahun 2004 belum sempat dilaksanakan, mengingat
peraturan teknis yang mengatur masalah tersebut belum ada. Reses oleh DPlRD Kota
Surabaya baru disclenggarakan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 26
September sempai 1 Oktober 2005 dan kedua pada tanggal 26 sampai 2 Mer 2006.

Dasar hukum dari Jaring Asmara yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota
Surabaya pada tahun 2005 dan 2006 di atas adalah dari hasil Keputusan Panitia
Musyawarah DPRD Kota Surabaya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada
sebagian dari anggota dewan yang melakukan Jaring Asmara diluar dari tanggal yang
telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Oleh karena itu, khusus untuk masalah Jaring Asmara Tahun 2004 dilakvkan
DPRD dalam bentuk pasif berupa menunggu Laporan dari Masyarakat dan dengan
mengamati perkembangan kota Surabaya melalul media massa, khususnya media cetak
yang telah disiapkan oleh sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Menurut Bapak Imam Budi, selaku staf Sekretariat DPRD Kota Surabaya, hal itu
akibat dari belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Bahkan sampai tulisan ini
dibuat, peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan teknis Penjaringan

Aspirasi Masyarakat pun belum ada. Jadi, DPRD membuat alternatif peraturan (sistem)

L] s‘ L
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sendiri. Namun, perlu diketahui juga bahwa sistemn yang diterapkan oleh DPRD tersebut
tetap harus memiliki hubungan erat dengan mitra kerjanya yaitu Pemerintah Kota
Surabaya. Misalnya dalam penentuan biaya belanja, disini DPRD harus mengikuti
ketentuan Stendar Harga yang telah ditctapkan ofeh Badan Bina Program Pemkot

Surabaya, atau biasa disebut dengan SHSD (Slaﬁda.r Harga Satuan Daerah).

Media Jaring Asmara

Media vyang digunakan oleh anggota DPRD untuk menampung aspirasi

masyarakat kota Surabaya ada beberapa macam, antara ltain;
#» laring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat),

Jaring Asmara merupakan bentuk sikap proaktif dam anggota dewan,
mercka mendatangi langsung magyarakat yang berada di daerah pemilihannya
untuk mendengarkan segala macam keluhan dan harapan dari &konstifuennya
tersebut. Berdasarkan aturan yang ada, kegiatan jaring aspirasi masyarakat jtu
harus dilaksanakan pada masa reses. Namun ada jupa anggota dewan yang
melakukan jaring asmara diluar masa reses.

Selain itu, adakalanya anggota DPRD itu melakukan Sidak (Inspeksi
Mendadak) ke Instansi-instansi Pemerintah, untuk mengetzhul secara langsung
bapaimana suatu institusi pemerintah itu bekerja,

Laporan Masyarakat,

Disint anggola DPRD bersifat pasif, yaitu dengan menerima masukkan dari
masyarakat baitk melalui surat (tertulis), ataupun dengan datang langsung ke
gedung dewan tersebut (hearing).

~ Media Cetak,

T
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Adakalanya anggota DPRD mendapat masukkan tentang 'perkembangan kota

Surabaya melalui media massa, khususnya media cetak. Sebab, sekretariatan

DPRD membantu dengan mengkliping berita yang berhubungan dengan surabaya

dart bebe' 1pa media cetak yang kemudian disampaikan ke masing-masing komisi.

Ada komisi A yang mengurusi bidang Pemerintahan, diketuar oleh Retna Wangsa

Bawana, M. Div; komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan, diketuai oleh

Drs. H. Al Ja’cub; komisi C bidang Pembangunan, diketuat oleh Ir. H. Armuji,

Arch.; komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat, diketuai oleh Ahmad Jabir, ST,

MT.

2. Peran Bappeke (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya

Sebelum ditetapkannya Perda Nomor 15 Tahun 2005, Bappeko dulu bernama
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Keta Surabaya, dimana peran
Bappeda pada waktu itu tahun 2004 sangat berpengaruh dalam menyusun perencanaan
daerah kota Surabaya dalam satu tahun ke depan.

Sadar akan tugasnya selaku perencana daerah, maka Bappeda melakukan
Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada tahun 2004 guna sebagai bahan pertimbangan
Pemerintah Kota dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum, untuk kemudian dari
AKU yang telah ditetapkan maka Strategi dan Prioritas Anggaran Tahun 2005 pun dapat
ditetapkan. Selain dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat, penyusunan AKU juga harus
berdasarkan Renstrada (Rencana Strategis Daerah) Kota Surabaya Tahun 2002-2005.
Dimana yang digunakan sebagai dasar adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002
tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surabaya Tahun 2002-2005 yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 8§ Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surabaya

Tahun 2002-2005.

T
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Adapun hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat tersebut adalah seperti dibawah
imi ; (peneliti sengaja hanya menampilkan hasil di bidang pelayanan kesehatan dan
kesehatan saja, karena menyesuaikan dengan fokus penelitian yaitu pada RSUD Dr. M.
Soewandhie)

Pelayanan Kesehatan

Sebagai salah satu faktor yang berperan dalam memberikan kontribusi terhadap
pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup juga
merupakan salah satu indikator yang eukup penting dalam memberikan gambaran tentang
kinerja Pemerintah Kota dalam ha! pelayanan kesehatan. Berbagai strategi di bidang
keschatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mencapat target
indikator-indikator kesehatan vang ditetapkan dalam dokumen Renstra, seperti angka
kematian bayi, persentase balita dengan status gizi buruk dan angka kematian ibu
melahirkan.

Terkait dengan upaya pencapatan target darl indiktaor-indikator kesehatan
tersebut, telah dilakukan suatu pemjaringan aspirasi guna mengetahul sejauhmana
perspekiif masyarakat terhadap pelayanan kesehatan selama ini, dan proses penjaringan
aspirasi ini melibatkan 2 (dua) variabel, vaitu :

1. Penilaian masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan, yang menggambarkan
sejauhmana tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada beberapa pasien
dengan berbagai tingkatan usia

2. Penilaian masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, yang
menggambarkan sejauhmana kondisi dan ketersediaan dari sarana prasarana
pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini.

Kestmpulannya adalah perspektif masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan bahwa kinerja

- §7 -
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Pemkot dalam penyediaan jasa layanan keschatan uncuk berbagai tingkatan usia, relatif
meemuaskan. Akan tetapi. hal tersebut masih belum ditkuti dan didukung oleh kondisi
dari faktor-faklor pendukung layanan kesehatan yang ada pada saat ini seperti, pemberian
penyuluhan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, pemberian suplemen gizi dan makanan
pendamping ASI, pelayanan gawat darurat dan laboratorium, penanganan wabah penyakit
merular, pemantauan pertumbuhan balita serta penyediaan jaminan pembiayaan
kesehatan utamanya bagi keluarga miskin, yang relatif belum terlaksana dengan baik.
Meskipun kondisi dari faktor-fakior pendukung ‘ayanan kesehatan tersebut tidak
memberikan pengaruh dan dampak terhadap kualitas penyediaan jasa layanan kesehatan
untuk berbagai golongan umur. akan tetapi variabel tersebut diduga mampu memberikan
pengaruh cukup signifikan terhadap indikator-indikator kesehatan masyarakat seperti
discbutkan di utas.
Kesehatan

Terdapat 12 (duabelas) jenis usulan {aspirasi) masyarakat vang terkait langsung
dengan penyelenggaraan layanan dibidang keschatan, Dan beberapa usulan tersebut
secara umnm meliputi beberapa hal yang memiliki katan dengan pemenuhan kebutuban
akan (1) biaya berobat yang dirasakan relatif masih tinggi, (2) laboratorium, (3) gizi
buruk, (4) pembinaan BKB, (5) penyuluhan pola hidup sehat, (6) sanitasi lingkungan, (7)
HIV/AIDS, (8) penyakit menular, (9) mobil ambulance, (10) sarana posyandu, {(11)
rehabtlitasi puskesmas, dan (12) MCK Umum.

Beberapa persoalan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan bidang
kesehatan ini, adalah :

4 Kader Posyandu kurang termotivasi untuk terus melaksanakan kegiatan Posyandu

% Kader Posyandu kurang mendapatkan ketrampilan/pengetahuan  mengenai

perkembangan pelayanan kesehatan
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% Jumlah Kader Posyandu yang ada saat ini belum memadai

% Sarana prasarana penunjang kegiatan Posyandu masih kurang memadai/belum
mencukupl

< Kegiatan Posyandu kurang/belum dapat memenuhi harapan pengunjung Posyandu
karena kegiatannya berjalan monoton dan kurang variatif

< Masth ada masyarakat yang tidak dalang/memanfaatkan Posyandu

Hasil jawaban dart 12 (duabelas) pertanyaan kuisioner yang diajukan oleh
Bappeda, ham»ir secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelayanan keschatan di Kota
Surabaya masih kurang,

Perlu juga diketahui bahwa alasan mengapa Bappeda (Bappeko) pada waktu 1tu
melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, adalah karena Bappeda tidak puas dengan
hasil Rakorbang dan UDKP. Dimana hasil dari keduanya, dianggap tidak mewakili
kepentingan masyarakat, mengingat saat itu budaya sentralistik warisan Orde Baru masih
kental dikalangan pejabat Pemerintah Kota, Bahkan ada indikasi, hasil dari Rakorbang
dan UDKP tersebut merupakan “pesanan” dari pejabat diatasnya. Selain itu, instansi
pemerintah kota saat itu, juga masth menggunakan cara-cara lama dalam perencanaan
kinerja organisasinyz, dan bukan berdasarkan peraturan yang baru yaitu perencanaan
yang berbasis kincrja. Scbagai contoh, pada saat Rakorbang hampir sebagian besar dari
instansi tersebut, hanya melaporkan perencanaan dan target anggarannya saja, tanpa
memaparkan bagaimana cara kerja dan pengelolaan instansinya dengan menggunakan
pendekatan kinerja. Dan bahkan ada juga yang tidak hadir pada saat Rakorbang

berlangsung.

- 4.
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IL 2. 2. Penyusunan Rancangan APBD Tz:i:un Angga:;n 2005
Khusus tahun anggaran 2005, karena basu pertama kali aturan anggaran berbasis
kinerja dilaksanakan maka RAPBD tahun 2005 tidak melalui audit BPK terlebih danulu.
Audit BPK bare dilakukan pada LXPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)
Walikota Tuhun 2005 sebelum selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk disahkan.
1. Jadwal Kegiatan Rapat DPRD
Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Surabaya dalam rangka Pembahasan terhadap
Rancangan APBD Kota Surabava Tahun Anggaran 2005, antara lain sebagai berikut;
1. Rapat Panitia Musyawarah
- Menyusun dan Menetapkan Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Surabaya dalam
rangka Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang
APBD Tahun Anggaran 2005
2. Rapat Panitia Anggaran
- Bersama Panitia Musyawarah didampingt Tim Ahli menyusun Rencana Belanja

DPRD dan Seckretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005

L

Rapat Paripurna |

- Penyampaian Nota Keuangan dan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan
Dacrah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2005 oleh Walikota
Surabaya, dilanjutkan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang APBD Tahun Anggaran 2005

4, Rapat Fraksi

- Menyusun Pemandangan Umuom Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran

2005

5. Rapat Paripurna I{
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- Penyampaian Pemandangan Umum raksi-fraksi terhadap Nota Keuvangan dan
Rancanpan Peraturan Dacrah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran
2005

- Eksckutif Menyusun Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap
Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun
Anggaran 2005

6. Rapat Paripurna 11

- Jawaban Cksekutif' atas Pemandangan Umum  Fraksi-fraksi  terhadap Nota
Keuangan dan Rancangan Peraturan Dacrahy Kota Surabaya tentang APBD Tahun
Anggaran 2003

7. Rapal Intern Komisi-Komisi

- Menyusun Jadwal Rapat Pembahasan terhadap Rancangan Peraiuran Dacrah Kota
Surabaya tentang APBB Tahun Anggaran 2005

&, Rapat Komisi-Komist

- Bersuma Lksekutit membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang APBD Tahun Anggaran 2603

9. Rupat Panitia Angparan

- Menerima Laporan Komisi-komisi dihadiri Panitia Musyawarah

10. Rapat Intern Panitia Anggaran

- Membahas Laporan Komisi-komisi

1. Rapat Pa .itia Anggaran

- Bersama Tim Angguran Cksekutif menyusun Perangkaan

12. Rapat Panitia Musyawarah

- Menerima Laporan Panitia Anggaran tentang Hasil Penyusunan Perangkaan

13, Rapat Intern Panitia Anggaran

-1 -
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- Menyusun Pendapat Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2003

14. Rapat Fraksi-fraksi

- Menyusun Pendapat Akhir terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2005

- Eksekutif Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD
Tahun Anggaran 2005 (Sesuai hasil penyusunan perangkaan)

15. Rapat Paripurna [V

- Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2005

- Penyampuian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran
2005

- Pembacaan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dengan Walikota Surabaya
tentang Persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang
APBD Tahun Anggaran 2005, oleh Sekretaris DPRD

- Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dengan Walikota Surabaya tentang
Persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD
Tahun Anggaran 2005, oleh Ketua DPRD dan Walikota Surabaya

Ditetapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya : Drs. H.

Musyafak Rouf, M.H.
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Keterangan tambahan :
Panggar (Panitia Anggaran) Legislatif

Terdiri dari 2] orang, dengan pembagian 20 anggota dan 1 sekretaris. Anggota
Panitia Anggaran Legislatif berasal dari usulan komisi dengan mempertimbangkan
keanggotaan Fraksi di DPRD.
Tim Anggaran Eksekufif

Terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, dengan dibantu dari instansi lain,

. yakni Bappeko yang dulunya Bappeda, Bagian Binu Pembangunan yang sekarang Bina

Program, Dinas Pajak vyang berubah menjadi Pendapatan, dan Badan Pengelola
Keuangan.
Panmus (Panitia Musyawarah)

Terdiri dari 16 orang, dengan pembagian 15 anggota vang berasal dari ketua
Komisi, ketua Fraksi, dan anggota lainnya berdasarkan persentase keanggotaan Fraksi di

DPRD, dan 1 sekretaris (khusus sekretaris dewan tidak mempunyai hak suara).

2. Bagian Bina Program Kota Surabaya

Dalam proses penyusunan APBD Kota Surabaya Bagian Bina Program
Pemerintah Kota Surabaya mempunyai peran yang sangat penting, Sebab, di Bagian
inilah Draft Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebelum disahkan menjadi
Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) itu dievaluasi kembali apakah sudah sesuai
dengan standar harga yang telah ditentukan oleh Pemkot atan belum.

Kerja Bina Program dimulai dengan bekerjasama dengan Bappeko, kedua instansi
pemerintah ini kemudian berkoordinasi mengenai kegiatan yang diajukan oleh saman

kerja, apakah kegiatan tersebui telah sesuai dengan renstra kota ataukah belum. Setelah

Bappeko selesai mengevaluasi kegiatan dari satuan kerja, maka draf rencana anggaran
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dari satuan kerja yang rencananya digunakan untuk menjalankan kegiatannya tersebut di
evaluasi kembali oleh Bagian Binu Program. Disinilah peran vital Bagian Bina Program
datam menentukan Standar Analisis Belanja (SAB) atau disebut sebagai Standar Biaya
dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2006 {peneliti menggunakan pei'éluran yang baru sebagai contoh, sebab
setiap tahun selaiu berubah, namun pada dasarya tetap sama). Standar Biaya dan Harga
tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) dan
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Denpan mengacu pada SHSID dan HSPK tersebut
Bagian Bina Program mempunyal wewenang untuk merubah nilal nominal rencana
anggaran dari satuan kerja untuk dilakukan penyesuaian dengan standar harga yang telah
ditetapkan, apakah anggaran itu akan bertambzh ataukah malah turun. Akan tetapi,
biasanya nominal rencana anggaran tersebut akan turun. dan disinilah konflik itu muncul
antara Bagian Bina Program dengan satuan kerja.

Perlu dikctahuwi, bahwa untuk menentukan SHSD bagian Bina Program
sebetumnya telah menyiapkan tim survei yang khusus bekerja dalam mencari dan
membandingkan harga vang pas di lapangan. Selain itu, Bagian Bina Program juga
berkoordinast dengan dinas-dinas ferkait untuk menentukan standar harga yang pas,
artinya bukan harga pabrik atau agen, dan juga bukan harga cceran. Oleh karena it,
uniuk mengatast keluhan dari satuan kenja tersebut, maka Bagian Bina Program
mengambit harga tengah (antara harga dari satuan kerja dengan standar harga yang
ditentukan olen Bagian Bina Program) kemudian ditambah 10 %, dari keseluruhan harga.
Misalnya harganya 10 menjadi I 1. (Lihat di Rencana Kegiaian Tahunan-Lampiran 3).

Setelah dari Bagian Bina Program, draf rencana anggaran satuan kerja tersebut
kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan untuk dievaluasi kembali, Ada

software khusus yang menghubungkan antara Bagian Bina Program dengan badan
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Pengelolaan Keuangan, sehingga diharapkan ada keseragaman pedoman diantara kedua
instansi fersebut, agar nantinya apabila disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan
Kerja tidak ada kesalahpahaman. Pada rencana anggaran satuan kerja tersebut terdapat 2
(dua) macam belanja, yakni Belanja Administrasi Umum, dan Belanja Operasional dan
Pemeliharaan. Untuk memeriksa kedua belanja tersebut, maka ada pembagian tugas yang
dilakukan, dimana untuk belanja administrasi umum diserahkan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan. Sedangkan untuk  belanju  operasional dan pemeliharaan
dilimpahkan pada Bagian Bina Program.

Setelah selesal diperiksa oleh Badan Pengelolaan Keuangan, lalu oleh Badan
Pengelolaan Keuangan diajukan ke DPRD Kotz Surabaya uniuk dibahas. DPRD
mengundang Pemerintah Kota untuk mempresentasikan rencana anggarannya tersebut,
Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang, yaitu pada Rapat Paripurna [V DPRD
bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya menetapkan rencana anggaran tersebut ke
dalam Perda (Peraturan Daerah).

Gambar 11 3.
Alur Penyusunan APBD

¥
Bagian Bina o SHSD dan §ISPK
Program v Stundar Harga Satuan Dasar dan
Y Harga Sawan Pokok Kegiatan

3

Badan Pengelolaan
Keunungan

b
l RASK dalam RAPBD ‘]

DPRD

Perda APBD ]
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3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota

Surabaya
Nota kesepakatan yang telah ditctapkan oleh Pemerintah Kota dengan DPRD Kota

Surabaya dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005 ada 2 {dua) macam,
yaitu;

1. Nota Kesepakatan AKU (Arah dan Kebijakan Umum) yang tercantum dalam
Kesepakatan Bersama anlara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Arah dan Kebijakan Umum
APBD Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 170/428.5.1/2005 dan Nomor
172/69/436.3/2005.

2. Nota Kesepakatan SP (Strateg! dan Prieritas) yang tercantum dalam Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya tentang Stratcgi dan Prioritas APBD Kota Surabaya Tahun

2005 Nomor 170/428.1/436.5.1/2005 dan Nomor 172/70/436.3/2005.

4, Arah dan Kebijakan Umum Keota Surabaya Tahun 2005
Arah

Gambaran defisit anggaran pada APBD tabun 2004 diperkirakan juga akan
dialami pada APBD untuk tahun 2005, untuk itu sebagaimana ketentuan yang, telah diatur
pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dan pasal 82 ayat 2 berikut penjelasannya dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah
kumulatif defisit APBD tidak diperkenankan melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto

tahun bersangkutan.
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Kebijakan
Pendapatan daerzh pada tahun 2005 akan mengalami peningkatan sebesar 9,58
persen dari Rp. 1.166.742.415.180,- (2004), sedangkan kebutuhan Belanja Daerah akan
meningkat sebesar 12,60 persen dari 1.362.620.564.889,- (2004). Kondisi terscbut
menunjukkan bahwa kebutuhan belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah,
sehingga APBD tahun 2005 akan mengalami defisit anggaran sebesar 16,67 persen dari
belanja.
Formulasi kebijakan tahun 2005 yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan
akses dan mutu pelayanan keschatan, adalah :
a. Penurunan angka kematian bayi menjadi 10 per-1000 kelahiran
b. Penurunan Balitﬁ dengan status gizi buruk menjadi kurang dari 1 persen
¢. Penurunan angka kematian ibu melahirkan menjadi 35 per-100.000
d. Peningkatan pepanganan (khususnya upaya pencegahan/preventify HIV/AIDS dan
NAPZA
Dengan asumsi,
% Adanya komitmen penerapan SPM kesehatan yang menyeluruh
<+ Perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan pada semua lapisan masyarakat
¢ Kemampuan petugas medis dan non medis yang cukup.
Penetapan Prioritas
Prioritas Utama :
1. Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai dengan urusan wajib dan menuju SPM
2. Penyedi#an dan optimalisasi sarana prasarana kesehatan
3. Pengawasan, pembinaan dan monitoring keschatan

4. Penyediaan data-data pendukung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
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Prioritas fen:;;ijar;g :
1. Distribusi personil teknis dalam mendukung pelayanan kesehatan
2. Pemberian pelatihan-pelatihan kepada aparat petugas teknis
Dalam tabel AKU dan SP APBD Tahun 2005 (Lampiran 2) dipaparkan bahwa
instansi Pelaksana atau Penunjang dalam pelaksanaannya di lapangan adalah Dinas
Kesehatan, RSD Dr. Mohamad Soewandhie, BKKBN, Dinas Pemantapan Pangan, dan

Dinas Bangunan.
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IL 2. 3. PELAKSANAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005
1L. 2. 3. 1. Penatausahaan Keuangan Daerah dalam AVPBD Tahun Anggaran 2005
daiam Unit Kerja RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Talhun 2005, dimana dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Pemerintah
Kota Surabaya dapat menjalankan roda pemerintahan dengan penggunaan anggaran yang
sah dimata hukum,

1. Rumah Sakit Swadana

Scbelumnya RSUD Dr. Mohamad Soewandhie disebut Rumah Sakit Swadana,
karena berhubungan dengan sistem pengelolaan keuangan, dimana hasil retribusi rumah
sakit dapat dipakai langsung untuk mcmbiayai operasional rumah sakit, tetapi tetap
mengikuti  atum yang  ada. Dengan  menggunakan  dasar  hukum  Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1§ Surabaya Nomor 49 Tahun 1999 tentang Uji
Coba RSUD Tambak Rejo Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya Sebagai Unit
Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Kenanganaya Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il Surzbaya,

SK Walikota yang mengatur mengenat RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sebagai
Rumah Sakit Swadana tersebut, oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini walikota
belum dicabut. Namun pelaksanaan konsep Swadana tersebut sudah tidak dijalankan oleh
RSUD Moh. Socwandhie. Sebab setelah berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum .
Daerah Kota Surabaya Dr. Mohamad Soewandhie, berdasarkan Kepmendagri No. 29
tahun 2002, seluruh pendapatan dari SKPID harus disetorkan ke Kas Daerah setiap hari,

maka total pemasukan (retribusi) yang dihasilkan rumah sakit disetorkan sepenuhnya ke
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Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dana operasional rumah sakit berasal dan PAD
(Pendapatan Asli Dazrah) kota Surabaya.

Pendapat: 1 Retribusi Pelayanan keschatan di RSU Swadana Tambakrejo
Surabaya dalam APBD tahun Anggaran 2005, mempunyai jumlah Anggaran sebesar Rp.
2,875,000,000.00 dengan menggunakan Dasar Hukum Peraturan Daerah Kotamadya
Daecrah Tingkat 1l Surabaya Nomor 15 Tahun 1999 yang disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35-1164 tanggal 21 Desember 1999 dan diundangkan
dalam Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Seri B Tahun 1999
tanggal 21 Desember 1999 Nomor 12/B.

2. Alur Penatausahaan Keuangan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

Setelah DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) disahkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Kota Surabaya, maka Badan FPengelolaan
Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan Satuan Kerja membagi keuangan
triwulanan tersebut menjadi keuangan bulapan demgan mengeluarkan SKO (Surat
Keputusan Otorisasi) kepada Saman Kerja, Setelah satuan kerja menerima SKO dari
Badan Pengelolaan Keuangan, maka satuan kerja menyiapkan SPJ (Surat Pertanggung
Jawaban) atas anggaran vang telah dikeluarkan untuk mengelola satuan kerjanya. SPJ ini
digjukan satuan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan untuk diketahui dan dicek
kebenarannyz. Kemudian setelah SP) disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, maka
satuan keria berhak mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran), dengan catatan besar
nominal SPP yang diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan harus sesuai dengan
nominal yang ada di SPJ yang telah disahkan. Lalu, Badan Pengelolaan Keuangan
berdasarkan SPP yang digjukan satuan kerja mengeluarkan SPM (Surat Perintah

Membayar). Akhimya dari SPM inilah kemudian dana dari Badan Pengelolaan Keuangan

itu bisa turun ke pemegang kas satuan kerja.
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Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SKO, SPP, SPM, SPJ, antara lain
sebagai berikut ;

SKO dari Walikota sendiri,. SPP disahkan oleh Pemegang Kas dengan diketahus
Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (kalau ada kegiatan
vang terjadi), SPM disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, dimana untuk
pembayaran SPM ini dilakukan melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas
Daerah yaitu, Bank Jatim; Cek, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka cek
ditandatangani olch dua orang, yakni Ketua Pemegang Kas dan Kepala SKPD itu sendiri;
SPI mempunyai alur yang sama dengan SPP.

Ada keunikkun tersendiri di dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie, dimana kedudukan rumah sakit sebagal lembaga pelayanan keschatan
masyarakat tidak dapat menunda fungsi untuk senantiasa melayani masyarakat yang
memerlukan pelayanan kesehatan. Oleh karena sifatnya yang khas tersebut, maka untuk
memenuhi kebutuhan belanja operasional rumah sakit di bulan januari, RSUD Dr.
Mohamad Soewandhiec mengajukan PK (Pengisian Kas) atau umumnya disebut
“Glondongan", yang sifatnya pinjaman kepada Pemerintah Kota dalam hal ini diwakili
oleh Badan Pengelolaan Keuangan. Akan tetapi, khusus yang satu ini tidak berpatokan
pada SPJ, mclainkan berdasarkan anggaran tahun lalu. Permintaan PK tambahan ini
dilakukan pada »wal bulan januari, sebab per 31 Desember saldo buku satuan kerja harus
nol atau kosong. Sedangkan untuk pembavaran pinjaman PK tambahan tersebut, RSUD
Dr. Mohamad Soewandhie mclimpahkannya ke dalam laporan bulanan, triwulanan, dan

akhirnya tahunan.
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Gambar I1. 4.

Alur Penatausahaan Keuangan RSUD Dr. Moh. Svewandhie

@D%@

Pemegang Kas
Satuan Kerja

3. Pemegang Kas Satuan Kerja

Perintah dari pemeriniah kota Surabaya agar di dalam unit satuan kerja terdapat
Pemegang Kas mengacu pada  Keputusan  Walikota  Surabaya  Nomor
188.45/05/436.1.2/2005 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pemegang Kas dan
Penanggungjawab Anggaran Tahun Angpgaran 20035,

Agar pelaksanaan tugas dan furgsi dari Pemegang Kas dapat berjalan dengan
baik, maka Pemeriniah Kota Surabaya bekerjasama dengan BPKP (Badan Pemeriksa
Keuvangan Pemerintah) Propinsi sebagai pendamping unit satuan kerja. Diantara
Pemerintah Kota Surabaya dan BPKP Propinsi terdapat MoU (Master of Understanding)
yang setiap tahunnya selalu berubah.

Pada tahun 2005 Pemegang Kas unit satuan kerja masih menjabat di dalam
Jabatan struktural satuan kena, karena saat itu hanipir seluruh unit satuan kerja belum siap
secara struktur organisasi. Jadi. untuk sementara jabatan Ketua Tim Pemegang Kas

diserahkan kepada Bagian Keuangan di unit satvan kerja yang dalam  struktur

organisasinya masih mencantumkan Bagian Keuangan,
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Sekarang setelah adanya Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2005 tentang
Organisasi Lembaga Teknis, serta didukung oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72
Tahun 2005 tentang Penjaburan Tugas dan Fungsi Rurnah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, maka struktur organisasi tidak lagi memihks
bidang atau bagian keuangan schingga dalam setiép unit satuan kerja, Tim Pemegang Kas
tidak merangkap jabatan lagi di dalam strukiur, seperii yang terjadi sebelum peraturan di
atas ditetapkan, Kedudukan Tim Pemegang Kas disini langsung dibawah Kepala Untt
Satuan Kerja.

Kedudukan Satuan Pemegang Kas dibawah Direktur Rumah Sakit, namun tidak
masuk ke dalam struktur organisasi (labatan non struktural). DBerdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Nomor : 002 Tahun 2004 Tentang Tim Pemegpany Kas Pelaksanaan Kepmendagri Nomor
29 Tahun 2002 Di Rumah Sakit Daerah Dr. Mohamad Seewandhie, yang ditetapkan di
Surabaya tanggat 2 Januari 2004 oleh Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah
Mohamad Seewandhie Dr. Hj. Elmy Yoga W. M Kes.

Tim Pemegang Kas dibentuk untuk membantu Kepala Rumah Sakit atau SKPD
(Satuan Kernja Perangkat Daerah) dalam pengelolaan keuangan saluan keria.

Adapun nama dan jabatan dari Tim Pemegang Kas Pelaksanaan Kepmendagri

Nornor 29 Tahun 2002 di RSD Dr. M. Soewandhie Tahun Anggaran 2004, adalah sebagai

berikut ;
1. Drs. Agus Suprijanto seougal Ketua Tim Pemegang Kas
2. Wiwik Hariyuni fswari schagai Kasir Penerima
3. Ni Ketut Parwati secbaga) Kasir Pembayar
4. Sabduliah Sutrino, SH sebagai Pembuat Dokumen
5. Zahrowi Zahri H sebagai Pencatal Pembukuan
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6. Sunarsih. sebagai Pembuat SPP Gaii

Penunjukan Tim Pemegang Kas oleh Kepala Rumah Sakit berlaku 2 (dua) Tahun
(2004-2005). Disini Tim Pemegang Kas juga mempunyai jabatan dalam struktur Rurnah
Sakit, jadi ada rangkap jabatan, biasanya diambil dari Bagian Administrasi dan Bagian
Umum. Dalam stmldur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie tahun 2005 (scbelum keluamya
Perda No. 15 Tahun 2005), masih terdapat Bidang Keuangan, sehingga Kepala Bidang
Keuangan Drs. Agus Suprijanto saat itu ditunjuk oleh Kepala Rumah Sakit sebaga: Ketua
Tim Pemegang Kas.

Setelah dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun 2005, maka Bidang Keuwangan
dihapuskan daiam struktur organisasi dan fungsinya digantikan dengan Tim Pemegang
Kas.

4. Model Pelaksanaan dan Pelaporan Kas Unit Kerja

Pemegang Kas unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsinya dibekali oleh
Program Khusus yang beroama Program SIMASAK oleh Pemerintah Kota Surabaya
melalur Badan Pengelolaan Keuangan dan mulai berlaku tahun 2005 dengan
menggunakan da: r hukum dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Program SIMASAK (Sistem Administrasi Keuangan Satuan Kerja) diberikan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan kepada unit satuan kerja dengan menyertai
pendamping dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah). Program yang
membahas masalah penerimaan dan pengeluaran anggaran satuan kerja ini mempunyai
fungsi untuk membuat beberapa Laporan Anggaran, antara lain ;

1. Buku Kas Umum untuk bulanan dan harian
2. Laporan Keadaan Kas untuk bulanan, baik per kegiatap maupun per kode
rekening

3. Buku Besar Bulanan per kode rekening
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4. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Surat Perintah Membayar Pengisian Kas
{SPM-PK) untuk bulanan
5. Laporan Realisusi Penerimaan dan Penyetoran Pajak
6. Rekapitulasi Bukti Pertanggungjawaban atau SPY (Surat Pertanggungjawaban)
7. SPJ itu sendirt |
8. Bisa juga untuk Register SPM baik harian atau bulanan
Program ini masih belum dijalankan secara Online oleh Pemerintah Kota
Surabaya, schingga akses dan mekanisme kontroluya belum dapat terpusat. Untuk
menjalankan program SIMASAK, setiap unit satuan kerja dibekali dengan soffware
SIMASAK yang berasal dari Badan Pengelolaan Kevangan. Akibatnya masing-masing

unit satuan kerja bekerja secara mandiri.

I1. 2. 3. 2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005

Sebelum APBD Tahunt Anggaran 2005 mengalami perubahan, terlebih dahulu unit
satuan kerja mengajukan draft Perubahan Rancanpgan Anggaran Satuan Kerja (RASK),
kemudian Pcrubahan RASK tersebut olch Kepala Daerah dalam hal ini Walikota
Surabaya ditetapkan, sechingga menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
Untuk kasus RSUD Dr. Mohamad Scewandhie Ferubahan DASK tersebut terangkum
dalam Lembar Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun
Anggaran 2005 Nomor: 94/DASK/2005. Pengesahan Perubahan DASK ini juga harus
dilaporkan ke beberapan Instansi Pemerintah Kota lainnya vang berhubungan dengan
adanya Perubahan Anggaran tersebut. Instansi Pemerintah itu (nama instansi sebelum ada
Perda No. 15 tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya) adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Bina Pembangunan, Bagian Keuangan, dan

Sekretaris Daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dari Perubahen DASK yang telah
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ditetapkan tersebut, lalu dijadikan dasar dart penyusunan Perubahan AI’H.I]I Kota
Surabaya Tahun Anggaran 2005,

Perubahan APBD Kota Surabaya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005, dan
kemudian diubah lagi oleh Peraturan Daerah Nomeor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tabun
Anggaran 2005. Sedangkan Penjabarannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39
Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005,
Adapun rincian dari perubahan anggaran tersebut antara lain sebagal berikut;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 sernuta
berjumlah Rp. 1.645,547.235,101,00 bertambah sejumiah Rp. 76.443.016.547,00
schingga menjadi Rp. 1.721.990.251.648,00, dengan riucian schagai berikut

Pendapatan yang semula Rp. 1.311.376.632.516,00, bertambah sebesar Rp.
50.046.317.465,00, schingga setelah perubahan jumlah Pendapatan menjadi Rp.
1.361.422.949.981.00. Belanja yang scmula Rp. 1.627.403.209.369,00, bertambah
sebesar Rp. 58.968.286.650,00. Jadl jumlah Belanja setelah perubahan adalah Rp.
1.686.371.496 019,00, dimana ada (Defisit) sebesar (Rp. 324.948.465.038,00).

Sedangkan untuk Uait Kerja RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sendiri untuk
Pendapatannya yang semula Rp. 2.875.000.000,00 bertambah Rp. 287.500.000,00 (10%),
dan setelah perubahan menjadi Rp. 3.162.500.000,00. Di lihat dari Belanjanya juge
mengalami  perubahan  dari Rp.  6.555.590.496,00, bertambah sebesar Rp.
1.071.734.407,00 (16,35%). dan setelah perubahan menjadi Rp. 7.627.324.903,00.
Adapun rincian ~ari Belanja tersebut ialah; Pertama, untuk Penyusunan Perda Tarip dan
Maunajemen RS, dari Rp. 11.405.076,00 menjadi Rp. 56.703.076,00, bertambah sebesar

Rp. 45.298.00,00 (397,17%); Kedua, puna Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yang
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semula Rp. 1.785.957.036,00 menjadi Rp. 2.267.422.777,00, bertambah sejumlah Rp.
481.465.741,00 (26,96%); Ketiga, untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan,
semula Rp. 1.788.857.696.00 bertambah Rp. 209,104,686 (11,69%), menjadi Rp.
1.997.962.382,00; Keempat, guna Belanja Administrasi Umum RSD, dan
Rp.2.969.370.68{.00 menjadi Rp. 3.305.236.668,{)0 bertambah Rp. 335.865.980,00

(11,31%).

H. 2. 4. PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2005
I1. 2. 4, 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Surabaya

Untuk masalah mengenai pelaporan Pemerintah Kota Surabaya kepada DFRD
Kota Surabaya dan masyarakat Surabaya pada umumnya yang berupa LKPJ (Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban) belum bisa peneliti hadirkan. Sebab sampai penulisan
skripsi ini dibuat, Laporan Keuangan Daerah vang terdiri dari Laporan Realisasi APBD;
Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan Laporan Keuangan yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan daerah; sedang dalam proses audit BPK dan belum
disahkan oleh DPRD Kota Surabaya.

Namun sebagai pengganti dari LKPJ tersebut, maka peneliti menggunakan data
dari RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sendiri guna melihat dua Kinerjanya, yaitu Kinerja
Anggaran, bevupa Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran (Lampiran 4); dan Kinerja

Pelayanan, berupa Laporan Rekam Medik (Lampiran 4).
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1L 2. 4. 2. Funesi, Tugas, dan Wewenang DPRD
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 wntang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Bab V Fungsi, Tugas dan Wewenang
menyebutkan bahwa ;
Pasal 19 Fungsi DPRD
(1) DPRD mempunyai fungsi :
a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
¢. Penpawasan.
(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk
Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun
dan menetapkan APBD bersamia Pemenintah Daerah.
(4) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-undang. Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 2{ Tugas dan Wewenaug DPRD
(1} DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membentuk Peraturan Daecrah yang dibahas dengan Kepala Daerah;
b. Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan
perundang-undangan lainnva. Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan
Pemerintah Daerah dulam melaksanakan program pembangunan daerah dan

kerjasama internasionat di Daerah;
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d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,;

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;

f. Meminty laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam
pelaksanaan tugas desentralisasi

2. Tugas-tugas dan wewenang lain yang dibertkan oleh Undang-undang.

(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benruk Pengawasan vang dilakukan oleh DPRD berupa;

1. Secara umum biasanya Dewan mengundang pihak Eksekutif untuk Audiens:
{mcmberikan penjelasan) mengenai masalah yang sebenarnya sedang terjadi,
untuk kemudian dewan dapat menimbang dan menilai tentang masalah apa yang
sedang terjadi.

2. Dalam bidang Keuangan, Dewan melakukan pengawasan rutin yang dengan
mekanisme laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan,

3. Dalam bidang Non Keuangan, Dewan melihat permasalahan suatu program atau
kegiatan dari oufput yang dihasilkan. Misalnya masalah proyek pengadaan barang.
Jika dinilal ada masalah dalam mekanismenya yang kurang transparan, maka
Dewan akan mengundang pihak Eksekutif untuk memberikan penjelasan, dan
semakin rumit masalah itu maka semakin sering pula pihak Eksekutif diundang

oleh Dewan.
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IL. 2. 4. 3. Peran Bawaske (Badan Pengawas Kota) Surabaya
Dasar Hukum Kinerja Badan Pengawas Kota Surabaya
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.
PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Model Pengawasan vang dilakukan ada 2 macam ;
1. PKPT (Program Kinerja Pengawasan Tahunap), melakukan pemeriksaan rutin

sctiap bulan

b2

Non PKPT, pemeriksaan yang bersitat kondisional artinya melihat kondisi dan
situasi yang terjadi. Seperti, menangani kasus, pengaduan masyarakat, monitoring,
dan lain semacamnya.
Ada 3 Bidang Pengawasan ;

1. Bidang Pengawasan Pemernintahan dan Aparatus

2. Bidang Pengawasan Pembangunan

3. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Alur Pengawasan Bawasko

Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Dacrah) pada akhir tahun, diajukan ke Bawasko untuk dievaluasi. Dalam
proses evaluasi ini Bawasko tidak bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan
Instansi Pemerintah yang lain. Bawasko membagi menjadi 4 {empat) kelompok kerja.
Pertama jika laporan itu berhubungan dengan perencanaan, maka Bawasko bekerjasama
dengan Bappcko dalam mengevaluasinya. Kedua, jika berhubungan dengan masalah
pengelolaan keuangan, Bawasko bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan.

Ketiga, jika berhubungan dengan pengendalian kegiatan, maka Bawasko bekerjasama
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dengan Bagian Bina Program. Keempat, dalam hal ke oxganisasian, maka Bawasko
bekerjasama dengan SKPD itu sendiri. Setelab melakukan evaluasi Lakip SKPD dengan
bekerjasama dengan instansi terkait, lalu Bawasko memberikan laporan ke Walikota
dengan beberapa rekomendasi untuk SKPD yang bersangkutan. Namun sayangnya
kewenangan Bawasko hanya sebatas pada rekomendasi atas cara pengukuran kinerja
SKPD, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menindak atau memberikan sanksi
hukum kepada SKPD yang terbukti melakukan pelanggaran. Akhimya setelah disahkan
oleh Walikota keniudian laporan tersebut kembali ke SKPD masing-masing sebagai

bahan masukkain guna menyusun kinerja tahun berikutnya.

Gambar I1. 5.
Alur Pengawasan Bawaskeo

Lakip
SKPD

h 4
Bawasko | —™

Proses Evaluast Bekerjasama dengan;
Bappeko, BP Keuangan, B Bina
Program, SKPD

Y
Walikota | =™ Hasil Evaluasi berupa Rekomendasi

SKPD

=141~
Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



AE%Pﬁfﬂfﬁﬁﬁgﬂ_ﬂ %Vf’rﬁ'ﬁ S:(.?:‘ﬁ'? Wr%baya dengan Pendekatan Kirnerja
e ———— i e s

Peran Pihak Luar dalam kerjasama dengan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie bekerjasama dengan pihak luar dalam hal tni
LSM, salah satun);a adalah L.SM Global Fund. LSM Global Fund tersebut bergerak
dibidang pelayanan terhadap penderita HIV/AIDS. Selain itu, RSUD ini juga bekerjasama
dengan lembaga pendidikan, antara lain, Fakultas Kesehatan Masyaraka: Universitas
Airlangga. Hubungan kerjasama vang terjalin adalah mengenai pengelolaan manajemen
rumah sakit, dimana Fakultas Kesehatan Masyarakat disini mencoba memberikan
masukkan terhadap kemajuan manajemen rumah sakit itu sendiri, Selanjuinya RSUD Dr.
Mchamad Soewandhie juga bekerjasama dengan sekolsh-sekolak keperawatan dan
kedokteran yang ingin anak didiknya belajar dan prakiik langsung di Rumah Sakit dalam

menangani pasien, biasanya disebut dengan magang.

-112 -
Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



ADLN P iversitas Ali L
BAB Hﬁtgi‘s;tﬁ 3?1&%%?3%9%'3&99&@0 dengan Pendekatan Kinerjo

e

BAB HI

ANALISES DATA

I1L 1. PRA PENYUSUNAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005
I11. 1. 1. Peran Bappckeo |

Dalam proses penyustnan Arah dan Kebijakan Umum Kota Surabaya tahun 20053,
Pemerintah Kota Surabaya yang diwakifi olch Bappeda (Bappcko saat ini). mempunyal
tugas dalam menyiapkan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat untuk nantinya
dignnakan dalam merumuskan Arah dan Kebijakan Umum tersebut. Dalam proses
penjaringan aspirasi tersebut seharusnya Bappeko menyiapkan mekanismenya. Tahap-
tahapnya antara lain, melalui musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kemudian
Rakorbang serta Forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pemerintah). Menurut salah satu
informan di Bappeko, mekanisme tersebut secara formal sudah dilakukan, namun bila
disimak lebih dalam lagi prosesnya, akan terlihat banyak kejangkalan. Saat penetiti
menanyakan jadwal dan hasil dari Rakorbang tersebut, pihak Bappeko tidak bisa
menycrahkannya, dengan alasan file-nya tidak tahu kemana, dan mercka menambahkan
bahwa, tidak perlu melihat dari hasil Rakorbang tersebut, sebab hasilnya banyak yang
bohong, Hasil dari Rakorbang terscbut banyak yang hanya dibuat untuk memenuhi
“pesanan” dari pejabat yang diatasnya. Disini terpampang jelas bahwa model birokrasi
sentralisttk masih dominan. Bahkan informan tersebut mengatakan, “birokrasi kita masih
seperti model franchise artinya segala tindakan kita harus mengikuti kehendak dan aturan
pemilik franchise, yaitu pejabat diatasnya.

Atas dasar rtulah, Bappeko yang saat itu sadar akan perannya yang penting dalam
proses pereicanaan daerah, memutuskan untuk membuat penelitian atau survei langsung

ke masyarakat. guna mengetahui aspirasi dari masyarakat yang sesungguhnya. Dari hasil

A
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survei tersebut terlihat bahwa kondisi dari faktor-faktor pendukung layanan keschatan
yang ada pada saat ini seperti, pemberian penyuluban keschatan, keterscdiaan obat-
obalan, pemberian suplemen gizi dan.makanan pendamping ASI, pelayanan gawat darurat
dan laboratorium. penanganan wabah penyakit menular, pemantauan pertumbuhan balita
serta penyediaan jaminan pembiayaan keschatan utamanya bagi keluarga miskin, yang
refatif belum terlaksana dengan baik.

Selain i, Hasil jawaban dari 12 (duabelas) pertanyaan kuisioner yang diajukan
oleh Bappeda, hampir secara keselurnhan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di

Kota Surabaya masih kurang. (Lihat Lampiran 2)

I1L. 1. 2. Peran DPRD

DPRID Kota Surabava selaku wakil dan suara rakvat kurang bisa berperan dalam
menampung aspirasi masvarakat, Salab satu scbabnya adalah belum adanya peraturan
yang mengatur sceara tekmis mckanisme dar penjaringan aspirasi masyarakal yang
dilakukan oleh I3 R, padahal berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 54
Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, BAB IX Persidangan
dan Rapat DPRI> Pasal 69 disebutkan bahwa pada masa reses anggota DPRD
diperkenankan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-
masing. Namun karena belum ada peraturan tecknisnya, maka pada tahun 2004 tidak ada
reses. Masa reses oleh DPRIY baru dilakukan 2 (dua) kali, yaitu tahun 2005 dan 2006,

Untuk mengatasi belum ditetapkannya peraturan vang menventuh hal-hal teknis
penjaringan aspiras: masyarakat dalam masa reses tersebut, maka DPRD dengan inisiatif
sendiri menciptakan peraturan teknis tentang penjaringan aspirasi masyarakat, akan tetapi
dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada, Misalnya dalam hal penentuan besar

anggaran yang dialckasikan untuk keperiuan res:s, DPRD Kota Surabaya masih
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berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Bagian Bina Program,
terutama dalam penen£uan Standar Harga dan Biaya yang akan digunakan.

Oleh karena itu, pada tahun 2004 proses penjaringan aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh DPRD tidak melalui reses, melainkan dengan menggunakan mekanisme
dengar pendapat (hearing}, Inspeksi Mendadak. (sidak), dan melalui media MAassa,
khususnya media cetak, serta pengamatan dari anggota DPRD sendiri terhadap persoalan

dan perkembangan yang terjadi di Surabaya (subyekiif).

1. 1. 3. Keterkaitan Renstra SKPI {Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kami memulai pembahasan masalah perencanaan pembangunan dari Rensirada
Kota Surabaya Tahun 2002-2005 yang telah mengalami perubahan 2 (dua) kali,
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Fahun 2002 teniang Rencana Strategis Daerah
Kota Surabaya Tahun 2002-2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomeor 8§ Tahun
2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surabaya Tahun 2002-2005.

Selain darn Renstrada Kota Surabaya 2002-2005 terscbut, penyusunan Rencana
Strategis Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Dr. Scewandhie Tahun 2005 (nama
sebelum perubahan, sekarang menjadi RSUD Dr. M. Soewandhie) yang dilakukan juga
mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan
LAKIP, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145?fMenkcsiSKD(12003l Tentang Standar

Pelayanan Minimal bidang Keschatan di Kabupaten/Kota, Surat Edaran Mendagri No.

050/2020/SJ, anggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
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Dacrah dan RPJM Daerah, Kepmenkes No. 1241/Menkes/SK/X1/2004 tentang Penugasan
PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemcliharaan Kesehatan bagl
Masyarakat Miskin, Kepmenkes No. 1202/Menkes/SK/VII2005 tentaug Pelayanan
Keschatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kclas 111 Rumah Sakit
yang dijamin Pemerintah. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal bidang kesebatan Kabupaten/Kota di Jatun.

Schagai dokumen perencanaan pembangunan, RPIM Kota Surabaya merupakan
rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) dan se_bagai dasar
bagi Satuan Kerja Pemeriniah Daerah (SKPD) dalam menyusun Percncanaan Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja Tabunan (Renja). Selanjutnya RKPD dipakai scbagai dasar
bazi Pemerintah Kota Surabaya untuk Menyusun Arah dan Kebijakan Umum, RAPBID,
APBD, dan Tolok Ukur Pertanggunggawaban Walikota.

Gambar 11, 1.
Ketcrkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Pereacanaan lainnya

it T cfomic
Renstra i Remja # REA-KA —p|  Rincian
KT KA. AN
i i y Pemerintah
Pusat
I npeha ko ekt
Fecdennan Y
Rp KIPIN [ 1K g RAPBN APIEN
Naongal P MNasional 7
Diacu Lripuerhisteban LA P meltie s rendong
h Y ¥
RIMP fecdemian RPN HEPD » RAPBD m ABLD
[ BEIETH - Luaerab » i
Fljubarkon Pemerintah
i Daerah
Focdoileln Feclomlel
—— F Y
Kemstra Fenju- REA- 1 Kingian
SKI'D > SKPD g SKPD I—P APBD
== LI N0 252004 t1g Sistem Perencanaan ——— - UU No 17200311 —
I'embangunan Mastonal “ kevangan Negara
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L 2. PENYUSUNAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005

Sesuat dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dalam rangks menyiapkan
Rancangan APBD. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRI)Y Smenyusun Arab
dan Kebijakan Umum. dimana dasar dari penyusunan AKE tersebut harus diawalli dengan
perjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Dacrah dan/atau
dohumen percncanaan dacrah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokek
kebijakan nasional di bidang kcuangan daerah oleh Menternt Palam Negeri.

Penctapan Arazh dan Kebjakan Umam Kota Surabaya tahun 2005 terangkum
dalam Nota Kepakatan AKU (Arah den Kebijakan Umum)} berdasarkun Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah Kotu Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2005
Nomor t70/428.5.1/2005 dan Nomor 172/69/436.3/2005.

Setelah Arah dan Kebrjakan Umum ditetapkan maka selanjutnya Pemeriniah Kota
bersama dengan DPRD Kota Surabaya menetapkan Nota Kesepakatan SP (Strategi dan
Prioritas) yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya
dengun Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kola Surabaya tentung Strategi dan Prioritas
APBD Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 170/428.1/436.5.1/2005 dan Nomor

172/70/436.3/2005

111. 2. 1. Feran Bagian Bina Program

Arah dan Kebtjakan Umom. serta Strategi dan Prioritas APBD yang sudah
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD tersebut, digunakan sebagai pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran vang
disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja. Lalu berdasarkan ketiga komponen

itv dituangkan dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). Sebelum RASK
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tersebut ditetapkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), RASK yang
diajukan itu harus terlebih dahulu melewati mekanisme standarisasi. Maka disinilah peran
dari Bagian Bina Program dalam mengevaluasi RASK yang diajukan oleh unit satuan
kerja,

Standar Analisis Belunja (SAB) atau disebut sebagai Standar Biaya dan Harga
Satuan Belanja Dacrah Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14
Tahun 2006 (puneliti menggunakan peraturan yang baru sebagai contoh, sebab setiap
tahun selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan barga dan kebutuhan baru
yang belun dicantumkan, namun aturan dasarnya tetap sama). Standar Biaya dan Harga
tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, Standar Harga Satvan Dasar (SHSD) dan
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Dengan mengacu pada SHSD dan HSPK tersebut
Bagian Bina Program mempunyai wewenang untuk merubah nilai nominal rencana
anggaran dart satuan kerja untuk dilakukan penyesualan dengan standar harga yang telzh
ditetapkan, apakah anggaran 1tu skan bertambah ataukah malall turun. Akan tetapi,
binsanya nominal rencana anggaran lersebut akan wrun, dan disinilah konflik itu muncul
antara Bagian Bina Program dengan satuan kerja.

Konflik yang muncul antara Bagian Bina Program dengan SKPD mengenai
penentuan besarnya harga, biasanya diselesalkan dengan mengambil jalan tengah. Yaitu,
dengan mengkalikan 10% standar harga yang ditetapkan Bagian Bina Program pada
rencana anggaran SKPD. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran DASK berupa Rencana
Kerja Tahunan (Lampiran 3 ),

Cara ini boleh dikatakan sebagai langkah yang win-win solution, akan tetapi
masalahnya kalau argumentasi Bagian Bina Program kurang kuat dengan SKPD, maka
yang terjadi malah SKPD memasukkan harga sesuai dengan kepentingannya. Dan dari

sinilah kerawanan akan kebocoran anggaran itu dapat terjadi. Sebab dengan standar harga
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yang lebih tinggi dari harga pasar, bisa jadi posisi tawar SKPD semakin kuat, yaitu
dengan mengambil selisih dari perbedaan harga tersebut. Scharusnya Bagian Bina
Program sebagai perangkat dari Pemerintah Kota Surabaya, memiliki bargaining position
yang lebih kuat, khususnya dalam menciptakan penggunaan anggaran yang
bertanggungjawab dan bersih dari korupsi.

Pembuatan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah sendiri merupakan
aplikasi dari anggaran yang menggunakan prinsip-prinsip anggaran kinerja, walaupun
dalam prakteknya masih terdapat toleransi dan tarik ulur kepentingan. Namun dengan
Standar Biaya dan Harga tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kontrol dari
Pemerintah Kota sendiri terhadap kinerja perangkat dacrahnya menjadi semakin baik.

Kemudian RASK yang terpaparkan dalam RAPBD diajukan kembali ke DPRD
urituk disahkan. Namun sebelum disahkan oleh DPRD, RAPBD tersebut seharusnya
melaiui proses Audit cleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu. Akan
tetapt, untuk APBD tahun 2005 hal itu tidak dilaksanakan, dengan dasar bahwa peraturan
yang mengatur belum ada. Oleh karena itu, setelah RAPBD dievaluasi oleh BPK dan
disabkan oleh DPRD menjadi APBD dalam Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2005, maka unit
satuan kerja mulai menjalankan kegiatannya.

Dokumen Anggaran Satuan Ketja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
RSUD Dr, Mohamad Soewandhie Tahun Anggaran ditetapkan dengé-.n Nomer
56/DASK/2005, dengan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola RSD Dr. M.
Soewandhie, Kepéla Bappeda, Kepala Bagian Bina Program, Kepala Bagian Keuangan,
dan diketahui oleh Sekda Kota Surabaya. Dalam DASK ini telah mencantumkan Tolok

Ukur dan Target Kinerja Kegiatan.
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IiL 2. 2. Perubahan dan Penjabaran APBD

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan 3 (tige) hal; Pertama, Karena
adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis;
Kedua, karena penycsuaian akibat tidak tercapainya targel penurunan daerah vang
ditetapkan; dan Ketipa, karena terjadi kebutuhan yang mendesak.

Pada kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Surabaya, perubahan APBD biasanya
terkait dengan hal yang kedua, dimana dampak yang nyata terjadi adalah semakin
membengkaknya anggaran dart masing-masing SKPD  terutama pada anggaran
belanjanya. Adapun peraluran yang mengatur tentang Perubahan dan Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2005, adalah berlandaskan peraturan dibawah ini ;

Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2005, dan kemudian diubzh lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor & tahun 20035 tentang Perubahan
APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005.

Sedangkan Penjubarannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2005

tentang Penjabaran Perubahan APRD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005

IIL 2. 2. 1. RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

Perubahan APBD yang terinci dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja RSUD
Dr. Mohamad Scewandhie dipaparkan dalam Lembar Pengesahan Perubahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahur: Anggaran 2005 Nomor: 94/DASK/2005.

Dalam perubahan DASK nampak jelas (Lihat Lampiran 3) bahwa alokasi
anggaran vang bertambah adalah pada komponen Belanja, yaitu semula jumlah belanja
Rp. 2.969.370.688,00, menjadi Rp. 3.053.817.188,00, jadi anggaran belanjanya

bertambah sebesar Rp. 84,446.500,00 yang berarti Defisit. Seharusnya sebagai Rurnah
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Sakit Swadana (SK Walikota tentang RS Swadana belum dicabut, namun dalam
pelaksanaannya saat ini sedah tidak berpedoman pada SK tersebut), RSUD Dr.
Soewandhie bisa menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk Belanja harus senantisa
ditekan serendah mungkin, minimal terjadinya anggaran berimbang dimana antara
Pendapatan dan Belanja nilainya sama. Hal ini'pcnting, sebab RSUD Dr. Soewandhie
merupakan SKPD vang bisa menghasilkan retribusi sebagai pendapatannya. Jika RSUD
Dr. Scewandhie itdak bisa menyumbang PAD atau minimal impas antara Pendapatan
dengan Belanja, maka RSUD Dr. Soewandhie mengalami kemunduran dan menjadi
beban Pemerintali Kota. Dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam

mewujudkan akuntabilitas keuangan, patut untuk dievaluasi kembali.

I1L. 3. PENATAUSAlHAAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Kepmendagn Nomer 29 Tahun 2002, Kepala Daerah
dalam ha) ini Walikota Surabaya scbagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah menectapkan keputusan tentang pejabat vang diberi wewenang
menandatangani SKO, SPP, SPM, Cek, dan SPJ, antara lain scbhagai berikut ;

SKO dar Walikota sendiri, SPP disahkan oleh Pemegang Kas dengan diketahui
Penanggungiawab Anggéran dan Ketua Panina Pelaksana Kegiatan (kalau ada kegiatan
yang terjadi), SPM disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, dimana untuk
pembayaran SPM ini dilakﬁkan melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas
Daerah yaitu, Bank Jatim; Cek, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka cek
ditandatangani oleh dua orang, yakni Ketva Pemegang Kas dan Kepala SKPD itu sendiri;

SPJ mempunyai alur yang sama dengan SPP,
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1iL 3. 1. Pengajuan SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran—Pengisian Kas)

Ada keunikkan tersendiri di dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie, dimana kedudukan rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan
masyarakat tidak dapat menunda fungsinya untuk senantiasa melayani masyarakat yang
memerlukan pelayvanan kesehatun. Oleh karena sifatnya yang khas tersebut, maka untuk
memenuhi kebutuhan belanja operasional rumah sakit di bulan januan, RSUD Dr.
Mohamad Soewandhic mengajukan PK  (Pengisian Kas) atau umumnya disebut
“Glondongan’', yang sifatnya pinjaman kepada Pemerintah Kota dalam hal ini diwakili
oleh Badan Pengelolaan Kevangan. Akan ietapi, khusus yang satu ini tidak berpatokan
pada SPJ, melainkan berdasarkan anggaran tahun lalu. Permintaan PK untuk mengisi kas
im dilakukan pada awal bulan januari, sebab per 31 Desember saldo buku satuan kerja
harus nol atau kosong. Sedangkan untuk pembayaran pinjaman PK tambahan tersebut,
RSUD Dr. Mohamad Scewandhie melimpahkannya ke dalam laporan buianan,
triwulanan, dan akhirnya tahunan.

Pengajuan SPP-PK tersebut telah berpedoman pada KeputusanWalikota Surabaya
Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 42, ayat ;

(1) Pengajuan SPP-PK awal tahun anggaran maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari
total anggaran yang akan dibayar dengan beban sementara pada setiap Satuan
Kerja;

(2) Pengajuun SPP-PK dilakukan paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya dan

dapat dipertimbangkan apabila sifat/keadaan mendesak;
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I1L 3. 2. Pelaksanaan Penatausabaan Keuangan RSUD Dr. Moh. Soewandhic.

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie telah
dilaksanakan sccara bertahap scsuai dengan pedoman yang tertulis dalam Kepmendagri
No. 29 Tahun 2002. Dimulai darl pengesahan DASK oleh Badan Pengelola Keuangan,
kemudian dari DASK tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Badan
Pengelola Keuangan kepada satuan kerja. Setelah itu satuan kerja menyiapkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) sebelum mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Badan DPengelola Keuangan. Jika SPP tersebut sudah disetujui oleh Badun
Pengelola Keuangan, maka satuan kerja tersebul akan memperoleh Surat Perintah
Membayar (SPM) dari Badan Pengelola Keuangan. SPM ini digunakan olehy Pemegang
Kas untuk mengambil uang guna membiayai kegiatan satuan kerjanya.

Khusus untuk pengambilan uang terscbut, Pemerintah Kota menunjuk Kantor Kas
Dacrah sebagai pengelolanya, dimana Bank Jatim menjadi penyedia jasa layanan
rekeningnyd.

Catatan : Jika transaksinya dilakukan pada awal tabun, untuk mengajukan SPP
{Surat Perintah Pembayaran) satuan kera tidak perle mengajukan dan menunggu SPJ
untuk disahkan Badan Pengelolaan Keuangan. Akan tetapt langsung darl SKO ke SPP
lalu keluar SPM dan seterusnva.

Alur Penatausahaan Kenangan RSUD Dr. Moh. Seewandhie

=S

Pemnegang Kas
Saluan Kena
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IIL 3. 3. Pemegang Kas

Dalam melaksanakan tata usaha keuangan, setiap perangkat dacrah diberi
kesempatan untuk menunjuk 1 (satu} pemegang kas. Hal yang diatur dalam Kepmendagri
no. 29 tahun 2002 terscbut, telah dilaksanakan oteh Pemerintah Kota Surabaya, dengan
keluarnya Keputusan  Walikota Surabaya  Nomeor 188.45/05/436.1.2/2005  tentang
Penunjukkan dan Pengangkatan Pemegang Kas dan Penanggungjawab Anggaras Tahun
Anggaran 2005,

Sedangkan untuk menindakianjuti SK Walikota diatas maka Kepala Badan
Pengelola RSD Dr. M. Soewandhie (Sebelum berubah nama menjadi RSUD Dr. M.
Soewandhie) mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit
Daerah Dokter Mohamad Socwandhie Nomor : 002 Tahun 2004 Tentang Tim Pemegang
Kas Pelaksanasn Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Di Rumah Sakit Daerah Dr.
Mohamad Soewar 'hie, vang ditetapkan di Surabaya tanggal 2 Januari 2004 oleh Kepala
Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Mohamad Soewandhie Dr. Hj. Elmy Yoga W. M
Kes.

Dart SK Kepala RS tcrsebut, telah lerbentuk sebuah Tim Pemegang Kas yang
beranggotakan 6 orang, yaitu, Ketua Tim Pemegang Kas, Kasir Penerima, Kasir
Pembayar, Pembuat Dokumen, Pencatat Pembukuan, Pembuat SPP Gaji. Untuk
penunjukkan pembantu pemegang Kas dalam Kepmendagri memang tidak dibatasi
jumlahnya, namun diberi batasan sekurang-kurangnya 5 orang, antara lain, Kasir,
Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, dan Pembuat Dokumen Pengeluaran dan
Penerimaan Uang.

Penunjukan Tim Pemegang Kas oleh Kepala Rumah Sakit berlaku 2 (dua) Tahun
(2004-2005). Disini Tim Pemegang Kas juga mempunyai jabatan dalam struktur Rumah

Sakit, jadi ada rangkap jabatan, biasanya diambil dari Bagian Administrasi dan Bagian
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Umum. Dalam struktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie talun 2005 (sebelum keluarmya
Perda No. 15 Tahun 2003), masih terdapat Bidang Keuangan, sehingga Kepala Bidang
Keuangan Drs. Agus Suprijanto saat itu ditunjuk oleh Kepala Rumah Sakit sebagai Ketua
Tim Pemegang Kas.

Sedangkan dalam Kepmendagri No. 29 Téhun 2002, dijabarkan bahwa pemegang
kas adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat
pengelola keuangan daerah lainnya. Namun, setelah dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun
2005, maka Bidang Keuangan dihapuskan dalam struktur organisasi dan fungsinya
.di gantikan dengan Tim Pemegang Kas, sehingga kedudukan Pemegang Kas sesuai
dengan Kepmendagri, yaitu sebagai jabatan non strukiural/fungsional.

Rangkap jabatan pemegang kas yang terjadi yang pada waktu.itu, menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Surabaya masih belum siap secara struktural dalam mendukung
peraturan yang baru, dalam hal ini adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, khususnya

dalam Pelaksanaan Tata Usaha Keuvangan Dacrah.

I11. 3. 4. Model Pelaksanaze dan Pelaporan Kas Unit Kerja

Pemegang Kas unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsinya dibekali oleh
Program/Software Khusus yang bernama Program SIMASAK oleh Pemerintah Kota
Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan mulai berlaku tabun 2005 dengan
menggunakan dasar hukum dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program SIMASAK (Sistem Administrasi Keuangan Satuan Kerja) diberikan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan kepada unit satuan kerja dengan menyertai

pendamping dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah). Untuk kerjasama
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dengan BPKP ini Pemerintah Kota Surabaya membuat MoU (Master Of Understanding),
sebagai kejelasan akan kewenangan masing-masing,

Program yang membahas masalah penerimaan dan pengeluaran anggaran satuan
kerja ini mempunyai fungsi untuk membuat beberapa Laporan Anggaran, antara (ain ;

1. Buku Kas Umum untuk bulanan dan harian

2. Laporan Keadaan Kas untuk butanan, baik per kegiatan maupun per kode
rekening

3. Buku Besar Bulanan per kode rekening

4. Daftar Pencerimaan dan Pengeluaran Surat Perintah Membayar Pengisian Kas
(SPM-PK) untuk bulanan

5. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak

6. Rekaprtulasi Bukii Pertanggungjawaban atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

7. SPJitu sendiri

8. Bisajuga untuk Register SPM baik harian atau bulanan

Fungsi program SIMASAk ini sudah mewakili aturan dalam Kepmendagn
mengenai Sistem Akuntansi, dimana dengan progran tersebut maka akan memudahkan
pengelola keuangan satuan kerja dalam proses pencatatan, penggolongan. penafsiran,
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka
pelaksanaan APBD. yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima
umum.

Namun sayang sekaii program ini belum dijalankan secara Online oleh
Pemerintah Kota Surabaya, sehingga akses dan mekanisme kontrolnya belum dapat
terpusat. Untuk menjalankan program SIMASAK, setiap unit satuan kerja dibekali
dengan sofiware SIMASAK yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan. Akibatnya

masing-masing unit satuan kerja bekerja secara mandiri. Disinilah kerawanan akan
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penyimpangan it dapat terjadi. Scbab pengeloluannya dilakukan sendiri oleh satuan
kerja, tanpa bisa langsung dipontau olch Pemerintah Kota dan masyarakat sccara
langsung dan setiap saat. Akuntabilitus dan Tronsparansi pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah scialu menjadi sorotan utama masyarakat, dengan penerapan sistem
online diharapkan masyarakat dapar langsung mengawasl segala kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah selaku pelayan masyarakat.

HI. 4. PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAM PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2005
1. 4. 1. Laporan Bulanan

Seperti dijelaskan dalam Proses Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan diatas,
maka dapat diketahui bahwa satuan kerja melaporkan anggarannya setiap bulan dalam
bentuk Surat Pertangpungjawaban (SPJy kepada Badan Pengelola Keuangan dengan
disertal bukti-bukti pengeluaran vang relevan, Sebab, jika tanpa bukti-bukti tersebut SPJ
Idari satuan kerja tersebut tidak akan diterima oleh Badan Pengelola Keuangan, dan
akhimya berdampak pada tidak dikeluarkannya dama APBD untuk membiayai belanja
satuan kerja yang bersangkutan,

Sedangkan untuk laporan triwulanan satuan kerja, adalah mendasarkan pada

laporan bulan yvang telah dibuat scbelumnya.

HI. 4. 2. Laporan Tahunan
Seperti peneliti jeluskan sebelumnya (dalam Pab IV Penyajian Data), bahwa
sampai skripsi ini dibuat, Laporan Keuanpan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran

2005 sedang dalam proses Audit BPK, schingga DPRD Kota Surabaya belum berhak
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untuk mensahkan Laporan tersebut dalam bentuk LKPJ {Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban) Walikota Surabaya.

Sebagai gantinya pencliti menyampaikan data dari RSUD Dr. Mohamad
Soewandhie sendirl guna menilal Kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan melihat
dart dua Kinerjanya, vaitu

1. Kincrja Anggaran, berupa Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran tahun 2005

dan Datu Kevangan Rumah Sakit tahur 2000 sampai dengan 2005

(Lampiran 4),

Melihat dart Data Keuangan Rumah Sakit tahun 2000 sampai dengan 20035

RSUD Dr. Mohamad Socwandhie. Pertama dari Pendapatannya, pada tahun 2000

sampal dengan 2003 pengelolaan keuangan di Rumah Sukit Dr. Mohamad

Soewandhie dengan sistem Rumah Sakit Swadana, membuat pendapatan rumah

sakit sclalu meningkat setiap tahwnnya. Pada tahun 2004 pendapatan menurun

karena sistem pengelolaan Keuanpan berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja. Sisa
anggaran tahun 2004 disetorkan ke Kas Daerah, dihitung sebagai pendapatan

tahun 2005.

Semenjak  diberlakukannya sistem pengelolaen keuangan berdasarkan

Anggaran Berbasis Kinerja pada tahun 2004, menunjukkan bahwa adanya suatu

perubihan pola kinerja anggaran. dimana bisa jadi peningkatan pendapatan pada

tahun 2000 sampai 2004 itu merupakan peningkatan pendapatan yang semu.

Artinya peningkatan tersebut tidak menggunakan pencapaian ukuran yang tepat,

dimana potensi Rumah Sakit tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan, namun bisa

Jadi pada tahun 2004 ke bawah potensi itu belum dimaksimalkan, karena tidak ada

tolok ukur kinerja vang jelas.
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Sedangkan dalam Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran nampak
bahwa jumlah Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 3.162.500.000,00, ternyata
dalam realisasinya malah menurun sebesar Rp. 189.025.724,22 menjadi Rp.
2.973.474.275,78. Penurunan Pendapatan dari target semula menyebabkan
semakin membengaknya beban Pemcrintéh Kota dalam menanggung Belanja
yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moh. Soewandhie.

Kerua mengenai Belanja, dalam Laporan Rekapitusi Realisast Anggaran
RSUD Dr. Moh. Soewandhie tahun 2005, menunjukkan perbedaan selisih yang
masih cukup besar antara Jumlah Belanja denpgan Jumlah Pendapatan. Yaitu
defisit kurang lebih sebesar Rp. 2.983.369.469.00. Memang, diakui bahwa telah
terjadi penurunan Belanja dari target semula Rp. 7.627.324.902,83 menjadi Rp.
5.956.843.744,00 dengan penurunan sebesar Rp. 1.670.481.158,83. Namun yang
perlu ditekankan disini adalah kedudukan dari RSUD Dr. M. Soewandhie sebagat
satuan kerja yang bisa menghasilkan Pendapatan. Seharusnya RSUD Dr. M.
Soewandhie tidak membebani Pemerintah Kota Surabaya daiam hal pemenuchan
kebutuhan Belanjanya. Melainkan berubah menjadi /wmbung pendapatan
Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja disini mencoba memberikan svatu tolok
ukur yang jelas dari sctiap ifem penggunaan anggaran secara rinci, sehingpga
pencapaian yang ingin diraih menjadi terukur. Tidak hanya berdasarkan asumsi
atau perkiraan saja. Hal ini juga membuktikan bahwa fungsi anggaran scbagai
Alat Pengawasan/Pengendalian (Kontrol Keuangan), benar-benar terealisasi

setelah sistem Anggaran Berbasis Kinerja diberlakukan.
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2. Kinerja Pelayanan, berupa Laporan Rekam Medik (Lampiran 4).
Peneliti melihat Kinetja pelayanan distmi selain berdasarkan Laporan Rekam
Medik, iuga meninjau dari hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD
Dr. Soewandhic antara tahun 2000 sampai 2005. dan hasilnya sebagai berikut;

Pencapaian tingkat hunian Rumah Sakit (BOR) pada tahun 2004 sudah
mencapai 79,17%, namun waktu rata-rata tempat tidur kosong (TOI) masih 1,32
hari dan rata-rata satu tempat tidur ditempati pasien (BTO) > 90 kali, schingga
tempat tidur seringkali tidak sempat dibersibkan karepa tempat fidur cadangan
tidak mencukupi. Pada tahun 2005 kapasitas tempat tidur ditingkatkar menjadi 95
TT, tetapi standar luas ruangan per TT 7 m/segi tidak dapat dipenuhi (per TT 4-
5,9 m/segi).

Jika penehti bardingkan dengan hasil penjaringan masyarakat oleh
Bappeko, maka akan nampak hasil sebagai berikut:

Peneliti mengambil satu contoh, yaitu Pelayanan Laboratorium. Oleh
masyarakat Pelayanan Labotatorium dinilal masih kurang baik, namun jika dilihat
dari Laporan Rekam Medik frennya malah semakin meningkat, dengan merujuk
pada jumlah kunjungan Rawat Inap di Laborat dari 2,961 (tahun 2004) meningkat
menjadi 4,737 (tahun 2005). Peningkatan vang terjadi tersebut adalah hasil secara
kuantitatif dan belum mempertimbangkan aspek tingkat kepuasan pelayanan.
Padahal kunci sukses dari bisnis jasa pelayanan adalah pada bagaimana
memberikan rasa nyaman dan puas kepada pelanggan dalam hal ini pasien. Dan
hal itulah yang kurang diperhatikan oleh pengelcla Rumah Sakit.

Memang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan. Hal ini tidak dipungkiri, sebab RSUD Dr. Moh. Soewandhie terus
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berbenah dengan menambah belanja investasinya, guna memperbanyak tasilitas

layanan dan daya tampung pasien.

IIL 4. 3. Pengawasan dan Pengendalian
Dalam hal pengawasan didalam Kcpmendagri No. Z9 Tahun 2002, dijelaskan
bahwa pengawasan APBD disini dapat dilakukan oleh DPRD dan Pejabat yang ditunjuk
untuk melakuk: n pengawasan olch Kepala Daerah. Namun peneliti membagi pengawasan
tersebut menjadi 2 (dua) macam, yaitu
1. Pengawasan Eksternal, oleh DPRD, LSM, BPK, dan [embaga lainnya non
Pemerintah
2. Pengawasan Intemal, oleh Badan Pengawas Kota (Bawasko), dan BPKP, (selaku

pejabat vang ditunjuk oleh Kepala Daerah)

1l 4. 3. 1. Pengawasan Eksternal
Peran DPRD sclaku Pengawas Eksternal

Dengan Fungsi, Tugas. dan Wewenang yang dipunyai oleh DPRD, maka DPRD
melakukan pengawasan berupa,

1. Secara umum biasanya Dewan mengundang pihak Eksekutif untuk Audiensi
fmemberikan penjelasan) mengenai masalah yang sebenamya sedang terjadi,
untuk kemudian dewan dapat menimbang dan menilai tentang masalah apa vang
sedang terjadi.

2. Dalam bidang Kcuangan, Dewan melakukan pengawasan rutin yang dengan
mekanisme laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.

3. Dalam bidang Non Keuangan, Dewan melihat permasalahan suatu program atau

kegiatan dart ouipus yang dihasilkan. Misalnya raasalah proyek pengadaan barang.
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Jika dinilai ada masalah dalam mekanismenva yang kurang transparan, maka

Dewan akan mengundang pihak Eksekutif untuk memberikan penjelasan

(hearing), dan semakin rumit masalah itu maka semakin sering pula pihak

Eksekutif diundang oleh Dewan.

4. Melakukan Inspcksi Mendadak (sidak) ke jajaran Pemerintah Kota sccara
langsung tanpa diundang wuntuk mengetahul cara kerja Pemerntah  Kota,
khususnya SKPDnya.

Disini peneliti tidak menjelaskan secara terperinci masalah pengawasan yang
dilakukan oleh DPRD terhadap RSUD Dr. Mohamad Scewandhie. Akan tetapi, peneliti
disini hanya sedikit memberikan gambaran umumnva saja, sebab fokus penelitian kami
lebih ke teknis pengawasan yang berhubungan dengan prosedur pelaporan APBD, guna
mengetahui peran dari DPRD itu sendiri. Selain itu, didalam Kepmendagrt No. 29 Tahun
2002 juga dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan bersifat

pemeriksaan.

Peran LSM dan Lembaga lain non pemerintah

Dalam hal pengawasan Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Moh. Soewandhie, peran
LSM dan Lembaga lain non pemerintzh dirasakan kurang atau bahkan tidak ada sama
sekali. Sebab yang terjadi selama ini LSM dan Lembaga yang ada berperan hanya sebatas
sebagai Mitra Kerja RSUD, bukan sebagai Pengawas. Seharusnya di era otonomi daerah
sekarang ini peran dari Lembaga selain pemerintah sebagai pengawas pemerintah perlu
digalakkan. Dengan harapan supaya Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat. Jangan berhenti hanya pada proses penyusunan Arah dan

Kebljakan Umum saja, melainkan proses pengawasan itu dilakukan terus menerus dengan
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masyarakat sebagai pengawalnya, sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat r

Menciptakan Ruang Publik.

HL 4. 3. 2. Pengawasan Internal
Peran Bawasko

Dengan berdasar pada Keputnsan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nosmor : KEP/135/M, PAN/9/2004 temang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Kewenangan Bawasko hanya sebatas pada rekomendasi atas cara pengukuran kinerja
SKPD, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menindak atan memberikan sanksi
hukum kepada SKPD yang terbukti melakukan pelanggaran. Akhirnya setelah disahkan
oleh Walikota kemudian laporan terscbut kembali ke SKPD masing-masing sebagai
bahan masukkan guna menyusun kinerja tabun berikutnya.

Dengan lemahnya posisi Bawasko tersebut, bisa jadi rekomendasi yang telah
dibuat oleh Bawasko hanya sekedar berhenti sebagai rekomendasi, tanpa di-follow wp
oleh SKPD sebagai masukkan dalam penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya.
Dan disini terkesan bahwa Bawasko kurang berperan akiif dalam melakukan tugasnya,
dengan hanya mengandalkan Laporan yane masuk saja (pasif), dan bukan secara pro aktif
turunt secara langsung ke SKPD yang bersangkutan. Harusnya sebagai pengawas Internal
Bawasko bisa lebih aktif datam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya pun perlu
ditambah tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi saja, melainkan juga

memberikan sangsi kepada SKPD yang terbukti melanggar.
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BAB IV

KESIMIPULAN DAN SARAN

IV, 1. KESIMPLLAN

Proses penyusunan Angguran Pendapatan dan Belanja Dacrah merupakan proses
vang panjang. pencliti membagi proses tersebut menjadi 3 (tiga). valtu proses
perencanaan. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Datam proses perencanaan telah dijubarkan bahwa Bappeko memeguang peranan
vang cukup hesar. sebab dari Bappeko-lab mekanisme perencanaan dacrah itu disusun,
Peran Bappeko dalam perencanaan kola Surabaya tahun 2005 belum maksimal dan
tersusun dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh masih dominannyva pola pikir dan pola
kerja lama para birokrat, khususnya dalam pelaksanaan Musrenbang dan Forum UDKP.
Sehingga Bappeko, meneart jalan keluar dengan mengadakan penclitian/survel sendiri
langsung ke masyarakat guna mengetahui aspirasi dan masyarakat.

Begitu pula vang terjadi di DPRD Kota Surabayva, akibat belum ditetapkannva
peraturan teknis terkait masalab reses guna penjaringan aspirasi masyarakat. Maka,
DPRD berinisiatif dengan menggunakan caranya sendint dalam menjaring  aspirasi
masyarakat tanpa melalul mekanisme reses. akan tetapi tetap mematuhi aturan yang ada.
Adapun mekanisme vang dilakukan DPRI tersebut antara lain, seperti dengar pendapat
(hearing), Inspeksi Mendadak (sidak). dan melalui media massa, khususnya media cetak,
serta pengamatan dari masing-masing anggota DPRD (subyektif).

Selanjutnya dalam proses penyusunan APBD Kota Surabaya tahun 2005, peran
Bagian Bina Program dalam menciptakan kontrol kinerja dan standarisasi guna penetapan
usulun program. kegiatan, dan anggaran sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan

dikeluarkannya aturan mengenai Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah.
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BAB IV-—FEvaluasi APED Kota Surabaya dengan Pendehatan Kinerja

B e
Dengan sistem tersebut diharapkan penyimpangan anggaran dengan me-mark up
harga/biaya dapat dikurangi.

Disamping itu, standarisasi sistem akuntansi keuangan Pemerintah Kota Surabaya
yang bernama SIMASAK (Sistem Administrasi Keuangan Satuan Kerja) juga turat serta
dalam menciptakan lata kelola keuangan yang semakin rapi. Namun, sayang sistem
terscbut masih belum bisa on [ine, artinya hal itu mengurangi peran masyarakat dalam
proses pengawasan penggunaan anggaran vang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam pelaporan APBD tahun 2005 ini masih dijumpail anggaran
Belanja yang lebih besar dari pada Pendapatan. Khususnya di unit satuan ketja RSUD Dr.
Mohamad Soewandhie. Semenjak sistem pengelolaan keuwangan dengan pendekatan
Anggaran berbasis kinerja pada tahun 2004 diterapkan, pendapatannya malah menurun,
sehingga selisih antara pendapatan dan belanja juga semakin besar, padahal RSUD Dr.
Moh. Soewandhic dapat memperoleh pendapatan sendiri melalui penarikan retribusi.

Untuk masalah pengawasan, peneliti membaginya menjadi 2 (dua), yaitu
Pengawasan Eksternal (DPRD, LSM, BPK, dan Lembaga non pemerintah lainnya); dan
Pengawasan Internal (Bawasko dan BPKP).

Akhirnya proses penyusunan APBD merupakan proses yang rumit dan
membutuhkan peran banyak pihak, baik itu Pemerintah Kota Surabaya beserta
perangkatnya, DPRD, dan masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergf dan ketiga elemen
tersebut univk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berpibak pada
kepentingan masyarakat, dan bukan pada kepentingan sebagian golongan saja. Oleh
karena itu, APBD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja harus dapat berperan

dalarn menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

Surabaya.
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BAR IV—Evaluasi APBLD Kota Surabaya dengan Pendekatan Kinerjy

|

1V. 2. SARAN

Peran Bappeko dalam proses perencanaan khususnya saat pra penyusunan APBD
perlu ditingkatkan terus. Sebab Bappeko merupakan Badan sentral yang menentukan
Arah dan Kebijakan Umum Kota Surabaya. Apabila dalam proses perencanaan saja sudah
tidak stap dan -esuai dengan aturan, maka dapat dipastikan proses selanjutnya ke depan
akan menemui hambatan. Selain itu, perlu juza dilakukan perubahan pola pikir dan pola
kerja vang sclama ini masih mendasarkan pada pola lama, menjadi berubah mengikuti
pola baru dengun dilandasi pula dengan pemahaman yang baik.

Dalam mewujudkan kontrol akan kinerja perangkat dacrahnya, pemerintah kota
Surabaya perlu untuk senantiasa berbenah. Salah satunya adalah dengan membuat
perawran ieknis dan standarisasi kerja yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang
terjadi di lapangan, Khusus untuk masalah standarisasi harus terus menerus diperbaharui.

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat pengawasan dan pengendalian.
Oleh karena i, pran dari masyarakat selaku pengguna layanan pemerintah (dalam kasus
RSUD Dr. Moh. Soewandhie), harus ditingkatkan. Sebab, indikator keberhasilan dari
pelayanan Rumah Sakit bukan hanya pada seberapa banyak pasien yang berobat, atau
seberapa banyak fasilitas yang tersedia. Melainkan indikator dari kepuasan layanan perlu

juga dipertimbangkan.
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Surat 1jin Penelitian
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSTTAY ATRUANGGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN JILMU POLITIK

Jt. DHARMAWANGSA DALAM SURABAYA 60286 TELF. (031) 5034615. 5011744, 5047754, Fax (031) 5042442
website | http:iiwww fisip.unalracid e-mali : flsip@uneirac.Id

No. : /235/J03.1.13/PP/2006 ~ Surabaya, 26 April 2066
Hal :Ijin Penelitian .
Kepada Yth,

Walikota Kepala Daerah Tk Il Surabaya.
u.p Kepala Bakesbang Linmas
Surabaya.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa kami
perlu mengadakan penelitian:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami ranhon kepada Saudara
agar berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami

Nama : Mochammed Arifin Nachnuddin.

NPM : 070216770

Prodi | : llmu Administrasi Negara. -

Judul Penelitian : Evaluasi APBD Kota Surabaya dengan inenggunaken -
Pendekatan kinerja.

Lokasi . Pemerintah Kota Surabaya

RSUD Dr.Mohamad Soewandi di Surabaya.
Waktu : 3 (tiga ) bulan, terhitung tanggal surat dikeluarkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

aﬁfﬁe@* y
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

J1. Jaksa Agung Suprapto No. 2 & 4 Telp. 031 - 5473284, 5343000
SURABAYA - 60272

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey f Research
Nomor : 072/ {083 14365.3 /2006

i
|

MEMBACA SURAT DARI . UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
NOMOR © 1234403 1. 13/PP2006
TANGGAL . 28 Maret 2008
PERIMAL . Permohonan ijin penelitian

MENGINGAT Undarg-Undang Noimor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Caerah
Perda Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisast
Lembaga Teknis Kota Surabaya ( Lembaran Daerah Kata Surabaya
tanun 2005 Mo, 470)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 tahun 2005 tentang
Penjabaran Tugas & Fungsi Bakesbang & Linmas Kota Surabaya

4 Syrat Kadit Sospol Prop, Dati | Jatim Nemor - 300 / 1885 /303 /1988

tentang Proses perijinan, Survey, KKN, PKL, dan sejenisnya di Jatim.

R =

FA_'I

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Riset / Pengabdian Masyarakat oleh .

Nama © MIOCHAMMAD ARIFIN NACHNUDDIN
Atamat Ji. Darmawangsa daian No. 4 Surabaya
Pekerjaan . Mahasiswa

Tema / Acara Survey / Risat © EVALUAS! ARPBD KCTA SURABAYA

DG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KINERJA

Daeran / tempai ditakukan suvey + KOTA SURABAYA  ( Bappeko, Dinas Pajak,Bay. Bina
Program,Badan  Pengelolaan  Keuangan, RSUD.
Suwandhi DPRDY

Lamanya Survey . 3 {Tiga ) Buian, Th7 Surat dikeluarkan
Pengikut o

Syarat — syarat { ketentuan sebagai berikut ¢

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan / peraturan yang berlzky dimana dilakukan

kegiatan Survey / Riset / Penelitian,

Dilarang menggunakan Questionare diluar desigh yang teiah ditentukan.

Yang bersangkutan sebelum den sesudah melakukan Sunvey / Research / Kegiatan harep

melaporkan pelaisanaan dan hasiinya pada Dinas / Instansi yang bersangkutan.

4. Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak belaku apabiia yang bersangkutan tidak memiatuhi
5-&@;‘2{: - E\;ar:f carts katantyan — ketantyan cenarti tercabut di atas

[ p ) R R T L] =1L el R | == =n

W R

Surabaya, [J 7 FMAY Fagn
ADAN KESATUAN BANGSA
MASYARAKAT

Tembusan ' Kepada Yth

1. Sar. Gubernur Propinsi Jawa Timur W N S
Up. Ka Bakesbang Propinsi Jawa Timur \ R ROS50, 5808,
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya ~... 7 Penata Tk |
3. Sdi. Ka. Bappeko Kota Surabaya 7 Nip. 010 070' 654
4 Sdr. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya P
5. Sdr. Ka Bag Bina Program Kota Surabaya
6. Sdr. Ka. RSUD DR. Suwandhie Surabaya
2

Sdr. Pembantu Dakan ! FISIP Unair Surabaya
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_ | PEMBERINTAH-KODA-SURABAYA
'BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

J1. Jaksa Agung Suprapto No. 2 & 4 Telp. 031 - 5473284, 5343000

SURABAYA - 60272
SUET A WATAFEITS &2 T 4 AT
o] W LEANLALY
Lnfiude mela kann Survey j Research
CHTIO 0727 llg—?' 418”"5!20”6
MEMBACA | SURAT DAR] . UNIWWERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
NCHADR C 234003 1 1 3/PPIZ2008
TAMFAL - A [alat
AN T AL - Ld pl [I LUUU
PERIHAL . Permohonan ijin peneltian
MENGINGAT 1 Undang-Undang Nomar 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kota Surabayva Nomor 15 tahun qu: teniang Organisasi
‘Lembaga Teknis Kota Surabava ( Lembaran Daerah Kota Surabaya
b "‘nl"\ﬁf-'\ th P
RS R e L S
3. Peraturan Waiiiota Surabaya komeor 71 tahun 2005 fentang
Fenjabaran Tugas & Fungsi Bakesbang & Linmas Kota Surabava
A Syrat Wadit Snsﬁr\l DrnD n-:ﬂi | Jatim Mormor ann I HRE 7F 303 /1000

1

[entang HTOSes DE!'I]II'IED bUT\’EY F\I‘\N [l 2 Y dan SE}EI‘I!SI‘!YE di Jatim.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Riset / Pengabdian Masyarakat oleh :

NMamas MOCHAMMAD ARIFIN NACHNUDNIN
Alameat oM Darmawangsa dalam No. 4 Surabaya
Pekerjaan . Mahasisw

m

3

u-"\L et

ILTAS!E ADOM WOTA TR ADAY A DE

A R T F

Tema ! Acara Sunvey ! Risat

X MENGGUNAKAN PENDEKATAN KiNERJA
=

Daerah / tempat dilakukan SUReY KOTA SURABAYA ( Bappeko, Dinas Pajak, Bag. Bina

L “. Program, Baden Pengeiolaan Keuangan, RSUD Dr

1 L s SOEWANDHIE, DFRD, Bawasko

ks
Lamanya Suivay % 3 {Tiga)Buian, TMT Surat dikeluarkan
Pengikut -
Svyarat — syaral / kefentuan sebagal berikut
1 Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan / peraturan yang beriaku dimana dilakukan
kPUiaian qurwav i Risel / Penelitian,

2. Qilarang men .Gauna'nan Questionare diluar desigh yang telah ditentukan.

4. Yang bersangiuian sebelum dan sesudah meiakukan Survey / Research / Kegiatan harap
Mmelaporkan peiaksanaan dan hasiinya pada Dinas / Instansi vang bersangkutan.

5. Surat \eterano.an iri akan dicabut / tidak betaku apabila yang bersan ngku tan tidak mematuby
syarail — syarai serta Ketentuan ~ ketentuan seperti tersebut di atas.
SU[EDE‘,’E, '|1 D MAY ?[][}E
-an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Tembusan | Keoada Yih YABAVA
1. Sdr Gubernur Prop. Jawa Timur g EEny PeAdnganan Strategis
UD Ka Bar\cbuan?] ¢!aLI|||| . )
2 Sdr. Ka Bappeko burabaya
3 Sdi Ra Dings Pajak Kota Surabays }R H’
4. Sgr. Ka Bag. Bina Program Kota Sby 3 O ER DS 0. S.Sos.
5. Sdr. Ka Badan Pengeiclaan Keuangan net
Kota Surabaya p 5341
£ Sor Ka Bawaskc Surabaya JI49b sup!
7. Sdr. Ka RSUD. Dr i SBOEWANDHIE .
8. Sdr Dekan Fak FISIFP UNAIR SBY '

N
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LAMPIRAN
2
Berisi :
Gambar Proses Penganggaran Daerah berdasar Kepmendagri 29/2002, Arah dan
Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas, Laporan Kegiatan RSUD Dr. M,

Soewandhie, Hasil Jaring Asmara Bappeko, SK Walikota No. 142006
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GAMIAR - PROSES PENGANGGARAN DAERAN
BERDASARKAN KEP. MENDAGRI NO. 29/2(002

" Arahan, mandat & |
pembinaan dari |

| Kimerja | . pemerintab pusat |
| magalaly | i
---------- - g . Renstrada | ; e
Penjusingan
Aspirasi Musyarakat, Tokoh Masyarakat.
LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Partisipasi
Perguruan Tinggt dan lain-lain
g Pokok-pakok
é % [N S M—___uh ........ ,
w2 H — Yy ¥ 3
& é PEMDA Arah & Kebijakan | OFRD ]
£ 5 Umum APBD .
b ;2 {h
£ AT
Tim Anggaran| | Swategi & 2 - Panitia
| Bksekutif Priotitas APBD [ ad hoc
¥3] a
: ' h 4 4
; Remstra | N Unit Surat
: Kerja Edaran
{37 i
Pernyataan |
Anggaran
(4} i, —— Panilic R
Pra RAPBD 7 Y ¥ e
(5 + Anggaran
Legisiatif
RAPBD
Peogajuan RAPBD L_%—
Perda APBD
(7}

Sumber : Ditjen. Bina Administrasi Kevangan Daerah, Depdagri (2005), dalam Hand Out
"Kebijakan, Proses dan Mckanisme Perencanaan Anggaran Tahun 2005 schagai
Basis Penyusunan RAPRD TA. 20067

Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

AR I
ARAL DAN KEBLIARKAN HMUDMN
AT'BD FATTUN 2005

2.1. Pendapatan Dacrah
2.1.1. Arah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah haras diperbatikan upaya
untuk pentsgkatan pendapatan pajak dan reinbust daerab tanpa barus mepambah
beban bagr masyarakat. Pendapatan daceah dalans steaktur APRIY hingga saal im
masth merupakan clemen vang cukup penting poranannya batk untuk mendunkung
penyetenggaraan  pemerintahan maupun  pemberian pelavanan kepada publik,
Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, imaka pendapatan daceah masith merupakan
altermatif pilthan utama dalam  mendukung  program/kegralan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di keta Surabaya. disamping peranannya oniuk
senantiasa menjaga kelangsungan tiskal dacrah., Pendapatar Dacrah talinn 2005

diperkirakan meningkat sebesar 9,58 persen dart Rp. 1 166,742 415 180.- (2004),

2.1.2. Kehipakan

Formulast kebijakan dalam amecdukung pengelolaan anggaran pendapatan
dacrah akan lebih difokuskan pada upaya ontuk  memeobilisasi sunrber-sumber
pendapatan daerah yang muncul sebuagar akibat dart adanya berbagar program
investast vang  (elah  difalankan pada  perode-permde sebelumnya Kebijakan
pendapatan dacrah khususnva untok Pendapatan Asli Dacrah tabun 2005 adalah
sebesar 10 persen dart target Pendapatan Asti Dacrah iabun 2004

Penetapan formulasr kebijakan diatas, dimaksudkan agar pendapatan dacrah
vang telah ditargetkan kenatkannya dari realisasi periode schelumnya {2004), pada
tahun bertkutnya apar diupayakan penmgkatannya dengan telap menjaga penciptaan
tklim yang kondusil’ bagi pengembangan dunia vsaha, schingga keberadaannya
diharapkan dapat mewujudkan stabititas fiskal dacrah khosusnva dalam memberikan
ketersedinan  sumber pembiavaan datiy mengaga kelmcaran penyelenggaraan

pemerintahan dacrab dan peningkatan kuaiitas pelayanan publik.

Yo
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Selan itu, beberapa asumsi pokok yang mendasart penclapan (argetl capalan

I’cndapatan Asli Dacrah untuk tahun 20035 adalal sehagat hevibut

I.  Perkiraan nifai Produk Domestik Regional Brato (PDRB)Y Atas Harga Berlako
untuk tahun 2005 sckitar Rp. 79.8 Tolion dengan didasarkan pada perkiraan
pertumbuhan ekonomi sekitar 3% dan tingkat inflasi (PDRB deflator) rata-rata
sekitar 10% atau pada tingkat stabilitas vang relatif serta perkiraan kebutuban
investast sckitar Rp. 18,57 Treliun

2. Selama periode 2005, kondisi pcrckunlmnian baik sccara nasional maupun

regipnal diperkirakan cukup stabil dan kondusil

2.2. Belanja Daerah
2.2.1. Arah

Belanja Dacrah diarahkan pada penipgkatan proporsi belanga untuk inemihak
kepentingan publik, disamping  tclap  menjaga cksistensi penyelengparaan
Pemermtabun. Dalam penggunaannya, belanga dacialy haus (clap mengedepankan
eftsiensi, elektivitas dan penghematan sesuai dengan prionitas, yang diharapkan

dapat memberikan dukungan pregram-program strategis daerah

2.2.2. Kebijakan
Menyangkut kebijakan Delanja dacrah pada APBD untuk (ahan 2005, maka
diharapkan komposisi hclzm_ja.(lacruh denpan persentase scharan, yvain - uniuk (1)
belanta langsung sebesar 55%: dan (i) belamja tidak langsung schesar 45%
Gambaran tentang kebijakan belanga daerab diatas, didasarni oleh beberapa
asumsi pokok sebagar bertkut '

I. Perkiraan penerimaan pendapatan dacrah diharapkan dapat (erpenoh, sc.hing;;a
dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuban perckonomian dacrah dan
mampu mencukupi  kebutuhan pelayanan  dasar  serla  penyelenggaraan
pemeritahan kota Surabaya.

2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis
daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang iclah

ditetapkan dalam dokimen Renstrada tahun 2002-2005 -
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- 2.3, Pembiayaan Dacrah

2.3.1. Arah

~ Gambaran defisit angpatan pada APBI) tahun 2004 diperkirakan juga akan
dialami pada APBD untuk tahun 2005 Untuk Hu sehagaimana ketentuan vang telah
diatur pada penjelasan pasal 17 avar 3 datam U1 Noo 17 Talun 2003 jemang
Keuangan Nepara, dan pasal 83 aval 2 berikut penjelasannya dalam UL No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan amara Pemerintali Pusat  dan
Pemerintahan Dacrah, maka jumlah kumulaul defisit APRD tidak diperkenankan

melebihi 3% dan Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

2.3.2. Kebijakan
Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam menyertar Pentbiayaan Dagrah

adalah scbapat benkut

I. Pendapatan Dacrah pada tahun 2005 akan mengalan peningkatan schesar 9,58
persen dart Rp. 1.166.742.415,180,- (2004 ). sedangkan kcl).u[.uh;m Befanya
Daerah akan meningkat sebesar 12,60 persen dan Rp. 1.302.620.564 889, -
(2004). Kondist fersebul akan menunjukkan bahwa kebutuhan belanja dacrah
lebih bhesar dari pendapatan dacrah. sclumpea APBID tahon 2005 akan
mengalami defisit anggaran schesar 16,67 persen darr betanga dacrah

2. Optimalisasi sumber pencrimaan pembiayaan yang paling mungkin untuk dapat
dilakukan sccara cepat vaitu dari sisa lebilt pahitungan angpgaran fahun lalu
Sefain itu juga digunakan untuk mementhi kebutuhai pengeluaraan pembiayaan
yang umbul dari penyertaan modal, dan pembavaran utang pokok yang jafuh
tempo.
Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang menyertai datam penctapan kebijakan

pembiayaan diatas, adalah sebagai berikot

[, Kumulatl defisit APBD untuk tabun 2005 diharapkan sckitar 0,32% dari
proyeksi PDRI tahun 2005

2. Alicrnatif pembivaan dari sisi pencrimaan dibarapkan mampu memenuhi

kebutuhan pembiayaan dan sisi pengeluaran
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2.4. Penyclenggaraan Pemerintahan
2.4.1. Arah

Penyelenggaraan pemerintahan kota Surabaya umtuk tabun 2005 akan [ebih
diarahkan dalam mendukung program-program strateges daerah (I'rogram Rensirada)
dalam menjawab potensi, persoalan ate ngangan vang akan dihadap tahuen 2005,
Penctapan arah dimaksud, tidal lain untuk mewuajudkan tujuan yang ingan dicapai

yaitu

. Pertumbuhan ekonosmi daerah.
APBD diharapkan dapat feelibat aktif dalam kel mendorong pertumbuhan
ckonomi dacralr (kota). mengmypat pertwmbuhan ckonomi imerapakan hal yang
sangat penting dalam mcmmngkatkan penciptaan kesempatan lapangan kerja dan
dari penciptaan tersebut dibarapkan dapat memberikan cfck yang ichib luas lagi
{erhadap pemingkatan pendapatan per-kapita serla penurunan tingkat kemiskinan
kota. Selain itu, upaya untuk fcrlibal akil dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi tersebut juga hatus tetap memperbatikan kualitas dan kelestarian
lingkungan schingga hastl yang akan dicapai. panunya  dapat  Icrjaga

kesinambungannya khususnya kesinambungan antar generasi

2. Pemngkatan kualitas dan taraf hidup warga kota.
Arahan mi tidak lain juga dimaksudkan uniuk mendorong peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia {SI2M) masyarakat, schingga dari penmgkatan lersebut

-~ diharapkan dapat mendorong partisipasi warga kota dalam ikut / {crlibat secara

aktif membangun dan memajukan kotanya (Surabaya),

3.  Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang baik.
Penyelenggaraan pemertintahan yang baik sctidaknya ditandai dengan tiga pilar
elemen dasar vang saling berkaitan, yaitu (i) transparansi, (if) partisipasi, dan
(in} akuntabilitas. Ketiga pilar (erschut telah menjadi agenda yang besar dan
penting, tidak saja bapi masyarakat Intcrnasional namun juga masyarakat
Indonesia schingga tuntutan penyelengparaan pemcenintahan yang baik telah
menyadi salah salu agenda reforinasi yang patut mendapal perhatian bagi scmua

pihak untuk senantiasa tkut mendorong perwujudannya.
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(b) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar

= S/ MI, pada tingkat capian schesar 105 .20 ot

= SMDP/ MTs , pada tingkal eapaian sebesar 94903 9%

=  SMA /MA , pada tingkat capaian schesar 10811 %
dengan asumsi (lerkait dengan kebijakan APM dan APK). adalah
= Tersedianya sarana-prasarana vang memadal
= Tersedianya jangkauan layanan pendidikan Tuar sckolaly yang wcmadai

= Tersedianya keakurasian daia

= Tersedianya dana untuk mertngankan beban biaya peadidikan pada masyarakat

(¢} Peningkatan Angka Kelulusan
= SD/MI , pada tingkat capmian sehesar 9908 %
=  SMP/MTs , pada tingkat capaian schesar 99,81 %%
=  SMA/MA | pada tingkat capaian schesar 97.63 %o
dengan asumsi :
=  Memadainya kesejahieraan guru
=  Tersedianya gura layak mengajar

=  Terscdianya perpustakaan memadal baik discholah maupun di masyacakig

2.4.2.9. Peninglatan Akses dan Mulu Pelayanan iCeschatan
Formulasi kebijakan tahun 2005 yang ditetapkan dalam upnya meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan, adalah -
{a} Penurunan angka kematian bayr menjadi 10 per- 1,600 kelaliran
(b) Penurunan Balita dengan status gizi burek menjadi kurang dari | persen
(c) Penurunan angka kematian ibu mclalirkan menjads 35 per-100.000)
(d) Peningkatan penanganan (kllu.*;usnyalupaya penceghan/preventif)y HIV/AID'S
dan NAPZA.

dengan asumsi,

=  Adanya komitmen penerapan SPM kesehatan yang menycluruh

=  Perilaku hidup bersih dan schat diterapkan pada semua tapisan masyarakat

Kemampuan petugas medis dan non medis yang cukup
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Laporan kegiatan

RUMAH SAKIT PR MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA
2006

1. Pendahuluan

Rumah Sakit Dr. Moh. Soewandhie sebelumnya bernama Rumah Sakit
Tambakrejo vang berdiri sejak tahun 1998 dengan Surat ijin Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 188.4/4094/115.4/1998. Baru
tanggal 8 April 2002 ditetapkan sebaigai Badan Péngelola Rumah Sakit Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie.

Nama Mohamad Soewandhie diambil dari nama beliau yang pertama menjad:
Direktur Pertama Rumah Sakit Umum Pusat Repﬁb}ik Indonesia di Surabaya.
Rumah Sakit ini adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya.

Saat int RSUD dr Mohamad Soewandhe dalam pembenahan pembangunan
gedung baru dan beberapa perbaikan gedung lama sehingga beberapa pelayanan
kesehatan mengalam: gangguan pelayanan, namun demikian seluruh pelayanan tetap

dilaksanakan dengan baik.

Il Visi

Untuk mencapai tujﬁan organisasi maka ditetapkan Visi Rumah Sakit
adalah “ RUMAH SAKIT YANG TERKEMUKA DALAM PELAYANAN
KESEHATAN MENUJU SURABAYA YANG CERDAS DAN PEDULI

II1. Misi

Untuk mencapai Visi organisasi maka ditetapkan misi sebagi pedoman
kenerja orgnisasi, yang ditetapkan sebagai berikut
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna terutama pada upaya

promotif dan kuratif, bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat di
kota Surabaya.
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2. Membentuk sumberdaya manusia yang profesional, pembelajar, produtif
dan berkemitmen tinggi.

3. Menjadikan organisasi Rumah sakit yang kuat, mandiri, mampu bersaing,
efektif dan efisien.

4. Menjalankan penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan
mutu Rumah Sakit

Rumah Sakit Dr. Muhamad Soewandhie Surabaya selalu mengupayanan
pelayanan yang bermutu kepada seluruh segmen masyarakat dengan titik
berat pada masyarakat menengah kebawah melalui upaya pelayanan
kesehatan promeotif dan kuratif dengan Motto »” KAMI ADA UNTUK ANDA
MELAYANI SEPENUH HATI”

V. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi RSUD Dr. Muhamad Soewandhie berdasarkan Perda
No. 15 tahun 2005 dengan nama Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhamad Scewandhie dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :
Kepala RSUD Dr. M. Soewandhie dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan 3
Kepala Bidang yakni Bidang Pelayanan, Bidang Sarana Prasarana dan Bidang
Pengembangan dan Informasi, secara Strukiural bagan organisasi RSUD Dr.

M Soewandhie dapat difihat pada tabel 1 dalam lampiran laporan ini.

]
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‘Tabel 214 - Indcks Tauggapan Responden Terhadap Kondiss

Pelnyanan Kesehatan, (N — 300)

Kondtsi Pelayanan Kesehatan

poenden

3

indeks Tanggapan
Re

Ticak Menjawad

I Pelayanan Gawat Darurat sndah
Baik o
_’_J,_i'élayat;z;ﬁalmrat(mu m di R
Puskestnas dan Rumah Sakit sudah
_ Bak
3. Peavediaan faminan Pembiayaan
untuk Pemeliharaan Kesehalan bapi
Keluarga Miskin Relatif Baik

4. Penangatian Wabah Penyakit
Menular di Daesrah Anda Kurang
dari 24 Jamn

'-S. Pemantauan Fcﬁlmhuﬁén Ba_LlIa 1

di Daerah Anda sudah Berjalan dng
LBak
6. Permberian Su.piémcn.(iizi (_Vil. A,
Tablet Fe, Kapsul lodium) sudah
. ._lepat Sasaran
7. Pemberian Makanan Pendamping
AST hagt Bal.iTa dengan Status

Kurang (iizi pada Keluarga Miskin
telah Berjalan dengan Baik
& Penyuluhan Gizn Sembang pada
Daeralt Anda telah Terlaksana
_ MemganBak
9. Penyuluhan Penlaku Hidup sehal
ci Daerah Anda telah Terlaksana
__dengan Baik
10. Penyulihan I‘c-r-nhcrd-a_ya-a_n_
Masyarakat dalam Epaya
Peningkatan Kesehatan di Daerah
Anda tefah Berjalan dengan Baik
1. Ketersediaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan di Puskesmas telah
_ leepenebd
12. Ketetsediaan Obat dan Perbekatan
Keschatan di RSD). Dr. Soewandi
telah Terpenuhi
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R
-
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TR
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}- 2498
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T

s
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Bagitu Setu

ju
(30 - 74,99

Sewju
{75 - 100)

-

v

-

-

Rata-rata

44

Sumber : Data Primer (diolah)
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WALIKOTA SURABAYA

PEMATURAN WALIKOTA SURABAY A
HOMORR 44 TAHUN 20Gs

TENTANG
STANDAR BIAYA DAN HARGA
SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka tercapanya elisiensi dan efekdililas dulam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daeiah Kola
Surabaya serta sebagai pedoman delam penyusunan slandar
harga khususnya yang berkailan dengan piaya dan harga saluan
belanja, telah dileiapkan Keputusan Waikota Surahaya Noror 2
Tahun 2005 lentang Slandar Blaya dan Harga Satuan Belanja
Daerab Kota Sutabaya sebagaimana iztal diubaly {erakhic kali
dengan Peraturan Walkotla Surabaya Hoetnnr 46 Tahun 2006;

b. pabwa dengan dilelapkannya Feraturen Presiden Nomor 55
Tahun 2005 leniang limga Jual Ecaran Bahan Bakar Minyak
Dalam Negeri, maka hberdampak terthadap kenaikan harga ssluan
belanja barang dan jasa, cleh karena ilu Kepulusan Walikola
Surabaya Nomar 2 Tahun 2002 tenlang Slandar Biaya dan Harga
Satuan Belanja Dagral Kota Surabaya sebagaimana lelah divubah
jerakhir kali dengan Perawran Walikola Surabaya Nomor 46
Tahun 2005, perlu ditinjau kembal;

¢ bahwa berdasarkan perlimlrangan sebagaimana dimaksud datam
huru! a dan hurdl b di alas, seita dalam rangka pelaksanaan
ketenluan Pasal 64 ayal (4) Kepulusan Menteri Dalam MNegeii
Nomor 29 Tahun 2002 tentang edoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serla
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha HKHeuangan Daeiah dan
Penyusunan Perhilungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlv meneglapkan Peraturan Walikola tentang Slandar
Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.

1. Undang-Undang Momod 18 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah Kola Besar Dalam Lingkungan Propinst Jawa TimurtJawa
Tengahilawa Baral dan  Daerah  Isumewa  Yagyakarta,
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang MNamor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negura Tahun 1865 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Hegara Nomor 2730);

2. Undang-Undang
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BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DAERAH
Dr. MOHAMAD SOEWANDHIE

Jalan Tambakrejo No. 45-47 Surabaya - 60142
Telp.: 031-3717141,031-3725905 Fax, 031-3713651 E-mait: rsu.tambakrejo &lycos.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT DAERAH
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE

NOMOR : . OO  TAHUN 2004
TENTANG

TIM PEMEGANG KAS PELAKSANAAN KEPMENDAGRI(NOMOR 29 TAHUN 2002
DI RUMAH SAKIT DAERAH Dr MOHAMAD SOEWANDHIE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kepmendegri tentang Pedoman Pengurusan ,
pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah | pelaksanaan tata uszha keuangan daerah
dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja drerah di Rumah

Sakit perlu ditetapkan , tim pemegang kas di Rumah Sakit Daerah Dr. M
Soewandhie Kota Surabaya .

b. Untuk pelaksanuan lata usaha kevangan daersh dan penyusunan perhitungan
anggaran pendapatan dan belanja daerah dipandang perlu Kepala Badan Pengelola

Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Scewandiie mengangkat personel  sebagai
Tim Pemegang ki

Mengingat: 1. Undang — Undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Keschatan ( Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomoer 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 3 ;

o]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Ctonom (

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839,

Lad

Keputusan Menteri Dalam Negert No. 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ; '

4. Keputusan Menteri Kesehatan No, 582 / MENKES / SK / VI / 1997 tentang Pola
Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentanpg Pedoman
Pengurusan , pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerash serta tata
cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerali , pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
daerah ; :

6. Peraturan Daerahh Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi Badan Pengelola
Rumah Sakit Dacrah Dokter Mobamad Soewandhie Kota Surabaya |

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA . Tim Pemegang Kas Pelaksanaan Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 di Rumah Sakit
Daerah Dr. M. Seswandhie Kota Surabaya |
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Personalta vang  namanya lersebut dalam fajur 2 scbanyak 6 { Enam ) orang
scbagal tenaga peaksana Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 dan bertugas scbagai
tersebut datam fajur 5 :ampiran surat keputusan ini;

Tenapa dimaksud diberikan honorarium yang  diterimakan setiap bulan  sesual
ketentuan yang berfaku terhitung mulai tanggal | Januan 2004

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

Ditetapkandi : SURABAYA
Pada tanggal . 2 Januari 2004

'

KEPALA BADAN PENGELOLA
. .RUMAH SAKIT DARAH

/gfz‘@'{'.é M_Q_HAMAD SOEWANDHIE

N 7//

7 HEELYMA YOGA W. M Kes.
Pembina Tingkat |
NIP, 140 123914
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Lampiran » Surat Keputusan Kepala Badan
- RSD Dr M Soewandhie

DAFTAR NAMA — NAMA TIM PEMEGANG KAS PELAKSANAAN KEPMENDAGRI
NOMOR 29 TAHUN 2002 DI RSD Dr. M SOEWANDHIE TAHUN ANGGARAN 2004

O i.
No NAMA | NIP . Pangkat / Jabatan datam Tim
Golongan

1 2

| 3 4 5

' Penata
1 Drs. Agus Suprijanto 140 055 094 Tingkat I/ Ketua Tim Pemegang Kas
i Golongan
/d

|

! Penata Muda
140 139 670 Tk1f Kasir Penerima

Golongan

[1i/b ]

[ 2 Wiwik Hariyuni Iswari

3 Ni Ketut Parwati

i
i
i

Pengatur /

510 081 847 Golongan I1/c | Xasir Pembayar

|

| .} Penata Muda .
4 Sabduflah Sutrisno, SH | 510 031 632 / Golongan Pembuat Dokumen
Iil/a

Penata Muda
i S Zahrotul Zahei H 140 212 378 Tk f Pencatat Pembukuan
! Golongan
I/b

Pengatur
i 6 Sunarsih 510114 683 Muda / Pembuat SPP Gaji
i Golongan 1ifb

Ditetapkandi : SURABAYA
Pada tanggal : 2 Januari 2004

KEPALA BADAN PENGELOLA
RUMAH SAKIT DAERAH

Dr. MOHAMAD SOEWANDHIE

kY
\& HLELY GA_W. M Kes.
= Pembina Tingkat |

'y

“COUNIP. 140 123 914
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A

LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN DOKUMEN ANGQARAN BATUAN KERJA
{ DABK }
TAHUN ANGGARAN 2005
Nomur:g quASK‘J 2003

1. Persturan Dusrah No.04 Tahun 20105, tentang Anggeran Pendapainn dan Belanjs Dasrah Tehun 2005
2. Surat Dewsn Perwakilan Rakynt Daerah Kata Surabmys Nemor : 172/ 385/438.3/ 2005 tangge! 8 Juni 2005 Perihal
Keglatan mandahului Perubahen AFSD tahun 2006

WALIKOTA SURABAYA
Manetzpkan Perubaher Dokt men Anggaren Satuan Ketjw (DASK) Tahun Anggaren 2006
Bideng Pamarintahan {10} Bildang Kesshatan .

Kods dan Nama Satuan Kerja
Pananggung Jawab Anggaran

{1800 } Rumnh Sakit Swadwnn Or Suwandl, Tambak Rejo

4. Nema
B. NIP
¢, Jabxtan

DrELYMAYQQA W, M Kec,

140129914

Kepala Baden Pangalaln Rumah Skl Swadana Dr. Suwandi Tembak Relo

Pamagung Kas

4. Nama + Dre Ague Suprilmate
b NIp o 140055004
¢. Jabaten Kapals Bidang Keuangan BF RSD Dr M Soswancdhle
KODRE JUMLAH JLEMH BERTAMBAH f
REKENING URAIAN SEBELUM SEELAH (BERKURANG)
PERUBAHAN { PERUBAMAN
! Perdepaten
11 Fand apaten Ayl Cteeran
11467 Retribusl Caerak
T gY Retmousl Pt maansn Kaohatsn O R Swedems Tam bsdieu Sumome 2874000 Do 1.X74 000,500 a
Jurm | wh Kalr e O zarkh 2ET 8w it 1784500 000 L]
Juminh P andapatin AR Daamh” | RATEL08 504 478800000 o
ik Panaspaten 28T .50 000 2,07 B 000000 L]
12 Batarija Petayanun Pk
211 Bmangy A0m riSiTE Sl U e
2100 Ralan]1 Pogrwal Dar Parser il
22181 09 Gl Omn Tyrgangan Fog s 4 2184300 (20 210247000 20 908 AT
22101403 Bifrya Pergambdngan Sumber Gy M amsia 10, 000 10,008, 000 L}
Akl Bafanja Fegawal Dan Parsehalla FARE S BT ] AT 24T 4m LY A 20D
22103 Malanja Barrng ban Java
22102 M Blwyn Bahen PakiiH iyt Kinlor £F 4 30 900 A A, 000 ]
22102072 Blays Jxss Kantnr A 145 DD 205 80 04 5 {1 TH.A80 053]
1N Erzye Cotsh Dan PRnggend aan Kepsman Kamor TN TR MO TAAT 0 L]
Jizvmos Bl s M skatan Dmn MIpuman RIAT X -] 14,100,000 4
r210204 Biwyn Pospian Dinpa T3378.000 23,276,000 [
Hrmiah § san)a Bamang DanJave g 2 P0G AET4 NG TR0 000)
204 Ralan)3 Femeith arean
2210404 Batan|a Pem cknprann st vast T SO0, 0% T3 Grind, 00 []
7310408 Dainny» Feam B e en J aingan LLY X 16500, 0 a
FERER Bislan]n A ém aferssn Gangun n Sedeng el e, uinis il A ), B0 L]
T304 17 BaIBrga Fom s an Als Karted Do Rumsh Tanpga W 200,000 .500,000 L]
22104 14 B lanfs P o s acs on klst Kedoktzran 14 000, 0l 4,500,000 L
32104 14 Baianid P ain 20y s AJat Laoorsiorum 2,000,000 28,000,000 [
irmish Belgnfa Femelihaaan 200 0D D 200 00% ¢4 ¢
Jumtish W el enin Admiivtran] Umum FMEITO AR JOM3 T A 4.444.000
—
122 Belarjz Opersl Dan Pemetbarnn
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22201 Belanfs Fegawnl Den Ferienalia
22201 01 Honorarum 7 Upsh 17018000 17 2L 0 ]
2220102 Usng Leminx 840 000 [ ¥ [
22208 DY Irva Entif £ i pah Pungot 200 008 1 280 500 )
1326105 usng Trnaport 9,405,000 BAE000 ]
Jumish B afzrde Fogawal Dan Feryenafia HR210,000 HE210.000 ]
222m Petara Barzng Dan Jesa
222102 M BiEys Azhan f Material L RL F - L _RE ¥ ] 9
2220202 BeyrJass Pk Ketiga 20,508, 0ia) 298,00, 508 L]
22202 Busy's Cutak Dan Fanggsndensn j FAL-Y L 2514990 @
r320208 Bliryn M mcanan D wn ivem an 108 000 o4 125N 000 -]
2220208 Epys Qparasionsl D Pambinaan 204 540 00 E o F L F L]
Jumish Welarjn Bareng 0 Jasa LINNAN AN 1128030 484 °
2204 Feinnja Fom otth aramn
27204 14 Dolarys ¢ 0w . wan Al Kedokbiran _, 2308 540 T3 N08 8 a
Jomish § stanga, Femaitaren ! 10,408,048 navs.ca o
rminh # dlanga Oparasf Dan Pematiaraan L0R0.THI 6N Lok T 01 ]
1) Belanja Modal
27308 Balungs Medu AlntAngeutan
129002 Bebinfa Mogal Alpt Angiagan Darat Tidask Bermolor MARE 063 E PL-A S a
Justizh B slanja Megal Al Anghitan MARL 06T WA 00 [
221311 Balanjd Wedal &|at P ertanian
273110 Beiania Modd Alat Famabh smen Tanamen { Als Pemdmpanan 10814,11% BT AT REY) &
Jumish Betanja Modal Alrt P arianian 19514,911 (LT IERLLS [
23812 Batuaja Medas A (21 K amier Dan RUmzh Tangga .
2131 m Balang Mogcal Al Kantor 11211 003 #2111, 00 ]
2231202 Belanja Moodal Alxt Runah Tangge N A002TR MACE T 9
Jenixh Bolanje Modal Alst Kamber Das Rumah Tangda &L 212 A5 42124 L]
22314 Batanju Mot Alat K odeictarsn
2231401 Sefanty Modal Alst Katokinfan 11000237 1 X503 ]
2231402 Belana Modal Alst Kesenatsn 101 013 107,778,012 L]
Sheias el nAja Medal Al Xadextaran 1422071 300 1422071 I L]
Jumi e e o Meda) 18 TAMTIT 101748797 L]
sk l4h Bufunda Palaysaen Fubik LI a0 AN 4MODMIM B4 40,800
«Anvmimh Belanja Fataysnan Fusik G A ADE S840.530 0% 440 050
Total Batant SIS0 AN SO0 DAL 000
Jurphic [ Cefelt ) A.8R05N0.4M) A.I5000m) WAALL 500
Famblsyasn Rerath » o -}
Cizahkan gi : Surabaya
Pada Tanggal :{0-(p- 20005
PJ. WALIKOTA SURABAYA
e '
j- T E ;
‘}'\\{\ > s /( - f
tre. CH UOH_IMJ\‘\ N P’IAWIH, ML, MBI,
Disampaikan kepada ; : '

1. Rumah Sakit 8wadana Dr Suwandl, Tambak Rejo { Ash )
2. Baglan Keuangsn Sekrotariat Daorah Kota Surab

a
3XEatan Pengawas Kola Surabayluasi APBD Kota.gurabaya Dengan Menggu

4. Badan Perencanaan Pambangunan Kota Surabays

Mochammad Arifin Nachnuddin
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Bidang P
Program

Sub Program

Kegiatan

Plrppinan Prlaksana Kegiatan
Femegang Kas
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4

PEMERINTAH

KOTA SURABAYA

LAMPIRAN PERUBAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KER3A
BELANJA ADMINISTRASI LMUM
TAHUN ANGGARAN 2005

MNarior ! gq {,Ud&’_K,/ ZW(:

emerintahan

e

Or.sewandi, Tambak Rejo

dr Elyma Yoga W

Cirs Agus Suprijanto

1800 ) Pumah Sakit Swadana Dr Suwandi, Tambak Rejo
10 ) Bidang Kesehatan
10 91 ) Program Belanja Tldak Langsung - Bidang Kesehatan

10 91 01 ) Sub rFrogram Belanja Tidak Langsung - Bidang Keschatan
10 91 01 1800 } Belanja Administras| Umum - Rumah Sakit Swadana

KODE JUMLAR JUMLAK
REKENING RINCIAN BE!.ANJA SEBELUM SETELAH SELISIH KETERANGAN
2 Belanja
2 2 Belanja Pefayanan Publik "
221 Belanja Administrasi Linum
22101 Belania Perawal Dan Personalia
2210103 |Gajl Dan Tunjangan Pegawal
2 21 01 03 0liGaji Pokok 1.203.469.16141.203.468.181 g
2210103 02Tunjangan Keiuarga 86.639.110] B86.639.110 0 .
221010303 {Tunjangan Jabatan Struktural 79,794 000| 79,794,000 O
2210103 04Tunjangan Fungsional 267.124.000f 267.124.000 0
2210103 O5[Tunjangan Kesejahteraan Pegawal Gi.500.000] 61.500.000 0
2210103 06(Tunjangan Beras 80.893.856f 80.893.956 0
2210103 07Tunjangan Pph 43.441.627 43.441.627 0
2 2 141 03 G8lPembulatan Gaji 327.000 327.000 0
22 1 0Ll 03 09iGaji Pcgawal Honorer 194.337.000) 458.243.500) 263 .906. 500
2210103 1i[Tunjangan Air 9,372.000 9.372.000 0
2210103 12[uang Makan 121.968.000| 121.9668.000 0
2210103 15]luran Askes 5.470.314 5.470.314 &
rumiah Gajl Dan Tynjangan Pegawal 2,154,336 188]2.418.242.688] 263.906.500
2210105 |Biavé Pengembangan Sumber Oaya Manusia
22 18i 05 02[Biaya Bantuan Pelatihan Dan Kursus Ketrampilan 19.000.000] 19.000.000 0
Jumnlah Biaya Pengembangan Sumber Daya Manysla 16.000.000{  19.000.000 0
Jumiah Belan{a Pegawai Dan Personaiia 2.173.336,18812.437.242.688] 263.906.500
22102 Beianja Barang Dan Jasa
2210201 Biaya Bahan Pakai Habls Kantor H
2210201 gliBiaya Alat Listrik Dan Elektronik 4.000.000 4.000.000 0
2 210201 02|Biaya Alat Tulis 16.000.000 16.000¢.000] 0
2210201 0J|Biaya Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1.559.600 1.55%.600 0
2210201 04|Biava Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9.0:00.000 $.006.000 O
2210201 08BiayaGas [ . .6, 11.880.0001  11,860.000 0
Jumlah Biaya Bahan Pakai Habis Kantor 42,439,600  42.439.600 o
2210202 Biaya Jasa Kantor
2 2 1 02 07 0t]Biaya Listrik 138.{I0.000)  138.000.600 4]
;210202 021Blava Telepon 24.240.000| 24,240,000 0
2 210202 03Biaya Alr 23.400.000| 23.400.600 0
2210202 04[Biaya Surat Kobar / Majalah 1.084.000 1.080.00% 9
22102 0207Biaya Jasa Pegawa’ Non Pns 253.420.000] 73.960.000|{17%.460.000}
Jumliah Biaya Jasa Kantor 440.140.000] 260.680.00Q( 179 .460.000)
2210203 iBlaya Cetak Dan Penggandaan Keperluan Kantor
2210203 05Biaya Cetak 65.999.900] 69,999,900 0
2210203 02ZBiaya Fotocopy 4.980.000 4.980.0030 0
2 2 102 03 03]Biaya Panjilidan 1.000.000 1.000.000 8
Jumlah Biaya Cetak Dan Penggandaan Keperluan Kantor 75.979.900 75.97%.900 0
2210205 [Biaya Makanan Dan Minuman
2 210205 01Biaya Makanan Dan Minuman Harian 4.800.000 4.800.040 0
2210205 02|Biays Makanan Dan Minuiman Rapat 7.200.000 7.200.000 0
2210205 03Biaya Makanan Dan Minuman Tamu 2.100.000 2.104).000 0
Jurniah Biaya Makanan Dan Minuman 14.100.0090 14.100.000 H
i
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PITELITI OLEH:

J

abatan | Nama

Tanda Tangan

Pembangunan

Kepala Badan Porencannan

LHUTRESISWANTO, MM,

Kepala Bagian

oro ADITYA WASITA
%

Bina Fembangunan

e

Kepaly Baglan

Kotrangan Crs, PURWITO

V4

NIP, 140123914

T¥ 10206 Biaya Pakalan Dinas
2210206 di|Biaya Pakaian Sipil Harian 10.200.000 10.000.000 0
2 2102 06 Q7|Biaya Pakaian Sipil Lengkap 13,375,200 13.375.000 0|
Jumlah, Biaya Fakaian Dinas 23.375.000 _ 23.375.000 0
Jumlah Belania Barang Dan Jasa 596.034.5001 416.574 500/ 179460060
221404 Belanja Pemeliharaan
2210404 Belanja Pemellharaan Instaiasi )
oo nane o Belanja PemieliRaraan 1Rstalasi fengstaran Samvpah’” c oo aonl c.000.000 5
22104 04 03f % Srganik =9 P 5.000.060|  5,000.000 o
2 2 104 04 058clanja Pemeliharaan Instalasi Poimbangkil Listrix 4.000.000 4.000.000 0
22104 04 08/Belanja Pemeliharaan Instalast Gas 2.000.000 2.000.0400 0
N Jumlah Belanja Pemealinaraan Instatasi 23.000.0001  23.000.000 0
22140405 [Belanja Pemelinaraan Jaringan
2 2 1 04 05 Q2|Belanja Pemeliharaan Jaringan Ustrik 5.000.000 5.000.000 0
22 104 05 03Belanja Pemelibarpan Jaringan Telopon 5.000.000 5.000.000 s
Jumlah Beianja Pemetiharaan Jaringan 10,000,004 10.000.000 0
2210406 |Belanja Pemelinaraan Bangunan Gedung
22 104 06 01iBelanja Pemeliharaan Bangunan Gadung Tempat Kerfa 89.000.000]  838.000.000 0
Jurniah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 88.000.000 88.000.000 a
2210412 (Belanja Permeliharaan Alat Kantor Dan Rumnahb Tangga b
2210412 01|Belanja Pemeliharaan Alat kantor 2.000.000 2.000.000 0
22104 12 02[Belania Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 28.000.000 28.0430.000 o]
22104 12 03iclania Pomeliharaan Kompoter 4.000.000 1.040.400 {1
22104 12 04 Eg]lg:jgaé Pemelibaraan Meja Can Kursi Kerja / Rapat 1.000.000 1.000.000 o
lumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga 35.000.000{ 35.000.000 0
2210414 Belanja Pameltharaan Alat Kadokbern
2210414 01|Belanja Pomeliharaan Alag Kodokecran 10.000.000 16.000.000] 0i
22 104 14 02|Belania Pemeliharaan Alat Keschatan 6.000.000 65.000.000 0
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kedokieran 16.000.000 16.000.000 0
2210415 |Belanja Pemelinaraan Alat Laboratarium
22104 15 01lBetanja Pemeliharaan Unlt Alat Laboratorium §.000.000 8.000.000] >~ 0
i 2elanja Permncliharaan Alat fadiation Application And
2210415 OﬁNOI"I [gestructive Testing Laborator & - JRITR 0000 0
Juminh Brelanta Pomelibarann Alat Labarabarlom 2000000 28.000.000 f)
Jumiah Belanja Pemncliharaai 200.000.000{ 200.000.000 {
Jumlah Belanja Administrasi Umum 2.569.370.688|2.053.817 188] 84.446.500
Jumlah Belanja Pelayanan Publik 2.969.370.6B8|3.053.817.188 A4.446.500
Jumlah Belania 2.969.370.6BB|3.053.817.188 84.446.500
ALOKAS] BELANIA
JENIS BELANIA Triveulan [ Triwulan 11 Triwulan 11 Trivulan IV Jumlah
Belanja Pegawai Dan Personalla 538.584.047] 543 5B84.047 679.537.297) 675537 297]2.437.242. 684
Belanja Barang Dan Jasa 135.524.975f 141.084.575] ?25.165.375| 64,794,975 416.574.500
Belanja Pemeliharaan 28.0006. 000 59 .000.000 £2.000.000 31.000.000] 200.000.000
Jumlah JOZ 09 02 VANG6A.GY2[ w36, 707272 AVLLA32 710N A7 IR
Suraboya,

Kepzla Badan Peageloia Rumah Sakit
Swadana Dr. Suwandi Tambak Rejo

P 'VBINA TIF\GK!\T I

"--\_ Mengetahui:
ak Kota Surabavya

s A
< 58ukamto Hadi, SH.

NIP. D10 165

< Permbina Utama Muda

377
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAMPIRAN PERUBAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2005

Namer : \S"I/DMI"—/ Zﬂbg

. ra
UnitOrganisasl : (“1800 ) Rumah Sakit Swadana Dr Suwandi, Tambax Rejo
Bidang Pemerintahan : ( 10 ) Bidang Kesehatan
Prograrm 1 { 1008} Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
. { 10 08 02 ) Sub Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan
Sub program ' Kesehatan - Rs Swadana Dr. Suwandi, Tembak Rejo
Kegiatan < { 1008 02 0003 ) Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan

TOLOK UKURDAN TARGET KINERJA KEGIATAM

INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET KINERJA
Masukan Dana dan Tenaga ) . Dana Sebesar Rp. 1.597.962.382,--
pelayanan Kesehatan R.Jalang0000,
Pelayanan Kesehatan R, Jalan R, Inap, Bedah, Radiologi, Laborat, R.Inap 8000, Bedah 500, Radiologl 6000,
Keluaran lapotik dan Ambulance Laborat 6000, Apotlik 40000, ambulance
350.

Felayanan Kesehatan R, jalan 90000,
R.Inap 8000,Bedah 500, radiologi 6000,

Hasii [Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Laborat 6000, apotik 40000, Ambulance
350,
Manfaat Pelaygnan Kasehatan Rumah Sakit Maningkat
Darmpak [Angka Kasakitan dapat ditekan Kesejahtaraan rakyat meningkat
" Sifatkegiatan :Baru
{ Baglan Belanfa :BELAMNIA PELAYAMNAN PUBLIK
Jumlah BiayaKegiatan © Rp.1.997.362.382 i
Sumber Dana :Pendapatan Daerah
Kondisi SebelumKegiatan :Sesuai 5OP
dilaksanakan
Waktu pelaksanaanKegiatan :'1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005
Lokas| Kegiatan :(Badan Pengelola RSD Dr. M, Soewandhle)

PimpinanPelaksana Kegiatan

a. Nama :dr Elyma Yoga W
b. NIP ;140123514
' c. Jabatan ‘Kepala Badan Pengelpla RS Swadana Dr Suwandhie
PemegangKas
a. Mama 1Dirs AgQus Suprijanto
b. NIP 0140055094
¢. Jabatan :Kepala Bidang Kewangan BP R50 Or M Scewandhie
JUMLAH JUMLAH .
Ii-(CJDEREKENING RINCIANBELAN]A SEBELUM SETELAH SELISIH | KETERANGAN
2 Belania
22 Belanja Pelayanan Publik
222 Befania Operasi Dan Pemeliharaan
22201 Belania Pegawai Dan Personalia
2220101 Honorarium / Upah
222010101 |Honoraricm Tim / Panitia 65.900.000] ' 6.900.000] « 0
Jumlah Honorarium / Upah 6.900.000 6.900.000 {
2220103 Insentif / Upah Pungut 8
222010303 |lnsentlf Laln - Laln Pad Yang Sah 891.250.000 980.375.000(+89.125.000} .~
Jumiah Insentif / Upah Pungut 851.250.000 980.375.000] 82,125,000
2220105 Jang Transpart
222010501 Juang Transport Tim / Panitia 7.500.00C1  7.500.000] c
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Jumlah Uang Transpart . . 7.300.000 7.500.000 0
Jumiah Belanta Pegawal Dan Personaia o Do croo RIS T 560955 4. 775,000} 89,125,600
22202 Belanja Barang Dan Jasa L
2220201 Biaya Bahan / Material
222020103 |Blaya Bahan Obat - Obatan 421.736.885|,541.716.571J¥19.579 6546~
222020104 |Biaya BEahan Kimlia 76.780.026}.  76.780.026]' 0
7 22020105 |Biaya Bahan Percontohan 184.800,062,-18:4.800.062) .- Ci
Jumlah Blaya Bahan / Materlal 683,316,973 BR3.206.659|119.57% 6856
2220205 Biaya Makanan Dan Mlnuman .
2 22020501 IBiaya Makanan Dan Minuman Harian 147.588.000k147.588.000] v 0
Jumiah Biaya Makanan Dan Minuman 147,588,000} 147.588.000 0
Jumiah Belanja Barang Dan Jasa 830.904.573] 950.864.655]119.879.68C
Jumiah Belanja Operasl| Dan Permneliharaan 1.736.554.973]1.945.655.65%|205.104.686
223 Belanja Modal : '
22311 Belania Modai Alat Pertanian
22131102 Belanja Modal Alat Pemeliharaa‘:tn Tanaman / Alat
Penylmpanan
223110201 |Belania Modal Alal Pemelibaraan Tanaman 4.030.859], 4.030.855] + 0
Jumlah Belanja Modat Alat Pemellharaan Tanaman / Alat Penvimpanan 4.030.83% 4.030.859 0
Jumiah Belanja Modal Alat Partanlan 4.030.859 4.030.859 <
23312 Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga
2231201 Belanja Modal Alat Kantor
2231201 04 jBelanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor B.541.139] « B.541.135} « 0
Jumiah Belania Modal Alat Kantor 8.541.139 8.541.139 G
2231202 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
2231202 04 |Belanja Modal Alat Pendingin 23.337.983| » 23.337.983} « y
Jumlah Belanja Modal Alat Rurmah Tangga 23.337.983 23.337.583 0
Jumiah Belanja Modal Alat Kantor Dan RPumah Tangoa 31.879.122 31.879.122 0
22314 Belanja Modal Alat Kedokteran .
2231401 gelanja Modal Alat Kedokteran
22314 01 13 [Belanja Modal Poltklinik Set 16.392.741] v’ 16,352.741] v 5
Jumlah Belanja Modal Alat Kedoktaran 16.392.741 16.392.741 -0
Jumiah Belania Modal Alat Kedokteran 16.392.741] 16.392.741 0
Jumlah Belanja Modal 52.302.723 52.302.723 O
Jumlah Belanja Pelayanan Publik 1,788.857.656|1.997.962.382(205.104 686 '
Jumiah Belania 1.7668.857.696[1.597.962.3821205.104 6686 -
g v 4 LV
ALOKAST BELANIA
JENISBELAMIA Triwulan] Triwulanll TriwulanIIl | Triwulanly Jumliah
Belanja Pegawal Dan Personalia 225.287.5000 227.537.500| 227.537.500(314.412 500| 994.775.000
Belanja Barang Dan Jasa 207.726.000] 207.726.000f 207.726.000[327 706.659] 950.B84.659
Belanja Modal Alat Pertanian o] 4.030,852 0 £ 4.030.859
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga Of  11.668,531 14,375.637] 5.834.495 31.879.123
Belanja Modal Alat Kedokteran 0 £8.196.371 8.196.370 0 16.392.741
Jumlah p433.013.500) 459.159.721) 457.835,5071647.953.654]1.997,962.3482|-
_Emsareaya, (o - Y- Lons
DITECLITI OLEH : Kepal Kgnfielola Rumah Sakit
Jabatan Mama TandaTangan ) a Dr, \Tambak Rejio
P;:rpnagzn%ﬂaannPerencanaan irr TR SISWANTO .MM, f = Lﬁ' i
7 a e L Qs
Kaepala Baglan BIna Pembangunan Ir, ADITYA WASITA é’WiﬁL m‘w ] /
- ¥ i
! {] X YMAY,
Kepala Baglan Keuangan Drs. PURWITC ;L ETINGKAT 1
o 340123914

HMengetahul:

U

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Sukamio Hadl, SH,

Fembin3 Utama Muda

NIP, 010 165 3
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Rencana Kegiatan Tahunan

ztuan Ker:a . RS Or. Soewandic

ode Kegiatan : IB0OQ.3003

ama Kegatan : Peningkatan Kinerja Pelayanan “esehatan '
arget

shun Anggaran : 2005 ‘
Kemponen Satuoan Koefisien Harga Hasil PPN Total

Belanja Pecawal

L2.2.01.03.03 Insentsf Lain - lain PAD yang Sab

[nsentif jasa Oly 287520000 0.3 B&.250.000,0000 0% EB6.250.060,0C60

pelayanan RS Dr Rupiah

Soewandi

Insent:f tim pembina Ya 287507700 0.01  2.875.000,0000 0 % 2.875.000,0000
RS Dr Soewandi Blipan

Total :  $9.125.000,0C00
Total Belanja Pegowai @ 8%9.125.000,0000

Belanja Barang / Jasa

.2.2,02.01.03 Biaya Bahan Qbat - Obatan

Diasepam tab 2 myg s 2 dus 14,285,30 28.570,5948 10 %I 31.427,6543
Acyclovir 200 myg kotak/100 S Kotak/100 81.273,00 406.365,0000 10 % 447.001,5000
Acvclovlr 400 mg kolak/104Q 3 kotak/100 133.709,00 615.545,0000 10 %% 680‘.399‘5000
Albothyl 100 cc fls 10 fis 221.760,00 2.217.600,0000 10 % 2.435.360.0000
Alkoho! 90% i lite 50 lite~ 12.320,00 616,000,0000 10 % 677.600,0000
Allopurinol tab dos/100 B dos/100 i5.048,00 120.392,0000 10 % 132.431,2000
tablet Latlet
Aminophillin tab botol/1000 3 botol, 1036 39.491,00 118.473,0000 10 % 13¢.320,3000
?mboxicillin 500 my kotak/ 100 33 kotak/100 356.673,00  1.100.390,0000 10 % 1.210.208,0000
a
Armoxicilin 1nj Cos/10 vial 40 dosf 0 wial 78,500,00  3.140.000,0000 10 %% 3.454.000,0000
AmaoxicillinSyr botol - $0 Takc! 4.480,00 224.0006,0000 10 % 246.400,0000
Ampiciliin 500 mg Tab  kotak/i00 4 kotak/100 40.682,00 162.728,0000 10 % 179.000.8000
Ampicilin Syr bntol 29 potot 4,480,00 £9.600,0000 10 % 98.560,0000
Anesject Inj _ wial 10 wial 131.170,00 1.3::.700,0000 10 % 1.442. 8Y0, 0000
Antacida Tab Datal/1000. 4 botal/1000 15.291,08 £1.164,0000 10 % £7.280,4000
Agua gel tube i G0 tuue 31.360,00 1.254.400,000C 10 % 1.379.840,0000
Asam mefcnamat 500 kotak/100 10 kotak/t00 23.955,00 239.550,0000 10 % 263.505,0000
mg
Atropin sulfat inj Ampu! S Ampul 121.000,00  1.089.000,0000 10 % 1.187.900,0000
B.Chromic ng 2 roll 10 roh $78 880,00 9.78B.800,0000 10% 10.767.680,0000
B Chromic plain 2 roil/ 30 m 11 roll/50 m 640.000,00 7.040.000,000G 10 % 7.744.004,0000
Bgnang silk black 2 roll C 14 ol 327.272,73  4.581.818,2200 10 % 5.040.000,04240
50m
Benang silk black 2/0 rall HIN ] 363.636,356  3.436.363,6000 10 % 3.59%.9%99,9600
100m . . .
Benang sitk black 3/0 ot LG rall 32729273 32727373000 10 %4 3.600.000,02380
100m
treradire Iier 20 liter 114.761,00  2.295.220,0000 10 % 2.524.742,0000
Captoprsd 12,5 mig etk 100 10 xotak/100 ¢0.000,00 200.000,0000 10 % 220.360,0000
Captoprit 25 mg Ashakd 100 17 Botak/100 2883800 2865.340,0000 10 % 314.9%56,0000
. Captopril 50 mg woiek/UD SUowntak/150 AFFATL00 2.ATA077 0000 109 FETI ATA FOON

THOGA005 02
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : Bahwit unuk meelaksanskan Angoaran Belanjs Talumn 2006 periu diseckaien blays dengan penerbian Otorises]

Mengingst : 1.  Undeng- Unding Nomer 22 Tahun 1008, Tentweg Pemerintehe Dasrah.
2 Pershuran Pemednish Mormar 06 Talnar 2000, Téntang Pengsiolen dan Pertengoungiswabmn Ksusngan Desrh
3 'WWMMMNTMMTMWWPWM
mwmwrunpmmmhmm,m
rﬁmnwmmmmmmmmm.
mmmmwmmormmrmmmww
Daersh,

mmmmwmmmmwwmmm.mmmm

Angiyarsh Pendaputan dan Belanja Deersh, Tahun Anggoersn 2006. -

MEMMMWWMBJJM,W&MMWMMW

APBD Tahun 2005,

7. smnmmmmuﬁmmrmﬂwmwmm
Anggaren Pendspstan dan Belanja Duerash Tahun 2004,

2. Swat Kepuhssan Walliot Sursheys Nomor ; 180,4501438.1.2/2005 tnggal 3 Jenuer 2005, Perfel Penunjukan Pejab st
yang dibed Wawenang unhuk menandetengan? Sorat Keputusan Otortsae! (SO} untuk Tabun Anggaren 2006,

8, Suwot Keputussn Wellote Sursbeym Nomer : 18845/ 438122005 Tangod  Januwri 2008, Perftmd Penurfuken
dun Pangangkatan Pamegang Kas dan Penanggungisweh Anggaeran

MEMUTUSKAN

Bsrdasarian Peraturan Daersh Kota Surabaya Nomor: © Tahun 2004, Tanggal 27 Nopemirer 2004 tentang
Perubahan Anggaran Pendapstan dan Balanja Daasrah Kota Sursbaya Tehun Anggaran 2004

o n .

1, Jisriah satinggl - inoginya yang dimyarkan : Rp 89,507,000 -
2. Unhik Kepariuan
a Kode Unit Kerjx : 180
b Nama Unit Kera 1 RS. Swadane Dr. SUMWANDHI TAMABAK REJO
3. Alas Bshan
a Bagian Belana : Batanim Publik -
Kalompok Betara :
1). Balanja Administrasi U . Rp 89,507,000
2). Belanfa Operasl dan Pemeliharaan : Rp .
3). Belanja Modal : Rp -
b Befanja Bagl Hasil dan Bantuen Keuanghn : Rp -
¢ Belanja Tak Tersanghka : Rp - )
d Pamblayaan ! Rp -
& Tahun Anggaran . 2005
4. Atasan Langsung - . Or. ELYMAYOGA WIJAYAHADI, M.Kes.
5. Pemegang Kas ; Drs. AGUS SUPRIIANTO
8. Dasar Otorisast
u DASK : Nomor ;. FTOASIK2005
b Jumiah Linduk Anggaran yg bercangiadan Rp 88,507,000
7. lkhtisar Otorisasi
a sid Ctansasl yang ialy o Rp -
b Sism Angomian ' Rp 69,507.000
¢ Otoricast ini Rp 80,507,000
d Sisa padw havi Ini Rp -

8. Ketentuar-ketentuan Lain :

i Suwbeys

T % Pede Tengew : 20102002

" 4N WALIKOTA SURABAYA

. .- SEKREJARIS DAERAH
) . "3 -

P

=.\
ot
]

.

. " Potnbina Tingkat |
' NP 010185377
Dieampeikan kepada T
1. Kepsin Bacer: ! Disas / Beghe Ce. Pumagang Kas re. Swadena Or. Suwend Tembalrejo
o 2. Bagian Kewingen Selvetwint Daessh Ketn Sursbeyn
Skripsi 4. Badan PedgesksciCoth BOEMgeta Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMERINTAN KOTA SURABAYA
DAFTAR RINCIAN 8KO
Nomor BKO F—  J8KO/ | [Tebun 2005
Tanggel : 3 danuarl 2005
Nama Unit Kerfa : RS Swadana Dr. Suwand|, Tambak Rejo
Kode Unit Keris 1800
Jumish sid Sign KO Sisa
Kods Kegiatan Hama Negiatan Ahgperan SKO Anggersn ini puda
yang lalu harl i
2 3 4 5 [ 7 (#=E-7)
180G 10 91 01 1800 | Batanja Administras] Umkam 19,507,000 - 89,507,000/ 89,507,000 | —
Jumiah - 89 507,000 o]
W
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Nomor
Lampiran
Perihal

Skripsi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMERINTAH KOTA SURABAYA ”
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Ji. Jimerto no. 25 - 27 Telp. 5312144 ext. 345, 584 Fax. 5342008
SURABAYA (60272)

Justar;
Surabaya,-2 ~Januari 2006

934/ /1§ 1436.6.7/2006 | Kepada
: 2 (dua) berkas Yth.Sdr.Ka.Badan Pengelola
: Surat Pertanggung Jawaban RS .Socewandi

Kota Surabaya
di
Surabavya

Bersama ini dikiimkan kembali Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ)  Bulan Desember 2005 , yang telah kami teliti kebenarannya
sesuai dengan bukti-bukti yang telah disahkan dengan keadaan kas :

Jumilah Kas bulan ini IRp. 774.017 492 -
SPJ Bulan ini ‘Rp. 774.017.492 .-
Sisa Kas 'Rp. --

Demikian untuk menjadikan makium.

an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA SURABAYA
Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Verifikasij
u.b
Kepala Sub Bidang Verifikasi

/
LILIKASTUTI.SE
NIP. 510 077 049

Evaluasi APBD Kota Surabaya Dengan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



PEMERIRTAKOTASURABAYA
DAFTAR PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
NO. /06 1 SPP/ XIL/2005

NO. REGISTER BAGIAN KEUANGAN :

DINAS /f BAGIAN / KANTOR : RSD DR. M, SOEWANDHIE KOTA SURABAYA
KODE DINAS / BAGIAN / KANTOR @ 18.00. — 10.91.01.18.00
ALAMAT : JL. TAMBAKREIC NO. 45 — 47 SURABAYA

NO. TELP. (031) 3717141

Surabaya, Desember 2005

Kepada Yth. :

Bapak Walikota Surabaya

(Kepala Badan Pengelola Kevangan)

di-

SURABAYA

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002,
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah, maka bersama ini kami
sampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari .. berkas untuk diterbitkan SPM PENGISIAN KAS (PK) :

Sebesar 'Rp. O,—-(NIHIL).-

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan
ode Kegiatan 1 10.08.02.0001

Atas Nama : 8dr. Drs. Agus Suprijanto — Pemegang Kas RSUD dr. M. Soewanddhie Kota Surabaya

Alamat : Jin, Tambakrejio N 0. 45 — 47 Surabaya,

Yang mempunyai rekening pada Bank : Bank Jawa Timur No. 200.01.03.125733

Yaitu unfuk keperiuan : Belanja Pegawai dan Personatlia, Belanja Barang dan Jasa.

Dengan lampiran-lampiran tersebut di bawah ini. . ;

— r |
01. | Surat Permintaan Pembayaran (S5PP} (asli+2 tembusan) :01. Ada / Tidak Ada :
(2. | Daftar Perindan rencana penggunaan Kas (asli + 3 tembusan} 02. Ada / Tidak Ada
03. ; Surat Kepulusan Otorisasi (SKO) 03. Ada / Tidak ada
4. | Berita Acara Pelelangan dan pemberian pekerjaan (asli + 2 tembusanj 04. Ada / Tidak Ada
0S. | Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan {asli + 2 tembusan) 05. Ada / Tidak Ada
(6. | Surat Perjanjian Jual Beli / borongan bangunan bs Ada / Tidak Ada i
07. | Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) 3 tembusan 07. Ada / Tidak Ada |
08. | Faktur / Nota {asli + 2 tembusan) gg Ada / Tidak ada
09. | Berita Acara Penerimaan Barang-/ Kemajuan pekerjaan (asli + 2 tembusan) . Ada / Tidak Ada
10. | Kuitansi {asli + tembusan) 10. Ada / Tidak Ada
11. | Jaminan Bank Pemerintah {asli + 2 tembusan) 11. Ada / Tidak Ada
12. | Surat Pemberitahuan P.PN. {1 set) 12. Ada / Tidak Ada
13. | Surat Keterangan P_PN. (1 set) : 13. Ada / Tidak Ada

- 14, | Akte Netaris (3 tembusan yang ditanda fangani dengan tuf:san tangan) 14, Ada / Tidek Ada

!' 15. | Surat Angkutan (3 tembusan) 15, Ada / Tidak Ada

i 16. | Konosemen atas dokumen pengapalan lainnya (3 tembusan) 16, Ada [ Tidak Ada

~17. | Daftar Gaji / Honorarium / Vakasi dan lain sebagainya (asli + 3 tembusan)  [17. Ada / Tidak Ada

| 18. | SKPP (ashi + 2 tembusan) 18. Ada [ Tidak Ada

i 19. 1 Datar Keluarga (asli + 2 tembusan) 19. Ada / Tidak Ada
20, 1 Surat Nikah (asli + 2 tembusan) 20. Ada [/ Tidak Ada
21. | Surat Kelahiran / Kematian (3 salinan) 21, Ada / Tidek Ada
220 . i22. Ada [ Tidak ada

Surabaya,
Telah diterima oleh Bagian Keuangan Pemegang Kas
CATATAN : Kota Surabaya RSD Dr. M.
Pada tanggal : Soewandhie
A.n Kepala Bagiant Kevangan Kota Surabaya Kota Surabaya,
Lo e300 ‘
R ol Drs. Afus Soprijanto
_ L o Pembina
- e e T NIP. 140 055 094
SKripst Evaluast APBD Kota Sufatyaya Dengan Menggunakan ... = Mochammad Arifin Nachnuddin




ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMERINTAH DAERAH - "Kota Surabaya

PERANGKAT DAERAH : Rumah Sakit Daerah Dr. M. Soewandhie Kota Surabaya
LOKASE : JI. Tambakrejo No. 45 - 47 Surabaya
KANTOR/SATUAN KERJA - Rumah Sakit Daerah Dr. M, Socewandhie Kota Surabaya

KODE KANTOR/SAT. KERJA : 18.00.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PENGISIAN KAS
Tahun Anggaran 2005 BULAN : Desember 2003 No.

A. Kepada Kepala Bagiart Keuangan Kots Surabaya di Surabaya

Diminta untuk membayar kepada kami sebagai Pemegang Kas guna :

Uraian Kode
1. Dinas / Unit Kerja RSD Dr. M. Soewandhie Surabaya
2. Departemen / Lembaga Pemerintal Koata Surabaya
3. Unit Organisasi . IRSD Dr. M. Soewandhie Surabaya
4, {okasi . Tambakrejo 45 - 47 Surabaya
5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6, Perindan jenis pengeluaran Belanja Pegawai dan Personalia
Belanja Barang dan Jasa
(Kode Rekening) . |Terlampir
~ Sebesar Rp.0,-« (NIHIL)

aengan perincian rencana qunaan terlampir serta penjelasan-penjelasan sebagai berikut

Jumiah untuk Mata Anggaran bersangkutan
B.I. PAtgl '
No.
Triwulan I Rp 70,681,250
Trivudan I1 Rp 798,325,810
Teiwulan 111 Rp 795,892,449
Triwulan TV Rp 602,523,268 |1
Rp 2,267,422,777
Il. SKO
tgl. 29-3-05 no. 282 | Rp 70,681,250
tgl. 01405 no. 398 | Rp 798,325,810 | .
L. 01-7-05 no. 462 | Rp 795,892,449 |II I =
tf. 03-10-05 no. 592 [ Rp 602,523,268 | Rp 2,267,422,777 | Rp -
III. SPM
Pengisian Kas: Rp 107,981,478
Beban Tetap Rp 1,373,925,500 jIII -1 =
Rp 1,481,907,378 785,515,399

Rp
C. PENGANTAR MENGENAI SISA KAS/BANK :
1. SPM Pengisian Kas 5/d yang Jall ...covcervmnincmimsvicinnnemcssvarisssesnsratvnessrenens Rp 107,981,4/8.00
2. SPY sfd Bulan Desember 2005 .. et s Rp 107,981,478.00
3. SPM Pengisian Kas yang befum di SPI-Kan ....ccocerececieiecceeesiscsencseceaeneas Rp
4. SPM PK yang telah digunakan tetapi belum di SP3-kan ... Rp
Rp

5. Salde-Kas/Bank pada hami il ........c.oceoivsiimmisicisrerosmsmramssaresssscmceneessaease o -
Surabaya,
Mengetahui / Menyebujui :
9'/1;!_(.“_!'-1. Soewandhie
otk Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas,
K s R an
. oy O - ' Tloa
) . 74:(/ | ﬁ:@
Sy Liian Anggreny dr. Dias Ratnani, Sp.R. . Drs. Agus Suprijanto
“~ -Pembina Tingkat 1 Penata Tingkat 1 Pembina
NIP. 140 199805 . NIP. 140 229 092 NIP. 140 055 094
E. Ruang Catatan untuk Bagian Keuangan P p-% v
.'I { w "

BT S e

Skripsi Evaluasi APBD Kota Surabaya Dehgan Menggunakan ... Mochammad Arifin Nachnuddin



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
Lampiran pada SPP No.
Register :
Kode Kegiatan : 10.08.02.0001
Nama Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesahatan
Kode Rekening
Kode Unit Organisasi : 18.00
1. Dasar Pengeluaran SKO No. 282/SXO/LfTahun 2003, tgl. 29 Maret 2005 Rp 70,681,250.00
No. 398/SKO/TI/Tahun 2005, tgl. 01 Aprit 2005 Rp 798,325,810.00
No. 462/SKO/IY/Tahun 2005, tgl. 01 Jufi 2005 Rp 795,892, 449.00
No. 5392/SK0/Iv/Tajhun 2005, tgl. 03 Oktober 2005 Rp 602 523,268.00
JUumMIAN e e e Rp 2,267,422, 77700
2. Rencana pengeluaran untuk keperiuan
No. Rincian Rencana Jumiah
Urut | Kode Rekening Penggunaan Anggaran Belanja Rencana per Jumiah :
per Rincian Obyek Belanja Rincian Obyek Belanja
[ 1 2 3 4 5
1 [22201 Belanja Pegawsi dan Personalia
12.2.2.01.01.01 |Honorardum Tim / Panitia Rp 2,325,000.00 - \
2.2.2.01.05.01 {Uang Transport Tim / Panitia Rp 330,000.00 | ~~
Rp 2,655,000.00 | Rp 2,655,000.00
2 12.2.2.02. Belanja Barang dan Jasa
2.2.2.0001.06 |Biaya Alat Tulis Rp 535,700.00 [~
|2.2.2.02.02.01 |Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Rp 19,500,600.00 | -
2.2.2.02.03.03 |Biaya Penjilidan Rp 32725000 ]
2.2.2.02.08.03 |Biaya Opr. Organisasi Sesial dan Kepemudaan Rp  304,771,536.00 | -
[2-2.3.12.01.04 |Belanja Modal Alat Penyimpanan Perleng. Kantos., | Ry 2,640,000.00 [
{2.2.3.14.01.04 |Belanja Modal Alat Xedokteran Mata Rp 11,202,000.00 § -
12.2.3.14.01.13 [Belanja Modal Poliklinik Set Rp 12,910,000.00 | —
Rp 351,886,486.00 | Rp 351,886,486
401.01.02.01 |Kas di Pemegang Kas ( Rp. 354.541.496,—~
Jumiah Total : Rp -
Surabaya,
_ engetahui :
© L Kepalg BS ,(f‘lm Soewandhie
:{;\;\".};ﬁ fijrd PeIaksa Keg' B[‘I, Pemegang KBS,
[/( Q( £
A S i
LA
3\ t_:‘-}‘\"\ o " ) i ! ..
>0 g Lilkan Anggreny . Dr. Dias Ratmani, Sp. R. Drs. Agus Suprijanto.
L7 Pembina Tingkat Penata Tingkat I Pembina
NIP. 140 199 BOR NIP. 140 229 092 NIP. 140 055 (194
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a.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesebataa

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan

Pencapzian Pelayanan Kesehatan_ -
Stuandar 2000 2001 2002 2003 2004 | 2005
BOR(%) 75-85 88,86 §2,94 gl,64 | 71,79 797t 70,1
ALOS(hr) 5-5,9 3,57 3,28 22> {191 3,17 337
TOIthr) - 1-3 0,45 0.67 072 . 1€ 1,32 1,3
BTOxnli 35-39° 90,62 9243 | 925% | iy 92 45 51.7
GDR{%0) | . =40 8,64 9,03 963 .. 10,04 5
NDR(%%0) <21 - - - -_ 3,34 2,4
MM R({%6) <l - - - : b1 0
IMR(%) | - <2 - - T - 50% | 4%
BBLR ————
. Anestesi <2 0 0 -0 0 0 0
Death rate | 10.000 o
T : 74 74 74 82 14 95

Pencapaian tingkat hunian Rumah Sakit (BOR) pada tahun 2004 sudah mencapai
79,17%, namun waktu rata-rata tempat tidur kosong (TO1) musih 1,22 hari dan rata-
rata satt tempat _tid'1-1r ditempati pasien (BTO) > 90 kali, suhinggé terr pat tidur sering
Fali tidak sempat di bersihkan karena tempat tidur cadangaa tidak menzukupi.

Pada tahun 2005_ kapasitas tempat tidwr di tingkatkan merjadi 95 TT, tetapi standar
luas ruangan per TT 7m?tidak dapat di penuhi (per TT 4+5,9 m?).

2.3.2 Hasil Kegiatan Rawat Inap dan Rawat Jalan

Tabel 3.2 Hasii Kegiatan Rawat Inap dan Rawat Jalan

-Rawat [nap Rawat Jalan Rawat Darurat Total Kunjungan
' N Y% N %a N % N %
2000 5140 0,87 51161 $,68 33.26] 5,63 89.562 15,21
2001 ] 6840 1,16 53127 9,02 34.041 578 94.028 15,96
2002 ] 685]) 1,16 56004 8,49 34311 5.82"' 91.166 15,48
2003 7324 1,24 49443 8,4 28121 4.77 §4.893 14,41
2004 . | 7766 .1.32 43703 7,42 31189 5,29 £2.6:8 14,03
W03 5059 0.86 28416 4,82 18053 3,06 51.528 8,75
{s/d bln §)

Persen Kunjungan dasi penduduk wilayah cakupan Ruinah Sakit (Kee Tambaksari, Kee Sinokerto, Kec. Semampir, Kee
Kenjergs, Kec. Bulak, jumlwh penduduk cakupan $88.942 jiwa poada tahun 2004) )

Cakupan pasien rawat inap tahun 2004 dengan batasan wilayah sekitar RSD Dr M
Seewandhie yaitu Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksar, Kecamatan
Kenjeran, Kecamatan Bulak dan kecamatan Semampir, cenderung meningkat

(1.32%5), sudah mendekati target 1,5% penduduk (SFM). Untuk E:akupan total

BAB 111 - 23
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kunjungan cenderung menurun, disebabkan karena banyaknya poliklin-ik-poliklinik
di sekitar Rumah Sakit, dan juga karena persaingan den3an Rumakb Sakit Swasta di
sckitar yang alat-alatnya lebih lengkap dan pelayanan spesialisnya lebih banyak.

2.3.3 Hasil Kegiatan Radiologi '

'I'a‘éﬁ_ci_ 3,3 Data Kunjungan Radiologi

T

Tahun Kunjungan Kasus B

20062 2762 2786 N

2003 5859 5968 o

2004 | 6287 6377 "

2005 (7d bin9) | 5356 N Y Ll g 613 |

Pelayanan radiologi setiap tahunnya cenderumy me ciry kat walipun peralatan
yang ada sering mengalami kerusakan {penpadua. talwa - J98). Diharapkan pada

twhun mendatang adanya penggantian peralatan secwru te k.

2.3.4 Tiasil Kegiatan Laboratorium

Tahel 3.4 Data Kunjungan Laboratorium

Tahun Rawat Inap Rawat Jalan Spesimen
| 2002 2007 4140 14.367
2003 2192 5286 24.623
3004 2786 5230 23.9:4
2003 3600 5611 26.5179 (5/d Sept)

Pelayanan taboratorium selalu meningkat termasuk jenis specimen yang diperiksa.
Sebagian alat-alat yang digunakan merupakan hasil kerjasama denzan perusahaan
alat keschatan. Untuk mengembangkan pelayanan labora orium 24 jam, diperlukan
tambahan tenaga analis medis secara bertahap, sehingga d. pat melayaai rujukan baik
dari dalam maupun dari luar Rumah Sakit. Demikian pila untuk pengembangan

pelayanan radiologi 24 jam.

BAB III - 24
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4.3.5 Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
Tctbcl 3.5 Data Pasien Keluarga Miskin RSD Dr M Scewandhie
[ ahon Rwt Jin Rwt Inap TT ¢ TT3 Hayi rwit BOR RS
2002 1602 237 74\ | 70 112)- 81,6¢%
Ta4i83 || 1329 390 82 N[ 74 1871 71,75%
2004 0] 2158 584 84 | 172 3075 79,17 %
2005 1892 421 95 95 1788 ?9 s

T Y e

ZrGt
Lok - BV
10 - o:";‘
Fvﬂ) 6l 81
AlzS: 9.3

Lm& . zz
g3

Pasi ten dari keluarga miskin yang di layani cenderung meningkat, baik dan rawat
_ jalan maupun ‘rawat inap. RSD Dr.M. Soewandhie merupakan rutnah sakit rujukan
tingkat lanjut untuk JPKMM wilayah Kota Surabaya s=h1ngga diharapkan di masa

mendatang pelayanan dapat iebih optimal.

a.3.6 Data 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak
Penyakit terbanyak rawat jalan pada tahun 2004 dan 2{305 adalah ISPA (Infeksi
Saturan Pemafasan.Akut), Gastro Enteritis (Diare), Diabe us Melitus.

Tabel 3.6 Sepuluh Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2005

. Kasus. Famlah E
1SPA . 6931 > o
Gastro Eateritis/ Diare 6204 g
[Drisbégs melitus 1892~
Hiperiensi 1357 i
TEC 658 .
Gastritis _ 611 1
Deman Berdarah - 554 -l
Vertigo 358 !
Arthritis 290 ]
ASI‘-[I“I B 251

T abel 3 7 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan 2004

o Kasus - Jumiah
1SPA 11684 7
Gastro Enteritis/ Diare 048] 7
Dirbetis inelitus 1959 7]
Hiperfeasy 1597 ]
e 918 ]
Gastrilis 706 ]
Asi . 337
Dcmum -.Bcrda rish 315
Arthetis . 306
Infiksi Salwran Kemih 289
BAB III - 25
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Sedanglkan untuk rawat inap, pada tahun 2004 penyakit Gastro Enteritis (Diare),

DR dan Typhoid berada pada peringkat teratas.

Tabel 3.8 Penyakit Terbanyak Rawat Inap 2004

. Kasus Jumlah
Diare 1758
DED. 315
Typhioid . 217
Peny Jontung 169
Broncho fueumonia 99
Diabetus Melitus 90
Liver desease 71
Campak 62
TRC 44

1.3.7 Hasil I{egiatan Standar Pelayanan Minimal! (SPM) Keschatan

RSD dr. M. Soewandhie dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, salah

satunya dalam unaya penénggulangan penyakit yang cering terjadi yaitu DBD

(Demam Berdarah) dan® Gastro Enteritis (Diare). Dibawah ini adalah tabel

penanggulangan kedua penyakit tersebut :

Tavel 3.9 Penanggulangan Demam Berdarah

2004

2005

Jumlah kosus

e

354 . D10

Muenitmigal?lCFR

2 {0,35%)

5(09%) ( Dbt ]

Tabel 3.10 Penangpulangan Diare

Syt
2004 3095 e
Jumtah kasus 9481 - 6204 + SLEF
Dirawat 1758 JoH” Y23
Meniggeal/CFR 15 (0,85%) 10(0.99%)

Data pencapaian program Kesehatan Ibu dan Bayi tahun 2004:

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4 :3110/1830

2. Cakupan Pertolonpan Persalinan oleh Bidan atau t vy 04w hatan vang memiliki

- kompetensi kebidanan : 1758

3. Ibhu Hamil Risiko tinggi yang dirvjuk: 114

4, Rujukan kasus kebidanan dan kandungan dari Puskesmas/13v°S : 37/74

5. Cakupan kunjungan Neonatus KNI1/KN2:1321/318
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Cakupan kunjungan Bayi Barw/Lama :2115/4230

Cakupan kunjungan Bayi sehat Barw/ lama ; 1257/ 2116
Cakupan BBLR Yang ditangani :137

Ibu Hainil Risiko Tinggi/Komplikasi yang ditangani :728
IO.'chnatal ﬁisiko Tinggi/ Komplikasi ditangani : 137 (BBLR)
11. Angka Sectio caesaria : §,08%

Data j),t:ncz_lpaian program Keluarga Berencana

Cakupan Peserta KB aktif Baru/ Lama ; 252/ 974

Data pencapaian program [mmunisasi

a.
b.

£~

EE s e

ar

v

n.,

Q.

BCG
DPT 1

DPT2
DPT3

Polio |

Polic2

Polio 3

.- Polio 4

| Cﬂ.mpak

Hepatitis B 1

‘Hepatitis B 2
- Hepatitis B 3
. TT lbu Hamil 1

TT Ibu_hamil 2

691
338
259
269
1107
478
31,
241
221
788
402
283
401
296

TT Ibu Hamil Booster 519

Kegtatan pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi SPM belum semua dapat

dilaksanakan, diharapkan semua kegiatan SPM pada tahun kedepan dap:t terlaksana,
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2.4 Data Kcuangan Rumah Sakit
a.4,1 Penghasilan Rumah Sakit
Tabel 3.11 Data Penghasilan Rumah Sakit

~Tabun Jumlah Penerimaan Target Pencapaian
| (Rp) {Rp) %
- 2000 584.330.800 500.000.000 116%
2001 1,247.951.850 500.000.000
2602 1.961,267,300 1800.000.000 109%
2003 2.464.554.035 2.300.000.000 107%%
o AB04 . 2.191.500.000 2.500.000.000 88,6%
203 {s/d bla 9) 2.284.295,.740,78 3.162.500.000 72.23%

Pada tahun 2000 sampai dengan 2003 pengelolaan keuangan <ii rumah sakit dr
M Soewanghie dengan sistem Rumah Sakit Swadana. Peadapatan rumah sakit selalu
mcnihgk;:t setiap tahunnya. Pada tahun 2004 pendapatan menurun karena sistem
péugs!olaan keuangan berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja. Sisa anggaran disetor
ke Kas Daerah, dihitung sebagai pendapatan tahun 2)05. Untuk meningkatkan
pendapatan p, perlu pengembangan jenis pelayanan di rumah sakit dan pembangunan

|
gedang rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, secara bertahap.

a.4.2 Anggaran Rumah Sakit, : )
Tabe! 3.12 Data Anggaran RSD Dr M Soewandhic

Talun Operasional RS ATBD I Total
1999 297.547,274,26 {(DKK) 297.547.274,26
2000 457.211.389,10 900.000.000,- 1.357.211.389,10
2001 1.111.867.482- 500.000.500,- 1.611.867.482~
2002 1.661.684.817 85 948.777.900 - 2.610.461.818 85
_ Disban 900.000.000,- 900,000,000,
2003 2.220.106.239,63 - 2.220.106.239,63
2004 2.500.000.000,- 722.080.933 - 3.222.080.933,-
' PAK 258.644.000 - 298.644.000 -
Disbang 11.714.060.000,- 11.714.060.000,-
2003 ' 6.555.590 496 6.555.590.496
_____ _ PAK - 589.734 412 -~ 7.145.324.900
Disbang 3.700.000.206 3.700.000.000
- APBN 1.000.000 200 1.000.000.000
BAB III - 28
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.Anggaran RSD Dr M Soewandhie yang di dapat dari APBD Kota surabaya
selew meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2004 sistem swadana Rumah Sakit
diganti dengan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan . i

Pembangunan gedung Rumak sakit tahap I yaitu gedung Sayap Kanan scluas
3140,50 m® sudah dibangun pada tahun 2004 dan dilanjutkan pada tahun 20035,
dengan dana sebesar Rp 11.714. 060.000,- dan Rp 3.700.000.000,- untuk tahun 2005,
Anggaran tahun 2005 meningkat karena penggajian kiryawan Rumah Sakit yang
dibafarﬁcan melalui Dinas Kesehatan, mulai tahun 2003 dibayarkan di RSD Dr M
Soﬂwﬁndhic. ' _

Anggaran APBN tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000.000,- digunakan untak
mengisi ruang Intensive Care Unit dan melengkap: alat kesehatan Perawatan dan alat
kesenatan Kandungan dan Kebidanan.

2,4.3 PDPSE-BK./ PKPS BBM-BK / Gakin Rumah Sakit
Tabel 3.13 Data dana PDPSE-BK / PKPS BBM-BK / Gakin

Tabun Penerimaan Asul Dana ]
2008 , 230.000.000 PDPSE-BK
2002 . 230.000.000 PDPSE-BK
P 300.000.000 PKPS BBEM-BK
2004, 236,554,319 P&PS BEM-BKK
C 215.812.900 BAFEL JPKM Prop Jatim
s 7805 264.349.998 APBDIL

-7 Padatabel di atés terlthat bahwa anggaran penerimaan mengalami kenaikan, baik
yang berssal dari dana APBN maupun dana APBD Kota Surobaya. Hal int
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penerimaan dana berart. jumlah warga

‘miskin yang dilayani juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

a.5 Kerja Sama Rumah Sakit dengan Institusi Lain _
Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Rumali Sakit dengan Institusi
Pendidikan antara lan

a. Takultas Kedokteran Universitas Airlangga

b. TFakullas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperavatan

¢. Akademi Kebidanan Rumah Sakit Islam

d. Aladszmi Kebidanan Griya Husada

BAB III - 29
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Pemerintah Kota Surabaya
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -

TAHUN 2005

1800 RUMAH SAKIT SWADANA DR SUWANDI, TAMBAK REJO

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI 5/D

PERBEDAAN ANTARA

SISA ANGGARAN

KODE URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI DGN DIKURANGI KETERANGAMN
5/D DESEMBER DESEMBER ANGGARAN REALISAST
1 2 3 4= 1312 X 3 5 Emb-4 7=3-5 L]

00 00 00 1000 Fendapatan - Rumah Sakit Swadana Dr Suwandl, Tambak Rejo .

1110229 81 jPeliklinik dan Tindakan 740.00.000,00 740.000.000,00 674,659, 704,04 {65.340.295,96) 65.340.295,95
101022902 |Perawatan $30.000.600,00 230.000.000,00 3120.051.174,00 90.051.174,00 {90.051.174,00)
101022903 |Instalasi Bedah 290.003.315,00 290.003.335,00 106.747.278,5% 15.763.943,59 (15.763.943,59)
1010232504 |Laboratorium 261.700.000,00 261.700.000,00 2%1.589.845,78 25.889 846,78 (29.889.846,78)

1010229 05 |Radiclogi

192.6458_500,00

192 648 500,00

254.030.195,00

61.381 95,00

(61.381.695,00)

10102 2%06 |Persalinan 481.350 000,00 9581, 3%0.000,00 714.271.927,37 {267.118.072.63) 267.118.072,63
1010229 47 |Apotik 440.633.605.00 440.631.605,00 345.963.800,00 (94 56%.6505,00) 94.665,005,00
101022908 |Ambulance dan Parkic 20,5624 560,00 20.624.560,00 26.720.350,00 8.095. 750,00 {B.095.790,00])
101022903 |Lain-lain . 5.500.000,00 5.500.000,00 38.400.000,00 32.900.000,00 {32.900.000,00)

Sub Jumlah Keglatan D2 90 03 1004

3.162.500.000,00

1.162.500.000,00

2.973.474.275,78

{189.035.7.24,22)

155.025.724,22

JUMLAH PENDAPATAN

3.162.500.004,00

31.162.5300.000,00

2.9734T4.275,7%

(19%.025.724,22)

139.025.724,22

N

00 00 00 4000 Pengisian Kas Satuan Kerja

401010201 tkas N Pemegang Kas

176.6524.931,00

176.634.931,00

[176.624.931.00)

Sub Jumlah Kegliatan ©¢0 00 00 4000

176£.624.931,00

176.624.931.00

(176.624.931,00)

PENGISIAN KAS SATUAN KERJA

176.624.931,00

176.£24.931,00

{176.624.911.00}

10 03 02 0002 Penyusunzan Perda Tarip dan Manajemen RS

222010101

Heneradum Tim / Panitia 2.825.000,00 2.025.000,00 2.625,000,00 (200.060,00) 200.000,00

222010503 jVang Transport Hanan 675.000,00 675.G040,00 67500000 - -

222020106 |Biaya Alat Tylls 1.590.396,2% 1.530.396,29 1.574.100,00 (16,296,259} 15.296,29

212020302 |Baya Foocopy 825.000,00 825.0G0,00 750.000,00 {75.000,00) 75.004,00

222020391 |Biay» Penjilican 1.192.180,00 1.192.180,00 1.071.000,00 {121.180,00) 121.180,00
Dicetak :  03-04-2006 &:11:03 Halaman : 1 dark 6
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Pemerintah Kota Surabaya
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2005

1800 RUMAH SAKIT SWADANA DR SUWANDI, TAMBAK REJO

JUMLAH ANGGARAM

REALISASI S/D

PERBEDAAN ANTARA

SISA ANGGARAN

KODE URATAN JUMLAH ANGGARAN $/D DESEMBER DESEMBER RE:;:;S;;?;A[LGN [:{IEI;L:JR.;:ISGII KETERANGAN
1 2 3 4n 12/13 % 3 5 &£=5-4 ¥=3-5 g
222020502 |Biaya Makanan canm Minuman Rapat 4,297.500,00 4.292.500,00 550.000,00 (3.747.500,00} 3.747.500,00
222030101 [diaya Pegalanan Dinas Luar Daerah 45,298.000,00 45.258.000,00 45.265.000,00 (33.000,00) 33.000,00
Sub Jumlah Kegiatan 10 03 02 0002 56.701.076,20 S6.701.076,29 52.510.100,00 {4.192.976,29) 4.192.976,29
10 P38 0Z foL1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2212016101 |Honerardum Tim f Panitia B.200.600,00 £.200.080,0:) 8.150, 004,00 (50.000,00} 50.¢00,00
2 22410202 |Uang Lembur Hartan S40.000,00 540,080, 00 S0, Q0 B - -
222010501 |Uang Transpart Tim / Panitia 1.3200000, 106 1.320.080,00 1.320.000,00 - -
222020106 |Biaya Alat Tulis 1.232.567,12 1.232.567,12 1.227.200,0{1 {5.367,12) 5.367,12
222024201 |Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawal 20000004, 00 20.000.000,00 19.500.0:0C0,00 {500.000,00) S0 GOy, 00
222020302 |BHaya Fotocopy 165.000, 00 165.000,00 164.875,00 (125,00} 125,00
232020303 [Blayas Penjilidan 327.845,50 327.549,50 327.250,00 .'[599,50) 599,50
222020502 {Biayx Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000.C0 BA40. 000,00 {210.000,00) 210.000,00 -
222020803 |Raya Oparasional Qrganisesi Soesial dan Kepemudaan 746,149.993,18 746.349.993,18 364.184.639,00 {182.165.354,19) M2 185.354,18
233041401 |Belanja Femeliharaan Alat Kedokteran 12.0{10.000,55 12.000.0890,55 11.060.010,00 {940.000,55) 940.000,55
223090201 |Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang IR 462,062,865 3B 462.062,65 35.960.000,00 {1.502.062,65) 1.502.062,65
2 231106201 |Belanja Modal Alat Pemeitharaan Tanaman 6.483,251,93 6.483.251,93 6.325.000,00 [158.251,93) 158.251,93
223120104 |Belan]a Modal Alat Peayimpanan Perengkapan Kantor 2670 A20,5]3 2.670.820,53 2.645.000,00 {30 820153 30.820,53
223120201 |Belanja Modal Meubelair 42.142 587,24 22.142.587,24 12.132.000.50 {10.587,24) 10.597,24
223140101 |Belanjy Hodsl Alat Kedokteran Umum 17.862.990,26 17.882.990,26 17.862.900,00 (20.090,26) 20.050,26
2231401 04 | Belania Modat Alat Kedokteran Mata 102,602,125, 36 102.602.135,36 103.602.000,00 (125,35} 125,36
223140106 jBelanja Modal Alat Rontgen 48.950.000,00 48.950.000,40 45.050.000,00 [2.B60.000,00) 2.850.000,00
22131401 05 |Belanja Moda! Alat Kedakteran Bedah 40.222.606,62 40.522.055,63 40,480.000,00 {42.856,63) 42,556,863
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JUMLAH ANGGARAN

1800 RUMAH SAKIT SWADANA DR SUWANDI, TAMBAK REJO

REALISASI /D

PERBEDAAN ANTARA

SISA ANGGARAMN

KODE URAIAN JUMLAH ANGGARAM REALISASI DGN DIKURANGT KETERANGAN

S/D DESEMBER DESEMBER ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4= 1212 %3 5 6=5-4 ?=3-5 g
2213140109 |Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Peoyakit Kandungan 321.125.348,79 321.125.348,79 305.956.000,00 {15.129.348,79) 15.129.348,79
2313140112 |Belanja Modal Alat Kesehatan Anak 124.512 689,13 124.912.689,13 124.835.000,00 [77.689,13) 77.6859,13
22314 0113 |Belanja Modal Paliklinik Set 339.165.598,95 338.1£5.598,95 A365.412.500,00 £2.753.098 895) 2.753.090,95
2231401 5% JBelania Modal Alat Kedokteran Kol dan kelamin 18,699,999, 1B.69% 999,00 17.979.500,00 (720499 04) F20.4%9.05
223140120 {Belanjz Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat - 283.835.022,34 283.838.022.34 273.000.000,00 {10.838.022,34) 10 838.022,34
22314 0201 |Belanja Modal Alat Kesehatan Perawatan

107779 013 47

107, 779.013,47

94 520.000,00

{12.959.013 473

12.959.013,47

Sub Jumlah Kegiatan 10 08 02 Dan

2326742277665

2. 267422776 .65

36,448,854 ,0H]

(430.973.912 ,65)

430.973.912 65

10 08 G2 0003 Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan

222010101 |Henararium Tim / Panitia £.900.000,00 £.300.000,00 6.900.000,00 - -
222010303 |Insentlt taln - {ain PAD yang San 950.175,000,00 980, 375.000,00 §27.4031.681 00 ‘(51.971,319,%) 52.971.119,00
222010501 |Uang Transport Tim / Panitia 7.500,000, 00 7.500.000,00 7.495.000,00 *{5.000,00) 500,00 .
2229201 03 |Biaya Bahan Obat - Gbatan 541.716.570,93 541.716.570,93 541.262.044 00 {454.526,93) 454.526,93
222020104 |Biaya Bahan Kimia 76.780.026,40 76.750.026,40 76.617.640,00 {162.386,40) 162,386,490
232020105 |Biaya Bahan Percontohan 184 BO.CE1 60 184.800.061 60 182.649.005,00 (2.151.D56,60) 2.151 056,60

123020501 |Biaya Makanan dan Minuman Harian 147.588.000,00 147.586.000,0¢ 131.5946.450,00 [15.641.550.00) 15.641.550,00
223110201 [Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman 4. 030.B59 40 4.030.859,40 3.300.000,00 [¥30.B59,40) 730.859, 40
2231201 04 |B=lanja Modal alat Penylmpanan Pedengkapan Kantor 5.541.139.43 B.541.139,43 & _&00.000,00 {1.941.139,43} 1.941,139,43
22321202094 [Belanja MHodal Alat Pendingln 23.337.982,77 21.337.982,77 10.395.000,00 {12.942.982,77} 12942982 77
223140113 |Belanta Modal Polikiinik Set 16.392.741,36 16,302.741,56 12.100.080,00 (4.2%2.741,36) 4.292.741,36
Sub Jumlah Kegiatan 10 08 02 0003 1.997.962.381,89 1.997.962.381,39 1.906.668.E20,00 {91.293.561,09} 91.233.561,85
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KODE : URAIAN JUMLAH ANGGARAN Ju;‘;—;';::&“‘a‘?:" BRATIASE £/D pE:::?:AsT;IA:;;u T TkURANGY KETERANGAN
ANGGARAN REALISASI
1 2 k! 4= 1212 X3 5 6&§=5-4 7e3-5 8
10 91 01 1800 Belanja Administrasl Umum - Rumah Sakit Swadana br.Suwandi, Tambak Reje
221010301 |Gaji Pokok 1.355.778.710,00 1.155.778.710,00 8B7.66%9.500,00 {668.109.210,00) 666.109.210,00
221010302 jTunjangan Keluarga 103.022.234,00 103.022.234,00 50.971.304,00 (52.050.530,00} 52.050.530,00
221010303 {Tunjangan dabatan Struktural 79.794.000,00 79.794.000,00 30.600.000,00 {49.194.000,00} 49.1594.000,00
221010304 |Tunjangan Fungsienal 267-124.000,00 267.124.00000| 133.962.300,00 {133.161.700,00) 131.161.700,00
221010305 |Tunjangan Kesejahteraan Pegawal G1.500_€00,00 £1.500.000,00 52.360.000,00 {9.120.000,00) 9.120.000,00
221010306 |Tunjangzn Beras 92.081.418,00 52.081.418,00 40.771.950,00 {51.209.468,00) 51.308.468,00
2321010307 |Tunjangan PPh : 59.610.965,00 59.610.06500 29.983.310,00 {2§.626.755,00} 29.626.755,00
221010308 |Pembulatan Gajl 127.000,00 327.000,00 27.128,00 (289.872,00) 299.872,00
% 21010309 |Gaji Pagawai Honorer 458.243.500,00 450.243.500,00 404.510.000,00 {53.735.500,00) 53.733.500,00
221010311 |Tunjangan Alr 9.372.000,0C $.372.000,00 9.370.000,00 N {2.000,00) 2.000,60
221010312 {usng Makan 121.968.000,00 121.968.008,00 111.240 000,00 {10.728.000,00} 10.728.000,00
221010315 |Iuran Askes 7.841.241,00 7.641.241,00 6.168.094,00 {1.473.142,00) 1.473.147,00 .
221410502 |Biays Bantuan Pelztihan dan Kursus Ketrampilan 19.000.060,00 19.000.000,00 11.826.000,00 {7.172.000,00} 7.172.000,00
221020101 |Biaya Alat Listrik dan Elektronik 4.000.040,60 4.000.000,00 #.000.000,00 - -
221020102 |Biays Alat Tulis 16.000.800,00 16.000.000,00 15.999.860,00 {140,00) 140,00
221020103 |Maya Perangkn, Meteral dan Bends Pos Lalnnya 1.559.600,00 1.559.600,00 1.559.000,00 (600,00) £00,00
221020104 [Blaya Peralatan Kebersthan dan Bakan Pembersib 12.060.400,60 12.000.000,00 11.685.398,00 {314.602,00) 314.602,00
221020106 |Bisya Gas 11.880.000,00 11.880.800,60 11.856.000,00 (24.000,00) 24.000,00
221020201 |Biaya Lstrk 186.000 006,00 188.00:0.000,00 137.632 815,00 {50.367.965,00) 50.367.985,00
221020202 |Blaya Telepon 24.240.008,00 24.240.000,00 24.063.551,00 {176.449,00) 176.449,00
221020202 [@laya Air 23.400.000,00 22.400.000,00 22.975.600,00 [424.400,00) 424.400,00
221070204 |Biays Surat Kabar / Majaiah 1.084.000,08 1.080.000,00 556.000,00 {524.000,00} 524.000,00
2 2% 020207 |Blaya lasa Pegawal Mon PNS 73.560.000,03 73.560.000,00 66.680.000,00 {7.280.000,00) 7.280.004,00
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JUMLAH ANGGARAN

REALISASI 5/D

PERBEDAAN ANTARA

SI5A ANGGARAN
DIKURANGI

KETERANGAN

KODE JUMLAH ANGGARAN REALISASI DGN
5/D DESEMBER DESEMBER ANGGARAN REALISASE
1 3 4=12/12 %3 ¥ G=5-4 F=3-5 8

Sub Jumlah Keglatan 10 91 01 1800

3,305,236, 668,

3.305.236.668,00

2.161.115.960,00

(1.144,020.708,00)

1.144.020.708 00

JUMLAH BELANIA

V627 524 902 53

T 627 .334.902,83

5.9%56.841.744,00

(1670481, 158,63

1.670.451.158,83
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